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KaJian Ketuhanan Naslonal 
Kajian Stratejik Perencanaanj Strategi dan Kebijakan 
Analisis Proses lrnplementasi Program Pembinaan 
dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Menggunakan 
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Tesis ini menganalisis pembinaan don pembirnbingan klien pemasyarakatan 
berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan 
organisasi, karakteristik dan kapabilitas 
Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung. 

antar organisasi, sumberdaya 
instansi pelaksana di Balai 

Penelitian ini adalah penclitian kualitatif dengan desain deskriptif yaitu 
menggambarkan proses implementasi program dengan menggunakan konsep 
Rondinelli. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 13 (tiga belas) 
informan yang terliba.t dalam pembinaan dan pem~imbingan k~Jcn 
pemasyarakatan, , 

Basil penelitian mennnjukan bahwa pada kondisi lingkungan yang paling 
berpengaruh pada proses lmpJementasi program pernbinaan dan pembimbingan 
klien pemasyarakatan adalM kendala sumber daya dan tersedianya in:frastruklur, 
scdangkan pada hubungan antar Organisasi, yang paling memengaruhi adalah 
pembagian fungsi yang pant:as. Selanjutnya yang paling mempengaruhi 
sumberdaya organlsasi adalah keseimbangan antara pembagian anggaran dan 
kegiatan prdgram: Pada karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, yang 
sangat besar pengaruhnya ndalah hubungan yang baik antara instansi dengan 
kelompok sasaran. 

Kendala~kendala yang menghambat pembinaan dan pembimbingan klien yang 
menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan pernbtnaan dan pembimbingan 
klien pemasyarakatan secara optimal adalah (a) Kelerbatasan anggaran (b) 
Ketcrbatas:an instrumen metode penelitian kemasyarakatan (c) Bapas tidak 
memiiiki metode khusus dalam rangk:i memberikan bimbingan klien, 
Basil penehtian menyarankan dilakukannya (a) perombakan pada beberapn 
pcrangkat hukum yang telah ada dan disusunnya perangkat hukum bam (b) 
Diberikannya pelatihan kepada PK mcngenai metode pengurnpulan data dan 
pembuatan pcneiitinn kemasyarakatan (c). Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan Direktorat Jendcral Pemasyarakatan perlu merurnuskan su.utu 
mekonisme yang kondusif bagi p~rencanaan dan penganggaran (d) Perlunya 
perhitungan kembali besar anggaran untuk Bapas 

Kata kun.ci proses implentasi program Rondinelli, pcmbinaan dan 
pembimbingan, klien pernasyamkatan 
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This thesis analyzes coaching and guiding activities on correctional clients based 
on environmental conditions, inter~organizational relationships, organizational 
resources, characteristics and capabilities ofthe implementing agencies on Bandar 
Lampung Hall of Correctional FaciHty. 

This research is a qualitative research with descriptive design, which is describing 
the process of program implementation using the Rondinelli concept. Data 
obtained through in-depth interview to 13 (thirteen) informants, who are involved 
in coaching and guiding to correctional <:lients. 

The results showed that the most influential environmental conditions in the 
process of coaching and guiding progrd!Il implementation qn correctional clients 
are: resource constraints and infrastructure availability, where~is the the most 
affecting relationships between organizations is : appropriate division of . 
functions. Next, the most influential on organizational resources is : the balance 
between the division budget and program activities. On the characteristics and 
capabilities of implementing agencies, a very large effect is a good relationship 
between the institutions and target groups. ' 

The constraints that hinder coaching and guiding activities for correctional clients 
on B::tndat Lampung Hall of Correctional Facility is: (a) Limitations of the budget 
(b) Limitations of the instruments of social research methods (c) Bandat Lampung 
Hall of Correctional Facility doesn't have special methods in order to provide 
clients guidance. 

The results do suggest : (a) remove some legal instruments that already exist and 
new laws drawn up by the device (b) gave training to the PK about collecting data 
method and making socl::1l research (c). Department of Law and Human Rights 
and The Directorate General of Corrections need to formulate a conducive 
mechanism to plam1ing and budgeting (d) need for budget re~calculation for Hall 
of Correctional Facility. 

Keywol'ds: Rondinelli)s process of program implementation, coaching and 
guiding, correctional clients 
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BAB! 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tatar belakang, perumusan masalah, lujuan peneliLian, 

manfaat penelitian, sistcmatika penulis:an, batasan pcneHtian dan penelitian 

terdahulu. 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosiaL Scbagai makhluk sosial, manusHI 

berdampingan dengan manusia yang lain. Manusia tidak dapat menjalani 

hidupnya secara sendiri. Manusia memiliki ketergantungan deogan yang lain. 

Ketergantungan ini kemudian menyebabkan manusia melakukan interaksi dengan 

sesama manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari interaksi inilah 

kemudian lahir konsepsi kehidupan kolektif yang disebut masyarakat. 

Interaksi individu dalam masyarakat pada kenyataannya tidak berjalan mulus 

begitu saja tanpa adanya pertentangan. Pertentangon ini terjadi karena adanya 

keburuhan hidup setiap orang. Jika kebutuhan individu tersebut tidak benentangan 

dengan kebutuhan individu lain, tidak akan menjndi masalah. Namun, bila 

terp.ya!a ~ebutu~n individu tersebut bertentanga.n atau bahkan mengancam 

kebutuhan individu lainuya. dapat dipastikan akan muncul konflik antar individu 

· untuk memperta~ankaq·pemcnuhan kebutuhan masing-masing. 

Untuk menghindari pertentangan tersebut, dibutuhkan suatu tatanan masyarakat 

yang mengatur interaksi antar individu yang berada didalam masyarakat Tatanan 

inilah yang dinamakan norma sosial. 

Annan normatif merupakan tulang punggung dari mnsyarakat atau 

kelompok sosinJ. Aturan ini dapat ditemukan dalam masyarakat di tingka.t apapun 

serta menanamka.n kepatuhan terhadap beragam aturnn dan konvensi sosial secara 

signifikan. Setiap warga masyarakat yang tidak mentaati atau melanggar kaidnh 

(norma) maka ia akan menerima sunksi kaidah yang sesuai dengan tingkat kaldah 

yang dilanggar. Jika seseorang melanggar kaidah agama maka ia akar. 

mendapatkan sanksi cela masyarnkat dan yang melanggar ka!dah hukum akan 

mendapatkan sanksi yaitu huknman. Bcratnya hukumnn sesuai dengan yang sudah 

tertulis dalam norma bukum mengenaJ pelanggaran. Bentuknya dapat berupa 
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denda, kurungan atau penjara sesuai dengan aturan yang berlaku. Contchnya 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Soedikno, 2002). 

Sanksi kurungan atau penjara akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas). Lapas adalab tempal untuk mefaksanakan pembinaan Narapidana dan 

Anak Didik Pemasyarakatan. 1 

Narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan harus melewati serangkaian 

proses pembinaan sebelum dlnyatakan bebas. Apa saja tahap pemblnaan yang 

harus dilewati oleh narapidana. Dah~m kaitan ini, sistem pemasyarakatan memiliki 

strategi pembinaan terutama yang menyangkut proses dan program pembinaan. 

Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai darl tahapan 

pembinaan intramular {di dalam Lapas) dan bergerak secara bertahap, sesuai 

dengnn kemajuan hasil pembinaannya, menuju pembinaan yang dilaksanakan 

ditengah-tengah masyarakat (Ekstramular). 

Tahapan proses pembinaan ini dimalr.sudkan agar dapat dieleminir sekecil 

mungkin dampak-dampak destruktif dari pemenjaraan yang berupa stigrnatisasi, 

prisonisasl dan residivisme. Dalam pelaksanaannya tahapan proses pembinaan in! 

membutubkan partisipasi~ dukungan dan kontrol masyarakat yang sang;n 

menentukan keberhasilannya. 

DaJam sistem pemasyarakatan, narapidana ~dalah manusta biasa yang 

dalam pelaksanaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan justru harus 

dilntegrasikan' kedalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Sahardj() pada p!dato 

penerimaan gelar Doctor Honorls Causa yang berjudul "Pohon Beringin 

Pengayoman Pancasila" pada tanggal 5 Juli 1963 di Universitas Indonesia, 

Sehubungan dengan hal tersebut pula institusi yang semula disebut rumah 

pendidikan berubah menjadi lembaga pemasyarakatan (Lnpas). 

Tujuan pidana penjara arialah pemasyarakatan yang mcngandung makna bnhwa 

tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangi, perbuatan jahat oleh 

seseorang, melainkan juga orang~orang yang menurut Sahardjo telah lersesat 

diayomi oleh pohon beringin dan diberiknn bekal hidup sehingga akan menjadi 

kaula yang berfaedah didalam masyarakat Indonesia (Soedjono D, 1987 : 147). 

Hal ini mengandung makno. bahwa pembinaan narapidana dalam sistem 

1 Undang~undang Nomor 12 Tabun 1995 Tentang Pemasyurakatan Posal 1 
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J 

pemasyarakatan merupaka.n upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu 

pulihnya kesatuan hubungan oarapidana sebagai individu, makhluk sosial dan 

makhluk Tuhnn, 

Dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat, usaha pemulihan 

kesatuan hubungan ini tidak mungkin tercapai apabila tidak terjalin interaksi yang 

posit if antara narapidana dengan sistem nilai yang herlaku di masyarakat be bas, 

dengan kata lain bahwa usaha pembimbingan klien tidak akan berhasil apabila 

klien yang bersangkutan berada diluar interaksi dengan sistem nilai yang berlaku 

pada masyarakat bebas membiasakan narapidana atau klien berinteraksi dengan 

nilai~ntlai dan norma yang berlnku di masyarakat merupakan kataltsator bagl 

terciptanya reintegrasi sosial. Dengan demlkian pemblmbingan klien b¢rdasarknn 

sistem pemasyarakatan dalam pembimbingan yang leblh berorientasi pada 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat (Community based 

oriented). Hal ini sejalan dengan apa yang dlsebut Molly Cheung sebagai The 

Community Treatm{#nt. 

Konsep The Community Treatment tersebut dapat dJjadikan dasar 

konsepsional pembinaan narapidana untuk mencari relntegrasi sosial melalui 

pendekatan pembinaan ekstemal un;uk menja!Jhkan narapidlllla dari pengaruh 

buruk tembok lembaga, maupun pendekatan pembimbingan internal dalam 

ling~up mini mas)'a!akat mini dalam tembok lembaga untuk · menciptakan 

civilisasi masyarakat sebagaimana masyarakat diluar tembok. Sistcm pembinaan 

narapidana langsung ditengah masyarakat mini didatam lembaga pada dasarnya 

mendptakan hubungan kekeluargaan sebagaimana polo kehidupon keluarga yang 

baik. Manusia secara kodrati tidak bisa dlpisahkan dar! keluarga, sahabat dan 

masyarakatnya, oleh karena itu pelaksa.naan pidana hilang kemerdekaan dengan 

disekap dalam ruang sempit c!ibandingkan dcngan dunia luar akan bertentangari 

dengan kodrat. 

ReaUsas:i konsepsi tersebut datang da!am slstcm pemnsyarakatan adalah 

dilakukannya program pembinaan baik dalam lcmbaga pemasynrakatan maupun 

pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang dipantau oleh I3apas. 

Proses dan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarnkatan dilaksanakan oleh 

petugas-petugas Bapas. Baik ptoses pemasyarakatan didalam lembaga maupun 
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proses pemasyarakatan diluar lembaga mempunym tujuan yang sama yaitu 

reintegrasi sehat para narapidana dan Anak Didik Pemasymakatan dengan 

masyarakat P<:mbinaan luar lembaga dalam program integrnsi dibenarkannya 

seorang nnrapidana berada dan hidup ditengah-tengnh masyarakat dengan 

supendsi dapat diberikan kepada narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 

setclah tcrpidana menjalani dua pertiga masa pidananya (minimum sembilan 

bulan) atau Pembebasan Bersyarat (PB) diberikan dengan tujuan agar terpidana 

tidak rnerasa teraslng dengan masyarnkat dimana dia bernsal serta dapat 

mernpercepat proses adaplasi dan pemulihan kesatuan hubungan antara terpidana 

dengan masyarnknt 

Dalam praktek. narapidana yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) 

Pembebasan Bersyarat harus mengikuti pembinaan dan pembimbingan di Bapas, 

namun yang terjadi di lapangan ka.da.ngkala mereka tidak mengikuti pembinaan 

dan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas secara. teratur setiap bulannya 

dikarenakan berbagai hal yaltu dari dalam dirl klien sendiri kurong ntotivasi, 

sarana dan prasarana dari diri klien yang kurang memadai, jarak kantor Billai 

Pemasyarakatan yang cukup jauh dengan tempat tinggal klien serta masih 

terjadinya pengulangan tindak pidanalresidivis. 

Tabel I 
' 

Klien yang bennasalah /diusulkan pencabutan Pembebasan Bersyaratnya 

Tahun Jumlah Kasus ' 

2006 15 Orang UU Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika), Undang-

undang Nomor 22 Tahun i997 (Narkotika), Pasal 

378 KUHP (Penipuan), Pasa\ 372 KUHP 

(Penggelapan), Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan 

pembera!an, UUNo.l2 Tahun 1951 (Undang-

undang DaruratfMembawa senjata tajam) 

2007 13 Orang Pasa! 378 KUHP (Penipuan), Undang-undang 

nomor 5 Tahun !997(Psikotropika), Pasal 363 

KUHP (Pencurian dengan pemberatan), Pasal 365 

L KUHP (Pencurian dengan kekerasan} I 
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2008 17 Orang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 

(Psikotropika), Undang-undnng nom or 22 Tahun 

1997 (Narkotika), Pasal363 KUHP (Pencurian 

dengan pemberalan), Pasal285 KUHP (Perkosaan}. 

Pasal378 KUHP (Penipuan) 

Sumber : Lap<:~ran Tahunan Bapas Klas II Bandar Lampung. 

5 

Berdasarkan hal terse but penufis tertarik untuk meneliti lebih mendaktm mcngenai 

pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakaum di Balal Pemasyarakatan 

Klas II Bandar Lampung. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, rnaka masalah dalam penelitian inl ialah sebagai berlkut : 

L Bagaimanakah pembinaan dan pernb!mbingan kllcn pemasyarakatan 

berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan nnmr orgrmisasi, sumberdaya 

organisasi, karakteristik dan kapabili tas instnnsi pelaksana di Balai 

Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung? 

2. Faktor~faktor yang menjadi kendala pembinaan d.an pembimbingan klien 

pcmasyarakatan berdasarkan . kondisi lingkungan •. hubungan antar 

orgrinisasi, knraktcristik dan kapabilitas instansi peJaksana di Balai. 

Pemasyarokatan Klas li Bandar Lampung? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan t~rsebut dial as, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

L Menganalisis pembinaan dan pernbimbingan klien pemasyarakatan 

berdasarkan kondjsj lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya 

organisasi1 karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai 

Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung 

2. Mengetahui faktor-faklor yang menjadi kendala pt.!mbioaan dan 

pembimbingan klien pemasyarakatan dl Bo!ai Pcmasyarakntan Klas n 
Bandar Lampung 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1, Secara Akademis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pembinaan dan 

pembimbingan klien berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar 

organisasi, surnberdaya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi 

pelaksnna di Ba~ai Pemasyarakatan Klas H Bandar Lampung. 

2. Secora Praktis 

Diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi pembinaan dan 

pembimbingan kllen pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas 1I 

Bandar Lampung. 

3. Bagi peneliti 

Menambah wawasan tentang pembinaan dan pembimbingan klien 

pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingkungan, hubungan antar 

organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan k.apabiiitas instansi 

pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas IT Bandar Lampung: 

1.5. Sistematika Penullsan 

BAB! PENDAHULUAN 

Bab ini .menerangkan secara umum mengcnai Jatar belakang 

masalah, perumusan masnlah dan pertanyaan penelitian, tujuan 

, penelitian, manfa.at pen~litian dan 'sisteffiatika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teoriMteori yang menjadi landasan 

berpikir dalam penulisan ini 

BAB Ill : METODE PENEL!T!AN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, infonnan, 

instrumen penelitian. teknik pengumpulan data, pengolahan data 

dan analisn data. 

BAB IV : HASJL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

BAB V : KES!MPULAN DAN SARAN 
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1.6 Bata:.an Penelitian 

Bcrdasr~rknn perumusan masalah, penelitian dibatasi pada pembinaan dan 

pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan kondisi lingk~mgan, 

hubtmgan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakte.ristik dan 

kapabill!as instansi pelaksana di Balai Pemasyarakatan Klas 11 Bandar 

Lampung 

l.7.Penelitian terdahulu 

Guna menunjang penelitian, literatur yang akan dtgtmakan terdiri dari 

pendlti.m tcrdahulu yang terkait dengan Balai Pemasyarakatan serta kerangka 

konsep yang menjelaskan teori dan konsep Pembinaan dan Pembimbingan 

K!icn :'<..:::11:1::;yarnkatan 

I ! Kcndala-kendala 

Tabel2 

Penelitian Terdahulu 

Titut Sulistyaningslh, Menyimpulkan bahwa : 

; '.::ti:m~ memenuhi Kajian Stratejik • 
' 

kemlala-kendula 

yang dihadupi oleb 
I 
1 s.yarat-syarat untuk · Manajemen 
i 
: mengajukan Universitas 
! 

' 

: Pembebasan 2007 

Bersyarat 

La pas, 

Indonesia, narapidana dalam 

memenuhi , syarat­

syarat untuk 

mengajuka:n 

Pembehasan 

Bersyarat berasal 

dari beberf!pa fak.tor 

baik internal maupun 

eksternal, dari faktor 

internal yaitu dari 

napi (Warga Binaan 

Pemasyarakatan), 

scdailgkan kendala 

dad faktor eksternal I --~~·· _____ ___. ________ _]_ _______ _ 
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-------
2. Kendala-kendala Sjamsuji 

Dalam Pelaksanaan Kajian 

Kebijakan Pemberian Manajemen 

Pembebasan Universitas 

Bersyarat 2007 

' ' 

' 

' ' 

I 

Wahjunto, 

Stratejik 

Lap as, 

Indonesia, 

' 

' 

' 

8 

yaitu Su mbcr daya 

manusia, organisasi, 

faktor berkas 

ndmlnlstr asi dan 

faktor kon dbi suslal 

masyaraka 1. 

Menyimpulka n bahwa: 

• Proses 

untuk 1 

Pembebnsa 

pengusulan 

nemperoleh 

n Bersyarat 

narapidana 

urn sesuai 

(PB) bagi 

maslh bel 

dengan kebi jakan yang 

m peraturan 

undangan 

ku. Hal ini 

hwa Litmas 

diatur data 

perundang-

yang berla 

terbukti ba 

yang 

dilakukan 

pembinaan 

dilakukan. 

kebijakan 

dalam 

pemberian 

scbarusnya 

pada awal 

tidak 

Kemudian 

pen!ahap3n 

proses 

kenyataann 

PEl pada 

ya 

membutuh kan wnktu 

uplama. hal 

uruk dengan 

yang cuk 

ini diperb 

ban yak 

yang 

me!ewati 

yang 

usulan PB , 

t 

diselesaiknn 

argct waktu 

ditetapkan. 
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3 Peranan Balai Yusep Antonius, Kajian 

Pemasyarakatan · Stratejik Manajemen 
' 

9 

keterlambatan yang 

berakibat pad a 

pelanggamn hak-hak 

naropidana. 

• Hambatttn dalmn 

pemberian PB sudah 

san gat kompleks, 

kendala yang dlbadapi 

bnkan saja pada 

permasalahan Sumber 

daya manusia petugas 

pemasyarakatan yang 

bel urn memahami 

kebijakan yang dibuat 

oleh pembuat 

kebijakan yang lebih 

tinggi namun juga 1 

terkendala pada t 

J.:;:etidak konsistenan i 
! 

dalam menerapkan : 
' kebijakan yang ada 1 

terutama mekanisme 

tekhnis maupun I 
I 

substantif dalam ~ 

pemberian PB 

Bapas merupakan 

ujung tombak da!am 

Dalam Penanganan Lapas, Universitas ! rangka 

Klien 

Pcmasyarnkatan 

Indonesia, 2007 
i 

m~ngembnlikan klicn i 
I 

ketengah-tenga~h I 

masyarakat, 
_L----------~---
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diharapkan klien~klien 

pemasyarakatan yang 

menjadi Warga Binaan 

' ' 
Pemasyarakatan dapat 

menjalankan fungsi 

dan penman sosialnya 

' 
seperti anggota \ 

masyarakat yang' 

lainnya tanpa adanya 

stigma negatif yang 

tetap meJekat pad a 

bekas narapidana yang 

menjadi klien Balai 

Pemasyarakatan 

(Bapas), sehingga 

, andJI Bapas . daiam 

rangka memblmbing 
, 

para pelanggar hukum 
I ' , di luar Lembaga 

P,emasyarakatan 

' ' minimum dapai 

mengurangl tindakan 

kejahatan _:j masyarakat 
-

' Sumber . Perpustakaan UmversJtns lndones1a dan olahan penuhs 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bah ini akan diuraikan tentang tinjauan teoritik impJernentn.si program, 

konsepsi pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatrm di Balai 

Pemasyarakatan. 

2.1. Pengertian lmplementasi Program 

Dalam kamus Webster (Solichio Abdul Wahab, 1997:64) pengertian 

implementasi dirumuskan secara pendek. dlmana "to implementasf' berarti 

"to provide means for carrying out; to give practical effect to« (menyajikan 

alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampaklberakibat sesuatu). 

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles 0. Jones (1991), dimana 

implementasi diartikan sebagai ugeuing the job done" dan "doing il'~. 

Istilah impJementasi sebagai sebuah proses adalah suatu kenyataan 

keputusan membuat desain atau tahap~ta.hap mcmformulasikan program atau 

kebijakan menuntut suatu pertimbangan bagalmana dampak dari hasil 

implementasi program atau kebijakan. 1 

Selanjutnya implementasi melJbatkan usaha, dari policy makers untuk 

memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk 

memberikan peiayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target 

group). 

Ripley dan Franklin (1982) berpcndapat bahwa implementasi adalah apa 

yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas 

program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata 

(tangible output). Isti!ah lmplementasi menunjuk pada sejum1ah kegiatan yang 

mengikuti pemyataan maksud tentang tujuan-tujmm program dan hasil-hasil 

yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup 

tindakan~tindakan (tanpa tindakan-tindakan) o!eh berbagai nktor, khut:t1snya 

1 Dr. Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan, lmplementa£i dan Evnlua:si Kebijnkan al<~u Program 
hal29 
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para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjaJan.3 Leblh 

jauh menurut mereka. ifnplementasi mencakup banynk kegiatan, Pertarna, 

badan-badan peJaksana yang ditugasi oleb undang-undang dengan 

tanggungjawab menjalankan program harus mendapalkan sumber~sumber 

yang dibutuhkan agar implementasi berjnlan Jancm. Sumber-sumber ini 

meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahnn menkih, dan diatas 

semuanya uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa 

anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrct, regulasi, serta rencana-rencana 

dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan 

kegiatan~kegiatan rnereka dengan menciptukan unit-unit birokrasi dan rutinitas 

untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan 

keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelnmpok-kelompok 

target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan­

batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang blsa dipandang sebagai 

wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.4 

Sementara itu, Grindle5 juga memberikan pandangannya tentang implementasi 

dengan mengatakan bahwa secara umum, 1ugas lmplemcntasi ada!ah 

membenluk suatu kaitan (linkage} yang memudahkan tujuan~tujuan kebijakan 

bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kcgiatan pemerintah. Oleh 

karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "a policy delive1y 

Jysl:uh'', 'dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan· dijaJankaU dengan 

harapan sampai pada tujua.n-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, 

kebijakan publik pcrnyataan-pemyataan secara Juas tentang tujuan. sasaran, 

dan sarana - diterjemahkan kc dalam program-program tindakan yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. 

Dengan demiklan, bcrbagai program bisa dikemhangkan untuk merespor 

tujuan~rujuan kebijakan yang sama, Program-program tindakan itu bisa 

dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola, Maksud 

dari program-program tindakan dan proyt;;k-proyek individual adalah umuk 

1 Randal! B. Ripley don Grr.ce A.Fmnklm (191!2) Bureaucracy and P!>Hcy !mplemenmdon. 
Homewood,l!liois:The Dorsey Press, h!m 4. 
~ Ibid 
s Merilee S.Grlndle (1980). Politics and Policy Implememl\lion in the Third Wot!d, P:incelon, 
New Jersey: Princenton University Press,. him 6. 
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rnenrlatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan 

yang bisa diartlkan sebagai dampak dari suatu progrnrn. 

Rondinelli (1983) rnenyatakan bahwa; 

These forms of decentrolisaUon ore aN ssociared with some kind of a 
£ramfer of functions from the cenlral govern.menl to either lowe1· units of 
the government, NGO's or other organisations. However, the degree of 
decentralisaiion varies,, which in tum has different impacrs on !he 
government structure, the political structure, the amounl of community 
participation and the preconditions for successful implcmemation 
(Rondinelli 1983:25). 

Konscp ini telah mengingatka.n para pembuat kcbijakan descntralisasl 

dan otonorui dacrah di negara berkernbang untuk memformubsikan kerangka 

hukum yang jelas guna keberhasilan program. Sejak talmn 80an, konsep 

decentralization mempunyai arti yang lcbih luas, konsep tersebut mencakup 

sub konsep devolution, deconcenlration, delegation dan privmization 

(Cheema and Rondinelli: i 983:Rodinelli, Nellis and Cheema : 1983 Tha and 

Mathur: 2000). 
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Gambar I. berikut ini menggambarkan kerangka konseptual 

implementasi program Cheema dan Rodinelli yang banyak dipakai pada 

perneriotahan untuk <malisJs implementasi program-program pemerintah yang 

bersifat desentralis. 

Hulmng<m :mwr organi!Jaz;l 
L Kejdasnn d:u1 kunsistensi 

sasaran prognun 
Karakterisuk dan 2. Pembagian fnngsi antar 
Kapabilitns irmansi yang pan!()S 

3. Stand:~«lisru:J p."X~seclur Itmansi Pe!ukstma : 

pe:em:;uml.:l.."\1 ;~nggar;m, 
I, Keterompilan teknis, 

implemcn!J.Sl dnn t\'(lluasi manajerial&poJ ills Klnerjadnn 
4. KetepaL~n. konsist~nsi dan pe!ugus dump:tk 

kualitas komuniknsi an!ar 2. KemJmpuan U:!tuk I Tingk:ut 
insrnnsi mengkoordirm:d, sejauhnHlJ'II'I - mcngontrol&menginlegr 

Kond~3i Llnglmngan 5. Erektivil.as jej:dng un!Uk program dapai 

mendukung prugrllm asika!l. keputusan w:neupai I. Tipe slstem politik 3. Duku.tlp rlan 
2. Scruktut pemhuat '""'""' sumht:rdaya pulitl~ f-> 2. adanya Kebijakan imtunsi pcrubulmn 3. Karnktcristik sU'\Iktor 4. Siftol komunikasi internal 

politik !okal 5. HuiY,mgnn yang baik 
kemnmpwm 

4. Kendnla sumberdn.ya ndministrati ve 
:mtnra insttmSl tkngan pada orgMisasi 5. Scsio kultur.ul 1-..l'llompok sa~aron 

6. Dcmjnd kcterlibn!Pfl Sumberdaya Orgonlsusi lokal 
6. HubUl)!;\I'IJl yang buik 3. Berb:-.gai pan~ pcnerimo I. Kontrolterhadap sumber an:.tura in:nansi d~;:ngllfl 

dana kelull!'an dru1 
progr.~m 

2. KcsdmOOngan Mlnra 
pihuk di luar P?m&NGO bruil yang lain 7. Ters~dinnya 7. Kulllilm: pemimpill 

infraslnlkmr fisik yang p.:mMgian :mggar:m dan instam;i yang 
cukup- kegial:m pro~m bcrsangkman 3. Ketepruart alokasi anggaran 8. Komltmen jl<tugas 

4. Pendapatan yang eu.\rop tnhadJp program 
llniuk pengeluaron 9. Kedudukan inttansi " 

5. Duknngan pcmimpin du!ru;n hirar'ki sis1ern 
" politi'k pusn! 

Adminlstl'3Si 
6. Duku..-lgllll pcmlmpin 

politik loka! 

Gam bar l. Proses lmplementasi Program menurut Cheerna dan Rondinelli 

Sumber : Rondinelli dan Cheema, 19~3;25. 

Pada gambar tersebut, ada empa.t keiompok variabel yang dapat memengarohi 

kine1ja dan dampak suatu program, yakni: (1) kondisl llngkungan; (2) hubungnn 

antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk implementasl program~ (4) 

karakteristik dan kernampuan agcn pelaksana. 
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{1) Kondisi Lingkungan 

Lingkungan (Environment External Social System), artinya oganisasi 

baru -ada, jika ada lingkungan yang saling mempcngaruhi misalnya ada 

sistem kerja sosial. 

Lingkungan kerja merupakan suatu konteks yang dapat dipersepsi 

karakteristiknya, memiliki faktor-faktor pemlukung maupun penghnmbat 

bagi kepemimpinan seseorang. 

Ada beberapa fungsi dari budaya organisasi menurut Robbins (1996) yaiLu 

sebagai penetapan tapa! batas yang membedakan satu organisasi dengan 

yang lainnya,juga sebngai suatu identitas bngi anggota organisasi.Fungsi 

Jainnya adalah dapat melemahkan atau menguatkan perilaku orang di 

dalam organisasi, 

termasuk memberi pengaruh terhaclap keputusan yang akan diambil oleh 

seorang pemimpln, 

Menurut Rondinelli kondisi lingkungan yang mempengaruhi kinerja dan 

dampak suatu program, antara lain ; 

a, Tlpe Sisterr: Politik, y.:itu jenis sistem kekuasaan/rejlm yang sedang 

berkuasa. 

Kriter[a ini mencakup acceptability (tingkat penertmaan) adalah 

·a~nkah alternalif program yang bersangkutan ·dapat diterima ole.h para 

aktor politik (pem buat keputusan) dan masyarakat (penerima 

kebijakan). Appropriateness (kepantasan) mempersoalkan apakah 

program yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat, responsiveness (daya tanggap) menanyukan 

apakah kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, legal (sub-kriteria) adalah apakah program yang 

bersangkutan tldak bertentangan dengan peraturan yang ada, dan equit 

(keadilan) menanyakan apnknh program tersebut dapat 

mempromosikan pemerataan dan keadilan dnlam masyarakat 

b. Struktur Pembuat Kebijakan 

Pembuat kehijakan adalah orang yang memperoleh pengakuan (dari 

orang-orang lain) sebagai pemegang hak dan kewajiban untuk 
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mengembangkan program. Dalam hal ini implisit rnakna atau ide 

bahwa sejum!ah kecil orang diberdayakan (empowered) untuk 

merekomendasikan nksi yang aknn memberi pengaruh pada sejumlah 

besar orang. Namun penti11g ditekankan bahwa hal ini tidak bcrarti 

bahwa rekomcndasi yang mereka ajukan mewpakan sesuatu yang final 

atau bahwa sejumlah besar orang akan menerima rckomendasi 

tersehut. 

c. Karakteristik struktur politik lokal 

yaitu ciri/karakter politik lah clri/karakter struktur kekuasaan internal 

d. Kendala Sumber daya 

Implementasi program perlu dukungan sumberdaya baik sumbcrdaya 

manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (human 

resources) Walaupun isi program sudah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan surnber daya 

untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efcktif. 

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaknl 

kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya 

adalah fuktor penting untuk implementasi program agar efekttf. Tanpa 

sumberdaya, program hanya tinggal dikertas menja.di dokumen saja. 

e. Sosio kultural 

Pengertian kultural atau ·buda;/a (yang dapat digunakan bcrgantian, 

dengan arti yang sama) mengacu -pada perilaku yang dipelajari yang 

menjadi karakter cara 

hidup secara total d~ri onggota suatu masyarakat tertentu. Kultur atau 

budaya terdiri dari nilai~nilai umum yang dipegang dalam suatu 

kelompok man usia; 

merupakan satu set nonna, kebiasaan, nilai dan asumsi asumsi yang 

mengarahkan perilaku kelompok tersebut. Kultur juga mempengaruhi 

nilai dan keyo.kinan (bdiej) serta mempengaruhi gaya kepemlmpinan 

dan hubungan interpersonal seseorang (Nahavandi, 2000} 

Lingkungan ku!tllral memiliki identitas, peran-pernn, sistem sosial 

yang memberikan pedoman yang mengarahkan persepsi, sikap dan 
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perilaku dari nnggola kelompok masyarakatnya (Robbins, 1996). Dl 

Indonesia sendiri, suku bangsa yang cukup besar jumlahnya dan 

tersebar luas dalam keseluruhan wilayah Indonesia adaiah: suku B<:~li, 

1awa1 Minangkabau, dan Barak. Selain itu kecmpat 

suku bangsa inijuga dapat mewakili sistcm kekeluargaan yang berslfat 

Patri!Jneal (suku Datak dan Bali), Bilincal (Jawa) dan Matrilineal 

(Minangkabau). Suku bangsa (ethnicity atau etnis) di sini akan dilihat 

dari kelompok subjek yang masih menggunakan bahasa daerah sehari­

hari di dalam keluarga. 

f. Derajad keteriibatan para penerima program 

Adalah tingkatan/besar keterlibatan dan kemampuan penerima 

program. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kernajuan 

teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdjdik nkan relatif 

mudah rnenerirna prograrn~program pembinaan dan pembimbingan 

dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. 

Demikian jugn, kemajuan teknologi akan membantu proses 

keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut 

dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan 

teknologi modem. 

f?- Tersedian}'a 'infrastruktur fisik yang cukup 

Yaitu tersedianya pr"sanma flsik yang cukup, mlsalnya bang\lnan, 

jalan 

(2) Hubungan antar organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi da,; 

kerjasama antar im:tansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan antar 

organisasi ini dipengaruhi oleh : kejelasan dun konsistensi sasari!n 

program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi 

prosedur perencanaan, aoggaran, implementasi dan cval\lasi 

a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program 

Kejelasan dan konsistensi (kesamaan} sasaran program, Jnl berurti 

semakin jelas dan rinci sasaran sebuah program akan mudah di pahami 
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dan diterjemahkan dalam tlndakan nyata 

Sebaliknaya ketidakjelasan dan ketidak 

oleh sasaran program. 

konsistcnan sasaran 

merupaknn porensi lahimya distorsi dalam. irnplemenlasi program. 

b. Pembagian fnngsi a.ntar instansl yang pantas 

Keberhasilan implementasi sering membutuhkan mekanisme 

kelembagaan dan prosedur yang mengatur kewenangan. 

c. Standarisasi prosedur perencanan, anggaran, implernentasi dan 

evaluasi 

Peoetapan prosedur perencnnaan, anggaran; implementasi dan evahmsi 

yang standar 

d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi 

1, Efektivitas implementasi memerlukan standnr dana tujuan program 

dapat dipahami oleh individu dan masing-masing individu 

bertanggung jawab untuk mencapainya. Komunikasi adalah vital 

bahwa kita mernusatkan pada kejelasan standar dan tujuan, akurasi 

komunikasi para pelaksa.na, dan konsistensi (kesamaan kejelasnn 

dan konsistensi sasaran program) 

2, Kejelasan dan konsislensi (kesamaan) .sasaran program. lni berarti 

semakin jelas dan rinci sasaran sebuah ,program akan mudah di 

pahami dan cliterjemahkan dalam tindakan nyata oleh sasaran 

prograni. Sebaliknaya ketidakjelasan dan ketidak konslstenan 

sasaran merupakan potensi lahimya distorsi dalam implementasi 

program. 

e. Efektivitas: jejaring untuk mendukung program 

Adalah seberapa jauh jejaring untuk mendukllng program mencapai 

tujuannya 

(3) Sumberdaya organisasj 

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan pembimbingnn 

klien sangat tergantung duri kemampuan memanfnatkan ~umber daya yang 

lersedia. Manusia m~rupakan sumberdaya yang terpenttng dalam 

menc.ntukan suatu keberhasHen proses implementasi. Tahap~tahap lertt:ntu 

dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber Uaya 
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manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi 

dan knpabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja 

implemcntasi program san gat snlit diharapkan. 

(Model Pendekatan The Policy Implemenlarion Process, Donald Van 

Metter dan Carl Horn). 

Sumber daya organisasi lcrdiri dari : 

a. Kontrol terhadap sumber dana 

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam 

program pelayanan masyarakat apapun. Da\am program-program 

regulatif, dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga 

pcrsonalia dan untuk tnemungkinkan dilakukannya anal isis teknis yang 

diperlukan untuk membuat peraturan./regulasi tersebut, 

mengadministrasikan program perizinan dan memonitor 

pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya dana pada tingkat batas 

am bang tertentu am at diperluknn agar terbuka pehmng untuk mencapai 

tujua:n-tujuan formal, dan terserlianya dana di atas tingkat batas 

ambang ini akan sebanding dengan peluang tercapalnya tpjuan-tujuan 

terse but 

P-ada umumnya; keputusan kebij~sanaanlah yang menetapkan tiogkat 

batas ambang penyedia.an dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak 

memadai akan menyebabkan suatu program gagal sebelum dimulai, 

Sebaliknya, tingkat batas ambung pendanaan program yang memadai 

memang dapat menunjang, sekallpun tidak menjam!n, bahwa suatu 

progr,;1m akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar. 

b. Keselmbangan antara pembagian angg:aran dan kegiat.an progra.m 

Adalah melaksanakan pembagian fungsi dan peran pembugian 

c. Ketepatan alokasi anggaran 

Anggaran tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu 

dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program~ 

program regulatif, anggaran juga diperluknn untuk m.;nggaji atau 

menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan dilakukannya 
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analisis tel<nis yang diperlukan untuk membuat peraturanlregulasi 

tersebut, mengadministraslkan prgram perizinnn dan memonitor 

pelaksanaannya. Secara umum. tersedianya anggaran pada tingkat 

batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk 

mencapai tujuan-tujuan fonnal, dan terscdlanya anggaran diatas 

tingkal batas ambnng ini akan sebnading dcngan peluang tercapninya 

tujuan-tujunn tersebut 

Pada umumnya, keputusan kebijaksanaanlah yalig menetapkan tlngkat 

batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang yang tidak 

memadai akan menyebabknn suatu program gaga! sebelum dimulai. 

Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan program yang memadai 

memang dapat menunjang. sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu 

program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan iancar. 

d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran 

AdaJah seluruh somber pencrimaan yang dapat digunakan untuk 

membiayai program 

e. Dukungan pemimpin politik pusat 

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan 

dukungan publik . 

f. Dukungan pemimpln politik lokal . 
Kebijukan yang mernberikan insentif biasanya mudah mendapatkan 

dukungan lokal 

(4) Karakteristik dan kapahilitas instansi pe!aksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program. Hal 

ini sangat penting karena kjnerja implementasi program akan sangat 

banyak dlpengaruhi oleh ciri~ciri yang tepat serta cocok dengan agen 

pelr~ksananya. 

a. Kernampuan teknis, manajerial dan politis petugas 

Tercapai atau tidaknya tujua.n suatu program akan tcrgantung pada 

sejumlah persyaratar. teknis, teknis tennasuk diantaranya kemampuan 

untuk mengembangkan indikator-indikator penguktlr. 
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b. Kemampuan untuk mengkoordinasl, mengontrol dan mengintegrasikan 

keputuwn 

Kemampuan bukan sekedar menyangkut persoalan 

mengkomunikasikan infonnasi ataupun membcntuk struktur-struktur 

administrasi yang coc.ok, melainkan menyangkut pula persoalan ytmg 

lebih mendasar, yakni praktek pelaksanrum kekuasaan 

c. Dukung-cn dan sumber daya instnnsl politik instansi 

Adalah seluruh sumberdaya yang dapat digunakan dalam nternal 

instansi 

d. Sifat komunikasi internal. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 

s:udah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan alas apa 

yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikas[ berjalan 

dengan baik:., sehingga setiap keputusan program dan peraturan 

implementasi harus dl transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada 

bagian personali:a yang tepat. Selain ltu program yang 

dikomunikaslkan pun harus tepat, akura.t, dan konsisten. 

Terdapat tiga indikator yang d~pat dipakai (atau Uigunakan) dalam 

mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu : 

L Transmisi; penY.aluran komunikasi yang baik akan' dapat 

menghasilkan suatu impiementasi yang baik pula. Seringkali yang 

terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah 

pengertian (mjskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena 

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga 

apa yang diharapkan terdistorsi ditengahjalan 

2. Kejelasan, komunikasi yang ditcrima oleh para pelaksana 

kebijakan (street~levei·bureuacrats) haruslah jelas dan tidak 

membingungkan (tidak ambigu!mendua). Ketidak jelasnn pesnn 

program tidak selalu mengbalnngi implementasl, pada tataran 

tertentu, para pelaksana membutuhkan !leksibiiitas dalam 

melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tat".ran yang lain hal tersebut 
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justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah­

ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di 

lapangan. 

e. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sa saran 

Terciptanya hubungan yang harmonis, selaras ,serasi dan seimbang 

antara instansi dengan kelompok sasaran 

f. 1-Iubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah 

Terciptanya hubungan yang harmonis, selaras ,serasi dan seimbang 

antara instansi dengan pihalluar pemerintah (swasta) 

g. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan 

Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan, penanggung jawabhasil 

yang dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu 

Pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil 

keputusan, maka akivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya 

semakin dinamis. Sebaliknya pemimpin yang tidak i_novatif, kreatif, 

cakap dan tidak berani mengambil keputusan, maka aktivitas 

organisasinya statis. 

h. Komitmen petugas terhadap program 

Tingkat kornitmen dan keterampilan dari aparat dan implemetor. Pada 

akhimya, komitmen aparat pelaksana merealisasikan tujuan yang telah 

tertuang dalam program adalah variabel paling krusial. Aparat badan 

pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas 

tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 

1. Kedudukan instansi dalam hirarki administrasi 

Salah satu ciri penting yang perlu diniliki oleh setiap peraturan 

perundangan yang b<1ik ialah kemampuannya untuk memarlukan 

hierarki badan-badan pelaksana. Kalau sistem ini hanya tcrpadu secara 

longgar, maka kemungkinan akan terjadi perbedaan-perbedaan 
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perilaku kepatuhan yang cukup mendasar diantara pejabat-pejabat 

pelaksana dan kelompok-kelompok sasaran, sebab mereka akan 

berusaha untuk melakukan modifikasi/perubahan~perubahao tertentu 

sejalan dengan rangsangan atau insentif yang muncul dl lapangan. 

Tingkat keterpaduan hierarki di antara badan-badan pelaksana tersebut 

sedikit banyak akan dipengaruhi oleh: 

l. Jumlah titik-litik veto pihak-pihak yang memhatalkan keplltusan 

(veto points) yang terdapat dalam usaha pencapaian tujuan forma! 

dan 

2, Seberapa jauh para pendukung bagi tercnpainya tujuan memiliki 

cukup pengaruh dan wewenang rnemberikan sanksi guna 

tumbuhnya kepatuhan dikalangan mereka yang memilHd potensi 

untuk memveto. 

2.2. Pengertian Kendal a 

Zaenal Syarifudin dkk mengemukakan. bahwa : klnerja suatu organisasi 

sangat dipengaruhi oleh berbagai fak"tor yang berasal dari lunr organisasi 

(faktor eksternal)6 

Sehubungan dengan adanya berbagal faktor yang mempengaruht kinerja 

organisasl, balk yang bersumber dari-faktor internal maupun eksrerna!, pada 

dasamya tergantung sejauhmana organisasi tersebut mampu memelihara dan 

mengembangkan potensi dalam rangka mencapai tujuannya. Apablla dari 

pengaruh yang ditimbulkan temyata semakin mendorong peningkatan kinerja 

organisasi, maka pengaruh yang datang dinilai telah bersinergi dengan 

organisasi dalam upayanya mcncapai suatu dampak stagnasi atau kelambanan 

dalam mencapai tujuan, maka dayat dikatakan bahwa pengaruh tersebut telah 

menjadi penghambat organisasi. 

2.3. Organisasi 

Pradjudi Almosudiro mendefinisikan organisasi adnlah stn:ktur tata 

pembagian k.erja Jan struktur tata hubungan kerj1< antara sekelompok orang 

'Zaimtl Syarifudin dafl Hessel Nogi S. TAngldli:;an, Kinerja Org11nisasi, Yog.yu.kar\~1: YPAPl, hlm 
34 
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pemegang posisi yang bekerja sama secara teratur untuk bersama~sama 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Daniel E. Griffthths (1959) mengatakan bahwa organisasi adalah seluruh 

orang~orang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda tetapi sating 

berhubungan dan dikoordinasikan agar supaya sebuab Utgas atau lcbih dapat 

diselesaikan. 

Wursanto (2003) mendcilnisikan organisasi fom1al adalah orgamsas1 

yang mempunyai stv.1ktur. Struktur adalah hagan yang menggambarkan 

hubungan~hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara 

pejabat dalam suatu organisasi. Struktur juga da()at menunjukkan sa luran a tau 

aliran hubungan seca.ra birarki. Melalui struktur antara lain dapat diketahui : 

(I) Sampai seberapa jauh wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh 

seorang pejabat dalam suatu organisasi; (2) Sampai seberapa jauh tanggung 

jawab yang dipikul oleh ses.eorang pejabatlpegawai; k~pada siapa seorang 

pejabat!pegawai bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung; (3) Siapa atasan langsung dari pejabat/pegawai tersebut, dan (4) 

Sampai seberapa jauh lingkup kerja dari seorang p~iabat/pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Dalam organisasi formal pada umumnya uraian ~gas dan jenjang kepaligkatan 

telah ditetapkan secant tegas. Dengan demiklan ciri-ciri birokrasi adalah 

sebagai berikut: 

a, Mempunyal struktur organisasi yangjelas; 

b. Batas-batas wewenang dari setiap pejabat sudahjelas; 

c. Saluran bubungan kerja berlangsung menurut saluran seperti yang 

tercantum dalnm bagan; 

d. Adanya uraian tugas yong jelas dari setiap anggota organisasi; 

Sedangkan J.H. Ve:;tlng, l.V. Fine anda Gary J. Zent (1976) mengatakan 

organisasi diperlukan apabila orang~orang bergabung beru.saha mencapai 

beberapa. tujuan bersamOi'.. Dalam ma.syarakat modem dikenal ban yak jenis~ 

jenis organisasi yang memegang peranan penth1g dalam kehidupan sehari-hnri 

balk dalam .sektor .swasta maupn sektor publik. misalnya sekolab, universitas. 
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rurno.h sakit, perusahaan, yayasan badan usaha milik negara, dan lnstansi~ 

instansi pemerintah. Pitman (1982) mengatakan bahwa: 

Pnda tingkat analisis individual dan sub-sub unit organis<isi dan 

perSpektifrasiunal Pfeffer memberi contoh yaitu: 

1) Expcctacy theory, yang rnengbipotesakan bahwa perilaku individu 

ditentukan oleh pengharapannya bah\va perilaku terscbut akan menjurus 

pada herbagai hasil dan penilaiannya terhadap hasil tersebut. 

2) Goal Setting, yang beranggapan bahwa keinginan indivkiu mcmpengo:rubi 

pelaku. 

3) Need theories~ beranggapan bahwa kcbutuhan individu terutama 

kebutuhan yang lebih tinggi tingkatnnf!ya adalah sebagai sasardn atau 

tujuan yang ingin dicapai oleh karyawan melalui pekerjaannya. Oleh 

karena itu kepuasan dan prestasi kerja d!anggnp tergantung pada sampai 

seberapa jauh pemenuhan kebutuhan pekerjnan dan sifat hake kat pekerjaan 

itu membantu pemenuhan kebutuhan pribadi (Pfeffer, 1982) 

Model rujuan rasional dtdasarkan pada anggapan bahwa tujuan 

organism~i ditentukan oleh pemilik organisasi yang bersangkutan, yaitu orang­

orang yang mempunyai hak atau legitimasl terhadap organisnsi ter.sebut. 

Dalam sektor bisnis yang menjadi pemillk organiscisi ada!ah pemillk, modal 

a~u Pemegang saham. Sedangkan dalam seklor publlc misaln'ya (masyarakat) 

terutama warganegara yang mempunyai hak pililt dan dipilih, karena itu 

organisasi pernerintahan dikatakan sebagai suatu organisasi publik (Ka.siml 

1987). 

March berpendapat bahwa bnnya individu anggota organisasi yang 

mempunyJ.i tujuan. Organisasi Udak mempunyai tujuan sendiri. Organisasi 

merupakan kumpulan daripacla indlvidu anggota organisasi yang mernpunyai 

tujuan bersama. Meskipun organisasf tidak mempunyol tujuan sendiri tetapi 

organisasi memerlukan sesuatu yang dapat bcrfungsi sebagai tujuan yang 

dapal dijadikan Jasar da!am pembuatan keputusan yang menynngkut 

penggunaun sumber daya. Tujuan bcrsama anggota organisasi yang tnUtlcul 

melalui proses bargaining dlantara para anggota organisasi mungkin 

rnempunyai tujuau yang berbeda-beda yang akan menimbulkan konflik satu 

Universitas Indonesia 

Analisis Proses..., Yeni Puspitahati, Pascasarjana UI, 2009



26 

sama lain, tetapi me\alui proses internal dalam organisasi dapat timbui koalisl 

diantara anggota organisasi tersebut berdasarkan kesamaan kepentingan dan 

tujuan. 

Perrow (l979) mengatakan bahwa tujuan organisasi dapat dibedakan 

menjadi tujuan rcsrili dan tujuan operasiona.L Menurut Perrow tujuan resmi 

adalah tujuan menurut anggaran dasar, laporan tahunan, maupun pernyataan 

terbttka oleh plmpinan (public statement) yang dibuat oleh pimpinan tertinggi 

dan Jain~lain pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dlmaksud tujuan 

operasiona! adalah tujuan akhir yang ing.in dicztpai melalui kebijaksnnaan 

operasional organisasi }'{lng bersangkutan. Perrow menglasifikasikan tugas~ 

tugas yang harus dilakukan oleh suatu organisasj dalal'n 4 (empat) kategori, 

yaitu: 

1, Memperoleh masukan-ma:sukan yang dibutuhkan bagi pembenlukan, 

pengoperasian, dan pengembangan organisasi. 

2. Mempcroleh pengakuan atnu legitimnsi bagi kegiatan-kegiatannya 

3. Memperoleh sumber daya manusia yang terampil sesuai dengan kebutuhan 

.J. Mengkoordlnir kegiatan-kegiatan para anggota organisasi dala.m 

hubungannya dengan organ1sas1 lain, klien dr.n masyarakat pada 

umumnya. 

Menurut Ball< konsep-konsep produktivltas didasarkan pada : 

1. Suatu organisasj bisnis a.dalah -suatu badao y~ng nlamp!l menentukan 

nasibnya. 

2. Organisasi yang produktif akan menyingkirkan organisasi yang kurang 

produktif 

3. Organisasi harus berkembang supaya bisa bertahan hldup 

4. Kesehatan organisasi diukur berdasarkan ga1nbaran keuntungan jangka 

pendek dan jangka pa1Uang 

5. Kualltas yang rendah akan menyebabkan kewgian, konscp produktivitas 

disektor bisnis karena ada perbedaan pokok yang mendasar. Ac!:a bebempn 

asumsi normatif yang dijadikan pedoman dalam memahami organisasi­

organisnsi di sektor publik, yaitu : 
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a. Organisasi (institusi) publik tidak sepenunya otonom tetapi dikuasai 

oleh falctor-faktor eksterior 

b. Organisasi publik setara resm1 (menum\ hukum) dladokan untuk 

pelayanan masyaraknt. 

c. Organisasi publik tida.k dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar 

dengan merugikan organisasi publik yang lain 

d. Kesehatan organisasi publik diukur melului ; 

Konlribusinya terhodap tujuan politik 

Kemampuan mencapai hasil yang maksimum dengan sumbcr daya 

yang tersedia 

e. Kualitas pelayanan rnasyarakat yang buruk akan memberi pengaruh 

politik yang negatif. 

Balk (1976) mengatakan bahwa produktivitas dalam organisasi 

pemerintahan juga harus diukur dari segt kualitas basil yang 

dipersembahkannya kepada masyarakat, yaitu sampai seberapa jaub basil 

tersebut sesuai dcngan standar yang diinginkan. Standar itu meliputi ciri~ciri 

output, misalnya berapa unit atau event yang dihasilkan, bagaimana jadwal 

penyelesaiannya dan seberapa jau~ kepuasan dari klien atau masyarakat yang 

di!ayaninya. 

Roetlisberger dan Dickson (1974) meng<itakan bahwa kegagalan ·dalam 

memperlakukan pegawa1 sebagai manusia adalah penyebab utama ari 

masalah-masalah seperti rendahnya moril dan prestasi kerja. Dalam mengatasi 

masalah-masalah tersebut para manager diminta untuk memperlakukan para 

pekeija sedemikian rupa agar mercka merasa diikutsertakan dan rnerasa diberi 

pera.Iian yang cukup penting. Jalur-jalur komunikasi antara pimpinan dengan 

pegawai dan antara sesama pegawai diperbanyak, misalnya melalui surat 

kabar perusahnan. rapaHapat. surat kabar perusa.hnan, seminar dan 

sebagainya. Para p.!kerja dinsumsikan sebagai potensi sumber daya yang bisa 

dimanfaatkan hagi kepenting,an organisasi, apabi!a pimplnan bisa menciplakan 

situasi dan kondisi kerja yang bisa memotivasi para pcgnwai untuk bekcrja 

lebih giat 
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Usaha~usaha untuk rnemotivasi pegawai ini menurut Teori Motivasi Claude S. 

George, misalnya: 

I. Upab yang layak; 

2. Kesempatan untuk maju; 

3. Pengakuan sebagai individu; 

4. Keamnnan kerja; 

5. Tempat kerja yang ba.ik; 

6. Penerimaan oleh kelompok; 

7. Perlakuan yang wajar; 

8. Pengakuan atas prestasi kerja. 

Maslow (19:54) mengatakan bahwa motivasi pegawai disebabkan oleh 

adanya kebutuhan yang harus clipenuhinya. Kebutuhao manusia ada 

hierarkinya mulai kebutuhan yang paUng dasar sampai kebutuhan yang pating 

tnggi. Maslow mengatakan hierarki kebutuhan adalah sebagai berikut: 

l. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia yang 

paling mendasar seperti kebutuhan akan makan, air, udam dan perumahan. 

Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar ini sebelum beranjak 

pada usaha pemenuhan kebutuhan yang !ebih tinggi . 
. 

2. Kehutuhan-kebutuhan terhadap keamanan, yaitu kebutuhan-kebutuhan 

terhaQap keselamatan, stabilitas; jaminan sosia}. tjdak terancam dan 

sebagainya, contoh yang konkrit adalah kebuti.Jhan akan pekerjaan yang 

permanen dengan jumlah (asuransi) kesehatan. pensiun dan lain-lain. 

3. Kebutuhan-kebutuhnn terhadap afiliasi, yaitu kebutuhan-kebutuhan 

terhadap persahabatan, cinta, keikutsertaan dan sebagainya. Kalau 

kebutuban afiliasi ini tidak terpenuhi maka mungkin kesehatan mental 

pegawai akan terganggu, dan sebagai akibatnya mungk.in tingkat absensi 

meningkat, produktlvitas menu run, dan rasa tidak puus meningkat. 

4. Kebutuhan-kebutuhan terhadap penghargaan diri, yaitu kebutuhan­

kebutuhan terhadap pengakuan dan respck dari atasnn maupun ternan 

sekerja. Tidak terpenuhinya kebutuban ini bisa menyebabkan timbulnyn 

perasaan mendapat penilaian yang kurang baik dari omng lain terutama. 

bila hal ini dari atasart 
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5. Kebutuhan-kebutuhan terhadap pengembangan kemampuan diri, ynitu 

kebutuhan~kebutuhan untuk mereaHsasi potensi diri masing-masing 

rlengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dirL Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan ini yang bersangkut:m barus sudah memcnuhi paling 

sedikit sebagian dari kebutuhan-kebutuhan. lain yang lebih rendah. Tetapi 

ada kemungkinan bohwa orang yang memenuhi kebutuhan yang tertinggl 

ini baik secara sadar nmupun tidak sadar mengorbankan kebutllhnn­

kebutuhan yang lebih rendah tersebut. 

Teori pengharnpan yang dikembangkan oleh Vroom (1964), ia 

mengatakan bahwa manusia dalam pekerjaannya blasnnya mempunyai 

beberapa altemalif untuk dipilih, dan ia harus rnemilih satu diantara alternatif­

alternatif tersebut. Dengan kata lain altematif yang dipih haruslah alternative 

yang memberi imbalan. 

2.4. Pengertian Pemhinaan 

Pembinrum adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Malm Esa, intelektuai, sikap dan perilaku, profesional, 

kesebatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasy!}rakatan7
. 

' 

2.5. Pcngertian Pembirnbirl.gan 

Pembimbingan adalah pembedan tuntunan untuk mellingkatkan kualitas 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan pedlaku, 

profesional, kesehatanjasmani dan rohani klien pemasyarakatan. I! 

2.6. Pengertian Klieu Pemasyaralmtan 

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentmg 

Pemasyarakatan Wsebutkan bahwa klicn pemasyarnkatan ada!ah scseorang 

yang herada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. KHen Pemasyarakatan 

terdiri atas : 

1 . Klien Terpidana Bersyarat (PiB) 

1 Peruturan Pcmerintah Rl Nomor 31 Tahun 1999 Tenlung Pe."Tlbinaan dan Pcmbimbingan Kilen 
Pcmnsyarakatan 
! Peraturan Pemerintuh Rl Nornor J I Tal1un 1999 Tenlang Pembinaan dan Pembimbingan Kticn 
Pemasy(lrakman 
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2. Klien Pembebasan Bersyarat (PB) 

3. Klien Anak Negara Bersyarat 

4. K!ien Cuti Menjelang Bebas 

5. Kilen Cuti Mengunjungi Keluarga 

6. Klien Anak Kembali Orang Tua (AKOT) 

7. Klien Bimbingan Lanjutan (AfterCare) 

2.7. Balai Pem:.1syarakatan 

Balai Pemasyarakatan (Bapas) ada!ah pranata untuk melaksanakan 

bimbingan klien pernasyarakatan.9 

Sebagai unit pelaksana teknis pemnsyarakatan dibawab Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan yang menangani pernbirnbingan kUen pemasyarakatan yang 

terdiri dari terpidana bcrsyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat 

pembebasan bersyarat, cuti menje!ang bebas, asimilnsi cuti mengunjungi 

keluarga serta anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarm atau anak 

negarn yang diserahkan kepada kcluarga asuh, anak pidana yang mendapat 

cuti menjelang bebas dan anak negara yang olell keputusan hakim 

dikembalikan kepada orangtuanya, 

2.8. Penclitian Kemasyarakatan (Lifmas} 

Laporan Peneliti.an K~masyarakatan (Utmas) untuk perkara anak, 

berislkan data lnd!vidu anak, terdir1 dari kondlsl fisik, psikls, sosial, 

pendidikan, ekonomi dan lingkungannya serta keslmpulnn dan pendapat atau 

saran tentang kasus yang bersangkutan 

2.9.Pcmbimbing Kemasyarakatan 

Pc.mbimbing Kemasyarnkatan adalah petugas pemasyarakatan yang 

melaksanakan pernbimbingan klicn, yang mempunyai tugas: 

a, Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk : 
I. Membanh.i tugas penyidik, penuntut umum dan hakhn dalam perkara 

anak nakal melalui laporan lltmas 
2, Menentukan program pembinaan dan harapidana di Lnpas dan Anak 

Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak, 

9 Und<mg·undang Nomor 12 Tahun 1995 

Universitas Indonesia 

Analisis Proses..., Yeni Puspitahati, Pascasarjana UI, 2009



31 

3. Menentukan program perawatan tahnnan di Rurnah Tahanan (RUTAN) 
4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi 

klien pemasyarakatan. 
b. Mclaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kcrjo: bagl klien 

pemasyarak.atan. 
c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang 

meminta data atau basil Litmas tertentu. 
d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang 

melaksanakan tugas pembimbingan dan; 
c. Me1aksanakan pengawasan terhndnp narapidana anak yang dijatuhi pidana 

pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang 
tua,. walilorangtua asuh yang diberikan tugas pembimbingan. 

Selain itu PK mempunyai kewajiban, antara lain : 

a. Menyusun laporan!hasil Litmas yang telah dilakukannya. 
b. Mengikuti sidang TPP guna memherikan data, saran dan pertimbangan 

hasil penelitian dan pengamatan yang telah dHakukannya. 
c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkarn anak nakal guna 

memberikan penjelasan. saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai 
segala sesuatu yang berkalt:an dengan anak nakal yang sedang diperiksa di 
pengadilan berdasark.an hasil Litmas yang telah dilakukmmya. 

d. Melaporkan setiap pe!aksanaan tugas kepada kepala Bapns. 10 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak, pada pasa134, menyatakan bahwa : 

1. PembimbingKemasyarakatan bertugas: 

Membantu memperlancar tugas penyldik! penuntut umum dan hakim 

dalam perkari anak nakal, baik Uidalam maupun dil~ar sidang dengan 

membuat litmas. 

Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan 

putusan pengadilan dijatuhl pldana bersyorat, pidana pengawasan. pidana 

denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan keQa atau 

anak yang merr.pcroleh pembebasan bersyarat. 

2, Pekerja sosial 

1° Keputusan Menteri Kehakiman R1 Nomor fl.'1.0LPK04.10 tahun J998 Tenumg "Tuga.s, 
Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Petugas Pcmbimbiog Kemasyarakatan. 
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2.9.1. Syarat-syarat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan 

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi PK berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Perundang-undangan Rl Nomor M.Ol/PK.04.10 Tahun 1998 adalah 

sebagai berikut : 

I) Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan: 

1. Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial; 

Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman 

sekurang-kurangnya I tahun; 

2. Sekolah Menengah Umum a tau kejuruan lainnya. 

Sekolah Menengah Umum atau kejuruan lainnya berpengalaman 

sekurang-kurangnya 3 tahun; 

2) Sehatjasmani dan rohani; 

3) Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu PK bagi lulusan SMA 

Pangkar serendah-rendahnya Pengamr Muda/Golongan Ila; 

4) Telah mengikuti pelatihan teknis PK; 

5) Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dibidang kesejahteraan sosial; 

6) Semua unsur dalam DP3 bernilai baik Jan tidak sedang menjalani hukuman 

disiplin. 
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METODE PENELITIAN 

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan 

metode penelitian yang sesuai guna memberikan arah dan sekaligus menemukan 

hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan. Metade Penelitian ini disusun 

untuk menentukan pendekatan penelitian, teknik peogumpulan data, penentuan 

inform an penelitian, teknik pengolahan dan analisis data hasH peneiitian. 

Dalam rangka penelltian ini, maka penulis telah menguraikan metode 

penelitian yang digunakan, dengan penjelasan sebagai berikut : 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini dipakal karena penulis bermak:sucl memperoleh 

gambaran yang mendalam bagaimana 1mp1ementasi Program Pembinaan 

dan Pembimbingan K!ien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakaton Klas H 

Bondar Lampung. 

Penelitian kuaHtatif ndalah penelltian yang betusaha mcncari dan 

memperoleh informasi mendalrun dqd pada luas atau banyaknya informasi 

(Ambertetal., 1995) 

Guna kelancaran pelaksanaannya. penulis ,telah menyusun langkali-iangkah -

penelitian sebagai berikut : 

1. Memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti; 

2. Menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian; 

3. Mempelajari konsep dan teori yang mendasari kegiatan penelitian yang 

di!aksanakan me!alui studi kepustakaan secara memadai; 

4. Mengumpulkan data di lapangan yang didasarkan pl'::du instrumen 

penelitian yang sudah disiapkan sebelurrmya; 

5. Mcmbuat tabula.si serta analisa data hasil pcnelitian; 

6. Memhuat interpretasi data sebagai basil penelitian. 

7. Penyajlan data hasil penelltian 
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpu!an data penulis memilih dua leknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapun kedua teknik 

pengumpulan data tersebut, 

data Primer dan data sekunder. 

Data primer dlperoleh melalui : 

n. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancnra. 

Mengenai Implementasi program pembinaan dan pembimbingan kHen di 

Dalai Pemasyarakatan; sedangkan wawancara dilakukan dengan cara 

mengajukan serangkaian pertanyaan kepada yang dipilih sebagai 

informan penelitian yaitu Kepala Balpas, petugas pembimbing 

kemasyarakatan. Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas serta klien yang 

dibimbing oleh Balai Pemasymakatan. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

selama satu bulan di Balai Pemnsyarakatan Klas 11 Bandar Lampung 

sesuai dengan pennasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk 

pedom"n wawancara. 

b. Obs.ervasi (Pengamatan) 

Dengan cara mengamati secara langsung pad a lokasi penelitian. 

· Datn, sekundCr, yang diperoleh meblui studi kepustakaan,. pengumpulan· data 

dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku bacaan, diktat, dokumen 

penmdang-undangan. karangan ilmiab, jurnat, kertas kerje, arsip dan 

makaJah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil 

penelitian yang mempunyai relevansi dengan masa1ah yang ditelilL 

c. Penetapan In forman Penelitian 

Dalam penelitian ini yang sasaran mau obyek peneiitian adalah : 

l. Kepala Bapas 

2. Petugas Pembimbing Klien Pemasyarkaiar. : 3 Orang 

3, Klien Pemasyarakatan : 4 Oro.ng 

4. Petugas Lembaga Pemasyarakatan: 1 Orang 

5. Pengadilan Negeri :I Orang 
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6, Polisi 

7. Hakim 

: 1 Orang 

: l Orang 
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Sehubungan dengan besarnya populasi yang ada, maka dalam pemilihan 

sample penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, 

yakni memilih sample yang didasarkan pada krileria yang dibuat oleh 

penlllis sesuai kriteria data yang dibutuhkan dan konteks masalah yang 

ditelili. 

d. I..okasi Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian Proses Implementasi Program Pembinaan 

dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, mak:a Iokasi peneJi[irm adalah di 

Balai Pemasy:uakatan Klas II Bandar Lampung, Lapas Klas I Bandar 

Lampung. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung~ Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang dan Polda Lampung. Penelitian dilaksanakan dari mulai bulan Juli 

sampai dengan Descmber2009. 

~. Pengolaban Data 

Setelah diperoleh data dari hasil observasi dan wawancarn di lapangan, 

maka data· yang terkumpul selanjutnya diproses melalui pengolahan dan 

penyajian data yang mencakup keg!atan pengumpulan, pemilahan data 
' 

s~mbil melakukan pethetiksaan dan penelitian data yang diperoleh guna 

menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan 

(Sugiyono 2001 : 4) Selanjutnya dataMdMa yang telah terkumpul tersebut 

dipilah~pilah dan dikelompokkan dalarn bagian~bagian tersendiri. 

f. Annlisis Data 

Sesuai dengan jenis atau spesifikasl penelitian tesis ini, maku i.lalam 

menganalisis data atau temuan di lapangan dipcrgunakan ana!isis data 

kualitmif yang dapat dUelnskan sebagai berikut: Analisis data kualitatif yang 

digunakan untuk mengotah data yang sifatnya lidak clapat dlukur, seperti 

pendapat-pendapat, monogr<1fis dan sebagainya sehinggn meme:rlukan 

penjaboran dan uraian-uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
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Analisis data diperlukan guna menemukan fenomena baru yang timbul dari 

hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan antara 

gejala yang satu dengan gejala yang lain, temuan satu dengan temuan yang 

lain, dirujuk dengan teori yang ada yailu dengan menggunakan konsep 

Rondinelli sehingga menghasilkan interpretasi pencJitian yang obyektif, 

akurat dan akuntnbel. 

3.7. Penyajiao Data Hasil Penelitian 

Penyajian data hasil penelitian disusun bcrdasarkan sistemar.ika yang re\ah 

kemukakan pada bab pendahu1uan. Untuk dapat memilih dan menentukan 

data yang sesuai dengan sistematika tersebut, penulis dituntut dapat 

mernilah~milah dan membuat kriteria data yang masuk kategori teori, data 

yang masuk kondisi obyektif dari lapangan dan data yang merupakan hasil 

analisis dan interpretasi secara cermat dan teliti. 

Tingkat keccrmatan dan ketelitian akan sangat · mempengaruhi hasil 

pene!ltian itu sendiri, di samping menghindari terjadinya bias atas hasil yMg 

diperoleh. Untuk mcnghindari terjadinya kesalahan dalam penuangan 

laporan hasil penelltian, maka penulis harus menentukan garis pembatas 

yang jeJas diantara ketiga kategori data dl atas. 

3.8 Operastonalisasi konsep 

-
Knnsep Faktor- lndikator Informan Jenis Pcduman 

Faktor Data wawancara 
yang 
Diamati 

lmplementasi I Kondisi a. Struktur ' 1 Primer Lingku Pembuat 
Kabapas, Bagaimana 

Program Klien . Proses awaJ 
adalah suatu ngan kebijakan 

klien di Bapas? 
kenyataan ' 

b. Kendaia Siapa yang 
keputusan 
membuat desain 

sumber menunjuk 

atau tahapMtnhap I 
daya pembimbing 

memformulasjk 
klien tersebut? 

an program otau c. Sosio Kendal a-

kebijakan kullural kendala 

I menuntut suatu 
d. Derajad L_ ... sumberdnya di 

i ····-· 
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pertimbangan 
bagaimana 
dampak dari 
hasH 
jrnplementasi 
program atau 
kebijakan_ 

2. Hubung 

an antar 
organisa 
si 

3. Sumber 

keterlibatan 
penerima 
program 

e. Tersedianya 
infrastruktu 
r fisik yang 
cukup 

a. Kejelasan 
dan 
konsistensi 
sasaran 
program 

h. Pembagi 
an fungsi 
an tar 
instansi 
yang pantas 

~. StandarisaSi 
operasional 
prosedur 

Ketepatan, 
konsitensi 
dan 
kualitas 
komunikasi 
an tar 
instansi 

~· Efektivitas 
jejaring 
untuk 
mendukung 
program 

daya Kontrol 
orga.nisa terhadap 
si sumber 

dana 

~- Keseimba­
ngan antara 
pembagian 

Kabapas, 
Kepolisian 
Kejaksaan 
Pengadi 
Ian Negeri 
Lapas 

Kabapas, 
petugas 

1PK 
' ' 

Primer 

Primer 
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Baplls? 

Bagaimana PK 
dalam membina 
dan 
membimbing 
klien dengan 
Jatar balakang 
budaya yang 
berbeda? 

Sudah berapa 
saudara 
mengikuti 
kegiatan 
pembinaan dan 
pembimbingan 
di Bapas? 

Kegiatan apa 
}!ang diikuti? 

Sarana yang 
dimiliki kantor 
Bapns? 

Sinpa saja yang 
menjadi klien 
Bapas ini? 

Bagaiman~~ 
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, Karak 
teristik 
dan 
kapabili 
tas 
instansi 
pelak:sa 
na 

anggaran 
dan 
keg[atan 
program 

Ketepman 
alokasi 
anggaran 

Pendapatan 
yang cokup 
untuk 
pengelua 
ran 

Komitmen 
birokrasi 

Keterampi 
lan teknis 
petugas 
Kemampu 
an untuk 
mengkoord 
inasi, 
mengontrol 
dan 
mengintegr 
asikan 
keputusan 

Sifat 
Komunikus 

r. 
i internal 

Hubungan 
yang baik 
an tara 
instansi 
dengan 
kelompok 
sasaran 

Kabapas, 
Petugas 
PK, 

Pegawai 
Bapas 

Primer 
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persepsi saudara 
terhadap peran 1 
Bapas 

Apakah 

Bnpak/Ibu 
mengetahui 
ten tang SOP 
Bapas? 

Apakah 
Bapak/tbu 
mengetahui 
ten tang 

' pembinaan di 
Bapas? 

Dalarn Upaya 
pernbinaan dan 
pembimbingan 
ini Bapas 
bekerja sama 
de11gan pihak 
mana saja? 

Bagaimana 
kerjasama yang 
dilakukan 

; selama ini 
dengan aparat 
tersebut? 

, . Hubungan I 
yang bnik 
an tara 

instansi _l J dengan 
pihak __ .__t ___ L_ ... __ _ 
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,--
I 
' 

diluar 
' pemerintah ' ' ' an dan ' 

NGO 
[ Kualitas 

pemlmpin 
instansi 
yang 

I 
bersangkut I 
an I 

- Komitmen 
petugas 

' ter:hadap ' ' ' program ' 
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BABIV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, HASIL DAN ANALISIS 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan rumusan permasalnhan sebagaimana yang dikemukakan pada baginn 

pendahulu. maka penulis mengemukakan mclaJuj hasil penelitian dan 

pembahasannya. Adapun pem1asalahan d<1lam penelitian lni adalah : (1) 

Bagaimnnakab pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan 

kondisi lingkungan, lmbungan anmr organisasi, sumberdaya organisasi, 

karakterlstik dan kapabilitas instansi pelaksana di Balai Pernasyarakatan Klas IT 

Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor yang menjadi kenda!a pembinaan dan 

pembimbingan k1ien pemasyarakatan berdasarkan kondisi Hngkungan. bubungan 

antar organisasi, ~rakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana di Baiai 

Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung? 

Gura memberikan kejelasan mengenal hasll penelitian dan pembahasan pcnelitian 

ini, penulls akan mengemukakan paparan secara lehih mendetail sebagai berikut: 

4.1. Sejarah Balai Pemasyarakatan 

Dimasa penjajahan Belanda, Balai Pemasyarakatan (Bapas) seperti­

sekarang ini tclah ada dan dilaksanakan di Indonesia dengiln nama Reklassering, 

akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan sambil lalu dan secara sederhana, lagi 

pula klien yang ada pada saat itu hanyalah terbatas pada orang-orang Belanda dan 

peranakan Belanda. Di Indonesia Reldassering didirikan oleh Pernerintah Beland a 

pada tahun 1926 berdasarkan staatblad tahun 1926 No. 251 tentang pelaksanaan 

pidana bersyarat dan lepas bersyarat. Dinas Reklassering in! berada dibawah 

lnspektorat Reklassering dan Pcndldikan Paksa. 

Pada tanggal 9 September 1932 Jawatan Reklassering dan Pendidikan 

paksa dihapus dan bcruhah menjadi Jawatan Kepenjaraan dibawah Depnrlemen 

Kehakiman. Sejak saat itulah tugas dan fungsi Reklassering tersendat~sendat dan 

hamp!r hilang sama sekali, hal ini dikarenak<m semakin sukarnya tenaga yang 

tertarik dalam tnpangan pekerjaan Reklassering dan sulitnya bjaya. 

Pada ranggal 27 April 1964 diadakan Konferensi Dlnas Kepenjaraan seluruh 

Indonesia di Lembang Bandung yang mengubah sistem kepenjaraan 
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menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dianut saat ini 

disesuaikan dengan falsafah Pancasila. Dimana per\akuan yang diberikan tentang 

kepada narapidana melahirkan sikap sapat hidup serasi dengan nonna-nonna yang 

berlaku dalam masyarakat dan hal semacam ini tidak terdapat dalam sistem 

kepenjaraan. Sehubungan dengan pembinaan terhadap narapidana anak, tidak 

cukup mclalui Lembaga Pemasyarakatan saja, akan tetapi harus dilakukan juga 

diluar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana anak diluar 

Lembaga ini merupakan usaha yang modern, dimana metode pekerja sosial 

digunakan sebagai metode pembinaan. Guna mcnyesuaikan diri dengan sisrem 

pemasyarakatan 1m, maim Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 

Nopember 1965 No. 5/4/K.ep/1.01/1996 tentang struktur organisasi dan tugas­

tugas Departemen Kehakiman. Lahirlah Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan 

yang semula merupakan kesatuan dari Direktorat Pemasyarakatan dan kedua 

direktorat ini dikoordinasikan o1eh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 

tanggal 22 Mei 1970 No. J.S.l/6/1 0 didirikanlah Kantor Bimbingan 

Pemasyarakatan di Jakarta, Surabaya, Madiun, Malang, Yogyakarta dan Bandung. 

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.SA/317 

tahun 1976 berubahlah nama Kantor Bimbingan Pemasyarakatan rnenjadi ,Balai 

Bimbingan Pemasyarakatan (Balai Bispa). Berdasarkan Surat Edan:m Menteri 
' 

Kehh.kiman RI Nomor M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai 

Bispa berubah namanya menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas 

merupakan unit pelaksana teknis dibidang pembinaan dan pembimbingan di luar 

Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat ini pelaksanaan 

tugas Bapas berpedoman kepada Undang-undang seperti KUHP dan segala 

peraturan yang berupa Surat keputusan, Surat Edaran, dan peraturan-peraturan 

lainnya seperti : 

1) Landasan Idiil : Pancasila 

2) Landasan Konstitusional : UUD 1945 

3) Landasan Opcrasional 

3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 
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3.2. Undang-undang Nomor 3 Tahn 1997 tentang Pengadilan Anak; 

33. Keputusan Menleri Kehakiman RI Nomor M.02-PW Talmn 1997 

tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang; 

3,4. Keputusan Menteri Kehakiman R1 Nomor M.Ol-PK 04JO Tahunl978 

tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing 

Kemasyarakatnn; 

3.5. Surat Keputusan Presiden Kab!net Ampcra tangga\ 3 Nopember 1966 

Nomor 75/U/Kep/ll/66 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kcrja 

Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; 

3.6, Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PR07.03 Tahun 19&7 

tanggal 2 Mei 1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pernasyarakatan; 

3.7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

3.7.1. Pasnl 14a-14funtuk pidana bersyarat; 

3.7.2. Pasal 45 alternatif untuk anak yang dikemballkan kepada 

orangtnaiwali; 

3. 7.3. Pasal15, 15a dan 15b untuk pembebasan bersyarat dewasa; 

3.8 Kital;l Undang~undang Hukum Perdata (K.UHPerdata) 

3.8.1. Pasal 302 untuka anak sipil 

3.8.2. Dewan Opvoeding Rcg~ling (bOR); 

3.8.3. Pasai 81 untuk anak asuh dan anak Negara; 

3.8.4. Pasall50~160 untuk pembebasan bersyarot bagi anak didik; 

3.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun l999 ten tang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binnan Pemasyarakatan~ 

3.1 0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Peiaksanaan Hak Warga Binaan Pcmasyarakatan; 

3.1l. Peraturan Pemerintab Repubiik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentnng 

Kerjasamn Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaon Pemasyarakatan; 

3.12. Surat Edaran Dire!.:tur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 30 Juli 1956 

Nomor KP .9.12/4/1996 untuk cuti bagi klien dewasa; 
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3.13. Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan tanggal 23 April 1969 Nornor 

DB.2. 1/4/1 untuk lepas mullak dan pembebasam bersyarat; 

3.14. Ordonansi Pidana Bersyarat Staatblad tahun 1926 Nomor 487 tahun 

1926 Pasal II dan 12 tentang tenaga relawan pembimbing 

kernasyarnkatan; 

3.15. Ordonansi Pembebasan Bersyarat Staatblad Nomor 488. 

4.2. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Surat Kepmusan Menterl Kehakiman RT Nomor 

M.Ol.PR.07.03 tanggal 12 Pebruari 1987 yang merupakan kebijakan umum, 

bahwa Kantor Bapas Klas II Bandar Larnpung merupakan Unit Pelnksana 

Tekhnis (UP'I) dan Unit Operasional yang secara lnngs:ung bertanggung 

jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Ma.nus:ia 

Lampung, 

Gambar2. 

Susunan Organisasi Bapas Kias II Bandar Lampung 

KEP.~ LA BAPAS 

' KEPALA lJRUSAN 
TATA USAHA 

I 
KEPALA SUB SEKSI 
BIMB!NGAN KL!EN KEPALA SUB SEKSI 

DEWASA BlMBINGAN KLIEN ANAK 

-

Adapun yang menjadi tugas masing·masingjabatan adalah sebagai berikut: 

a, Kepala Bapas 
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l) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 

dan memberikan blmbingan serta petunjuk~petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawabannya; 

1) Mengawasi bawahannya bila terjadi penylmpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku; 

2) Mengelola laporan yang diterima dad bawahannya untuk dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan !aporan lebih lanjut; 

3) Menyampaikan data dan informasi kepada Kcpala Knntor Witayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi setempat 

b. Urusan Tata. Usaha 

Melaksanakan tugas administrasi kepegawa.ian, keuangan dan umum 

1) Urusan kepegawaian : 

- Melaksanakan lata usaha kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh rnenteri dan berdasarkan peraturan perundang­

und8ngan yang berlaku~ 

- Mengurus fonnasi kepegawaian serta mengusulkan penambahan 

pegawai 

- Membuat kondite pcgawai 

- Membuat usulan mengenai kenaikan pangkat 

~ Membuat laporan mengenai daftar absenst pegawai, jurnlah pegawai, 

dengan seluruh keluarganya termasuk yang sudah dewasa tetapi 

masih menjadi tanggungan dan anak yang masih mendapr~t tunjangan 

- Membuat taspen yaitu diambil 5% dari gaji pokok untuk 

kesejahteraan pegav>al 

2} Urusan keuangan 

- Melak_sanakan tata usaha keuangnn berdasarkan peraturan 

perundang~undangan yang ber1aku 

~ Mengurus biaya kendaraan 

- Mengurus biaya penrwatan gedung 

- Mengurus biaya telepon 

- Mengurus biaya perbaikan kanlor 
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3) Urusan Umum 

- Melaksanakan penerimaan surnt dan pengirimannya 

- Membuat daftar inventaris kantor 

- Menyimpan alat tuHs kantor 

c. Subseksi Bimbinga.n Kilen Dewasa (BKD) 

- Mclaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Ltmns) untuk pembinaan 

narapidana baik didalam maupun diluar Lapas. 

Me!aksanakan registrasi klien 

Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimblngan kerja bagi 

narapidana dHuar Lapas 

d, Subseksi Bimbingan Klien Anak (BKA) 

- Melaksanakan registrasi ktien 

~ Membuat Litmas untuk: peradilan dan pembinaan 

- Melaksanakan bimbingan kerja dan blmbingan k.emasynrnkatan bagi 

anak didik pemasyarakatan. 

4.3. Wilayah Kerja .Bapas Klas Il Bamlltr Lampung 

Bapas Bandar Lampung terletak di Jalan Njr. Moch Roem Nomor 30 Teluk 

Bctung Bandar Lampung, yang f!1Cncakup wilayah kerja meliputi 1 (satu) 

Kotamadya dan 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kctamadya Bandar I~ampu'ng, 

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus. 

Kotamadya Bandar Lampung meHputi 13 (tlga belas) Kecamatan, yaitu: 

L Kecamatan Kedaton, terdiri dari 8 (deJapan) Keiurahan, meliputi 

Kelurahan Labuhan Ratu, kelurahan Perumnas1 kelurahan Sepang Jaya, 

kelurahan Kedaton, kelurahan Surabaya, keh.lrahan Sidodadi, kelurahan 

Sukamenanti dan kelurahan Kampung Baru. 

2. Kecamatan Kemiling, terdiri dari 3 (.tiga) Kelurahan, meliputi : 

Kelurahzm Beringin Raya, Kelurahan Segalamider 11 Kelmahon Bukit 

Kemiling Permai. 

3. Kecamatan Panjang, 7 (tujuh) kelurahan antara lain : Kelurahan Panjang 

Utura, Keltlrahan Panjang Selatnn, Kelurahan Pidada, kelurahan Way 
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Gubak, kelurahan Way Laga, kelurahan Karang Maritim dan Keluruhan 

Srengsem. 

4. Kecamatan Rajabasa, terdiri dari 4 (empat) yaitu ; Kelurahan Rajabasa, 

Kelurahan Rajabasa Raya, kelurahan Rajabasa Jaya dan kelurahan 

Gedong Meneng. 

5. Kecamatan Sukabumi1 terdiri atas 6 (Lima) kclurahun meliputi : 

Kelurahan Way kandis, kelurahan Tanjung Senang, Kelurahan Campang 

Raya, Kelurahan Tanjung Baru, Kclurahan Sukabuml dan Kelurahan 

Sukarame 1!. 

6. Kecamatan Sukarame, terdiri dari 4 (empat) keluraban antara lain : 

Kelurahan JagaOOya II, Keiurahan Jagabaya III} Kelurahan Sukarame I) 

-kelurahan Way Halim Permai 

7. Kecarnatan Tanjung Senang, terdiri atas 4 (empat) kelurahan antam lain: 

kelurahan Way Kandis, kelurahan Labuhan Dalam, kelurahan Tanjung 

Senang. 

8. Tanjung karang Timur, terdiri a:t'dS 8 (delapan} kelurahan yaitu : 

Kelurahan Jagabaya I, kelurahan Kcdamaian, kelurahan Sawah Brebes. 

kelurahan Sawah Lama, kelurahan Kotabaru, kelurahan Tanjung Agung, 

keiurahan Tanjung Gading, kelurahan Rowa Laut. 

.9. Kecamatan Tanjung Karang Barat, terdiri dari 7 {tujuh) kelurahan, 

meliputi : Kelurahan Langkapura, Kelurahan Susunan Baru, kelurahan 

Sukadana Ham. kelurahan Segalamider, kelurahan Gedong Air, 

kelurahan Sukajawa dan kelurahan Sumherrejo. 

10, Kecamatan Tanjuag Karang Pusat dengan 10 (sep:uluh) kelurnhan 

meiiputi : kelurahan Tanjung Karang, kelurahan Kal:awi, kclurahan 

Kelapa Tiga, k.;:lurahan Gunung Sari, kelurahan Enggal, Kelurahan 

Pelita, kelurahan Gotong Royong, kelurahan Durian Payung, kelurahan 

Paslr Glntung dan keiurahan Penengahan. 

11. Kecamatan Tetuk Betung Utara, terdiri dari & (delapan) kelurahan, 

meliputi ; ke!urahan Pengajaran, ke!urahan Kupang Teba, kelurahan 

Kupang Kota, keluruhan Gulak-Galik, kelurahan Sumur Batu, Kelurahan 

Pahoman, kelurahan Batoputu dan kelurahan Sumur Kucing. 
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12. Kecamntan Teluk Betung Selatan, terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan, 

meliputi : kelurahan Teluk Betung, kelurahan Pesawahan, kelurahan 

Kangkung, kelurahan Way Lunik, kelurahan Gedong Pakuon, kelurahan 

Burni Waras dan kelurahan Sukaraja. 

13. Kecamatan Teluk Betung Barat, terdiri dari 6 (enam) kelurahan, meliputi 

kelurohan Kuripan, kelurahan ?-Iegeri Olok Gading, kelurahan Sukarame 

H. kelurahan Kotakarang, kclurahan Keteguhan dan kelurahan 

Sukamaju. 

Kabupaten Lampung Selatan, meliputi 13 (tigabelas) kecamatan, antara lain: 

I. Kecamatan Bakauheuni 

2. Kecamatan Candipuro 

3. Kecamatan Penengahan 

4. Kecamatan Kalianda 

5. Kecamatan Kcdondong 

6. Kecamaran Tanjungan 

7. Kecarnatan Natar 

8. Kecamatan Patas 

9. Kecamatan Sidomulyo 

10. Kecamatan Padang Cerm'in 

11. Kei.::amatan Ta~jung Bintang 

12. Kecamatan Gedong Tataan 

13. Kecarnatan Way Tegineneng 

- Kabupaten Tanggamus. meliputi 12 (dua belas) kecamatan : 

I. Kecamatan Pringsewu 

2. Kecamatan Kutha Agung 

3. Kecarnatan Pardasuk.a 

4. Kecamatan Pulau Panggung 

5. Kecrunatan Semaka 

6. Kecamatan Sumber Rejo 

7. Kecamatan Talang Padang 

8. Kecamatan Sukoharjo 
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9. Kecamatan Wonosobo 

10. Kecamatan Pagelaran 

11. Kecamatan Cukuh Balak dan 

12. Kecamatan Gading Rejo 

Kabupaten Pesawaran, meliputi 6 (enam) kccamatan yaitu: 

1. Kecamatan Negeri Katon 

2. Kecamatan Way Lima 

3. Kecamatan Pondoh Pidada 

4. Kecamatan kedondong 

4.4. Keadaan Pegawai Bapas Klas II Bandar Lampung 

Pegawal Bapas: K\as II Bandar Lampung meliputi pegawai non teknis 

(adrninistrasi) dan non teknis (Pembimbing Kemasyarakatan) yang jumlah 

seluruhnya 35 orang, darijumlah keseluruhan tersebut dapat digolongkan ke 

dalam berbagai kriteria antara lain : 

No 

1 

2 

Tabel3 

Penggolongan Pegawai Teknis dan Non Teknis 
' 

BerdaSarkan Jenis Kelamin 

Pegawai Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Pegawai Teknis 14 Orang 6 Orang 20 Orang 
(Pembimbing 
Kemasyarakatan) 

Pegawain Non Teknis 15 Orang 

(Adrninistrasi) 
- . -Sumber . Laporan Keadaan Pegawm, l.Atmas dan Pembtmbmgan Bala1 

Pemasyarakatan Klas II Bandar Larnpung bulan November 2009 

Dari 20 Orang Pembimblng Kemasyarakaran terbagi lagi menjadi 9 Orang 

Pembimbing Kemasyarakotan Klien Dew<1sa (BKD) dan 11 Orang Pembimbing 

Kemasyarakatan Klien Anak {BKA) serta Kepala Bapas Bandar Lam.pung. 
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Selain itu penggolongan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan khususnya 

tingkat pendidikan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan Pembimbing 

Kemasyarakatan mengenai peran, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, 

adapun penggolongan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan tingkal 

pendidikan sebagai berikut : 

No 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tabel4 

Penggolongan Pembimbing Kemasyarakatan 

Berdasarkan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan 

Kepangk:atan/Golongan Tingkat Pendidikan 
Ruang SPSA* D3/AKIP* Sl 

Penata Tk. I illld 4 
Penata ffilc 
Penata Muda TK. T I 
Penata Muda l 5 
Pengatur Tk.InTd 

Total I - 10 

S2 

l 

l I 
Sumber : Laporan Daftar Urut Kepangkatan Pegawa1. Negen Slpll Bala1 

Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung Bulan Desember 2009 

Keterangan : 

*SPSA: Sekolah Pekerja Sosial Atas setingkat SLTA 
* AKIP : Akademi Ilmu Pemasyarakatan 

Jumlah 

4 

2 
6 

12 

Dari jum!ah keseluruhan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas Klas II 

Bandar Lampung, 1 orang pindahan dari Departemen Sosial dengan tir:.gkat 

~endidikan Sarjana. 

4.5. Keadaan Klien Pemasyarakatan pad a Bapas Klas II Bandar Lampung 

Keadaan klien pemasyarakatan pada Bapas Klas II Bandar Lampung 

khusnsnya bimbingan klien dewasa sampai dengan akhir Desember 2009 

sebanyak 434 Klien, yang dapat diklasifikasikan dalam tabel berikul : 
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Tabel5 

Jumlah Klien Yang dibimbing Bapas Klas IJ Bandar Lampung 

NO Status Kilen Klien i Jumlah 

Dewasa Anak ; 

~--
Pria Wan ita Pria j_ Wanita 

~,~ 

Peillbebasan Bersyarat (PB) I. 377 8 2 387 

I 
I 

2. Cuti Menjelang Bebas (CMB) 2 -
' 

3. Cuti Bersymat (CB) 24 5 

4. Asimilasi 

5. Anak Kembali pada Orangtua 

6. (AK01) 16 

Pida11a Bersyarat (PiB) 

Jumlah 419 8 7 
. . . 

Sumber, Laporan Lttmas dan Pembunbmgan Khen Bulan November 2009 

Darijumlah kcseluruhan klien pemasyarakatcm yang dibimbing oleh Bapas Klas fl 

Bandar Lampung khususnya Bimbingan, Klien Dewasa (BKD) dapat dillhat 

bahwa jumlah klien paling banyak adalah klien Pembebasan Bersyaral (PB), 

begitu juga klien yang bermasalah/dalam pros:::s diusulkan pencabutan' PBnya 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam label berikut: 

Tabel6 

Klien bermasalah/da1am proses pencabutan PB 
... . 

No Jenls K1ien Pemasyarakatan Berma~Jab/proses Juml· 
nencabutan 

1. Khen Pembebasan Bersyarat 7 klien 7 klie 
(PB) 

2. Keluarga (CMB) 

3. Kilen Culi Mengunjungi l klien I klie n 
Keluarga(CMK) 

4. Cuti Be~~yarat (C~) 
---~--

lumlah 8 Klicn s kli 

··--··· 

en 
_j 

' Sumber, Laporan fahunan Bunbmgan Khen Dewasa Nopember 2009 
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Sehingga hat ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat dari 434 

klien pemasyarakatan ada 8 (delapan) orang petugas pembimbing kemasyarakat 

dilengkapi beberapa sasaran dan prasarana pendukung klien : 

I. Ruang Konsultasi/Ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 

Ruang konsultasi/ruang sidang TPP merupakan sarana penunjang pembinaan 

dan pembimbingan, tetapi sejak bulan Nopember 2009. rnang ini juga berisi 5 

(lima) buah mesin jabit, keberadaan mesin jabit tersebut untuk membina 

keterampllo.n klien dalam menjahit dan rnengobras~ tetapi karena kctiadaan 

tempat, ruangan inijuga dipakai sebagai bengkel kcrja kllen. 

Pemberian keterampilan bagi klien dimaksudkan apabila klien telah berakhir 

masa blmbingannya. dapat menerapkan atau setidaknya dapat menjadikan 

bek:al guna mencari _pekeJjaan atau membuka usaha penjahitan sendirL 

2. Kendaraan Operaslonal 

Kendaraan operasional yang dimiliki Bapas Klas Il Bandiu Lampung 

sebanyak 3 (tlga) buah terdiri atas 2 (dua) buah sepeda motor, hasll 

pengadaan kantor tahun 2003 dan 1 (satu) buah n.obil yang dipakai oleh 

Kepala Bapas. 

Kendaraan operasionai sangat diper1ukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

. (PK) untuk melakukan kunjungan rumah (home, visit) d;;J.n melakukan 

canJarlling terhadap klien dengan wilayah kerja Bapas yang cukup luas. 

3. Komputer dan Mesin Ketik 

Sebagai sarana penunjang dalam pelaksru1aan tugas administras.i umum dan 

tugas teknis Pembimbing Kemasyarakatan~ Bapas Klas II Bandar Lampung 

memiliki 2 (dua) buah komputer didalarn bidang tata usaha dan 3 (tiga) buab 

mesin ketik dl roang bidang tata usaha, ruang Blmbingan Klien Anak (BKA) 

dan ruang Blmbingan Klien Dewasa (BKD). 

Mz:ngenai rnangan tempat pelatihan bimbingan kerja bagi klicn 

pemasyarokatan, mengunakan garasi mobil kantor Bapas Klas H Bandnr 

Lampung. Ditempat tersebut terdapat l {satu) buah mesin tas untuk pelatihan 

klien, yang baru difungsikan Nopember 2009, tetapi be!urn difungsikan 
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dengan baik karena ketiadaan tempat dan tenaga ahli dalam hal ini 

pembimbing kemasyarakatan yang dipersiapkan untuk menangam hal 

tersebut. 

4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Ba:lai Pemasyarakatan Klas II Bandar 

Lampung 

Menurut ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Bapas secant 

normatif diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M,Ol.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menter! 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbngan Kcrnasyarakatan dan Pengentasan 

Anak. bahwa tugas Bapas adaJah melaksanakan dan memberikan bimbingan 

kemasyarakatan, pengawasan terbadap ktien pemasyarakatan dan penelitian 

kemasyarakatan (Litmas) untuk bahan pertimbangan sidang Tim Pengamat 

Pemasyarakatan (TPP) di Lnpas dan Rutan serta sidang anak di Pengadllan. 

Selain tugas pokok tersebut, Bapas Klas II Bandar Lampung mempunyai 

fungsi antara lain: 

a. Melakukan Penelitlan Kernasyarakntan (Litmas) untuk : 

1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara 

anftk naka! (bennasalah dengan huku~1:); 

2) Menenhlkan program·pcmbinaa~-narapidan.a di Lopas dap Anak Didik 

Pemasyarakatan di Lapas Anak; 

3) Menentukan program perawatan Tahanan di RUTAN; 

4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bngi 

klien pemasyarakatan. 

b. Meiaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bhnblngan kerja bagi klien 

pemasyarakatan; 

c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang 

meminta data atau hasl! peneliti~n kemasyorakatan klien tertentu; 

d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela me:aksanakaa 

tugas pembimbingan; dan 

e. Melaksankan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana 

pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserabkan kepada orang 
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tua, waJi atau orangtua asuh dan orangtua, wall dan orangtua asuh yang 

d!beri tugas pembimbingan 

f. Melakukan kegiatan tam usaha Bapas 

Tugas lainnya adalab pembimbingan, yang juga dilakukan dengan 

maksud memberikan tuntunan bagi peningkatan kua1itas ketaqwann terhad~p 

Tuhan Yang Maha Esa. intelektuai, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan 

jasmani dan rohani klien pernasyarak."'ltan. Tugas pemimbingan yang 

dilakukan oleh Bapas ditujukan kepada pihak~pihak dengan status sebagai 

berikut: 

I. Terpidana bersyarat; 

2. Narapidana. Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan 

bersyarat atau cuti menjelang bebas; 

3, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pemblmmnnya 

diserohkan kepada orangtua asuh atau badan sosial; 

4. Anak Negara yang berdasarkan Keputus::m Meoteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemnsyarakatan yang ditunjuk, 

bimbingannya discrahknn kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan 

5. .t\.nak yang berdasarkan penetapan pengadilan, birnbingannya 

dikembaHkan kepada orangtun atau walinya. 

6. Anak·y~g berda$arkan putusan pengadUan, dijatuhi pidana pengawasan; 

'dan 

7, Anak yang berdasarkan putusan pcngadilan, wajib menjalani latihan kcrja 

sebagai pengganti denda. 

Tugas pernbimbing kemasyarakatan Bapas dalam pembuatan Litmas dan 

pendampingan anak se1aku tersangkw'terdakwa dalam proses persidangan, dan 

untuk tersangka dewasa dalam tindak pidana tcrtentu serta Litmas untuk 

kepentingan perawatan tahanan dan pembLnaan narapidana menunjukkan 

keter!ibatan Bapas sejak awal proses hukum hingga kembalinya seorang 

narapldana dan anak didik kepada masyarakat. Terkalt dengan pernbinaan 

Narapidana sebag.ai sebuah proses implementasi program, harus dipahaml 

bahv..-a reintegrasi dengan masyarakat atapun program lanjutan setelah bebas 
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(after care) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang 

dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam Standard Minimum Rules for Jhe Treatment 

of Prisoners ditekankan bahwa proses lntegrasl kembn.li tidak dimulai setelah 

bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jalulmya 

hukuman. 

4.7. Program Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan 

4.7.1. Dalam pclaksanaannya ada dua program pembinaan yaitu : 

L Pcmbinaan Kepribadian, diarahkan pada pembinaan mentaf dan 

watak agar bertanggung jawab lepada diri sendiri, keluarga dan 

· masyarakat. Pembinaan ini metiputi : 

a. Pembinaan kesadarnn beragama. 

b. Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bemegara. 

c, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan}. 

d. Pemblnaan kesadaran hukurn. 

e. Pembinaan mengintegrasikafl diri dengan masyarakat. 

2. Pembinaan Kemandirian, diarahkan pada pembinaan bakat dan 

keterampi\an agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali 

berperan sebagai anggota 1)1asyarakat me!iputi ~ 
' 

a. Ke_terampi!an untuk mendukung usaha-usaha kecil. 

b. Keterampilan untuk mendukung usaha~usaha industri kecil. 

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya. 

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 

kegiatan pertanian dengan teknologi madya atau teknologi maju. 

Se1anjutnya proses pembinaan dilakukan dalam beberapa proses 

(tahapan), yaitu : 

1. Tahap awal, bagi narapidana yang dimulai sejak yang bersangkutan 

berstatus sebagai Narapidana samp.ai dengan 1/3 (satu per tiga) dari 

masa pidana, diiakukan didalam Lapas. 

2. Tahap lanjutan, tahap ini di bagi 2(dua): 

a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pcmbinaan tahap awal 

sampai dengan Vi (satu per dua) dari masa pidana; dan 
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b. tahap laqjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap 

lanjutan pertama sampai dengan 213 (dua per tiga) masa pidana. 

Untuk mendukung program pembinaan pada tahap kedua 

ada!ah kesiapan narapidana untuk mengikuti segala keglatan 

yang berkaitan degan program~progmm dalam rangka 

meningkatkan kepribadian dan kemandirian. Dengan 

melaksanakan kegiatan pembinaan dan kemandirian yang 

sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai deogan keinginan 

narapidana serta pemhinaan kepribadian yang terencana dengan 

baik, maka sisa waktu dalam menjalani sisa pldana tidak terasa 

oleh narapidana. 

Pembinaan tahap ini dilaksanakan di Lapas. 

3. Tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan 

sampai dengan berakhimya masa pidana dari Narapidana yang 

bcrsanglrutan, dilakukan oleh Bapas. 

Program pembinaan tahap akhir atau disebut juga program 

integrasi dilaksanakan setelah narapidana menjalani 2/3 mnsa 

pidana kemudian oarapidana tersebut diberikan Pembebasan 

Bersyarat (PB), sebagai wadah pembinaan ditengah~tengah 

masyarakat. Dalam tahap ini narapidana dapa~ menikmati hidup 

sarna seperti warga negara lainnya dalam arti hubungan antara 

narapklana dan ma:.-yarakat benar·benar harmonis. 

Pemberian PB bertujuan untuk : 

a. Membangkitkan motivasi/dorongan pada diri narapidana 

kearah pencapaian ujuan pembinaan , 

b. Memberikan kesempatan bagi narapidona untuk meningkatkan 

pendidikan dan keterampilan, 

c. Mendorong masyarokat untuk berpartisipasi dalam proses 

pemasyarakatan narapidana dengan maksud mewujudkan 
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pulihnya hubungan narapidana dengan dlrinya. dengan 

masyarakatnya dan terutama dengan Tuhannya. 1 1 

Pada tahap inilah Bapas mulai berperan dalam program pembinaan 

dalam rangka pembuatan laporan Penclitian Kemasyarakatan 

{Litrnas) yang berisi latar belakang narapidana sampai melakukan 

tindak pidana serta keadaan rnasyaraknt darimana narapidana 

berasaL Hal Ini diperlukan sebagai salah satu upaya bagi perugas 

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam rangka memudahkan 

pengklasifikasian dan peiaksanaan program pembinaan yang tepat 

bagi narapidana itu sendiri. 

4.7.2. PeJaksanaan Pemblmbingan Klien Pemasyarakatan di Bapas Klas TI 

Bandar Lampung 

Dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan, sebelum menangani 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi olch klien Bapas. mnka diawali 

dengan kegiaran-kegiatan yang mengarah pada pembirnbingnn klien. 

Adapt.m dalarn pclaksanaannya Bapas membimbing klien mulai dari 

A. Penerimaan dan pendaftaran klien Bapas 

a. Penerimaan 

Dalam penefimaari klien pemasyarakatan di Bapas terdapat langkah­

langkah; 

1. Penerimaan klien di Bapas didasarkan pada surat-surat yang sah. 

2. Penerimaan terhadap klit:-n di Bapas didasarkan pada surat-surat yang 

sa b. 

3. Petugas penerimaan kemudian mencocokkan identitas klien 

4. Petugas penerimaan kemudian memberikan surn1~surat tersebut 

kepada petugas pendaftaran 

b. Pendaftaran 

Perugas pendaftaran yang telah dilunjuk harus : 

l. Meneliti ulang terhadap sah tidaknya surat. 

ll Mariunlt Soew11rdi, Bimbingan dan Penyu\ulum Kilen, Akademi llmu Pemnsyumkatan, 
Pusdiklat Dep. Hokum dan HAM RJ,Jaknn, 2003. 
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2. Membuatkan Berita Acara Serah Terima klien, baik dari Lapas. 

Rutan, Kejaksaan atau instansi-instansi lain yang terkaiL 

3. Mencatat dalam buku daftar sesuaijenis klien yang bersangkutan 

4. Tugas pendaftaran mencatat data k!ien pada kartu bimbingan . 

5. Membuat photo klien untuk ditempelkan pada kartu bimbingan 

6. Melakukan pengambilan sidikjari; 

7. un!:l..lk proses bimblngan se!anjutnya diteruskan kepada Pembimbing 

kemasyarakatan yang akan memmgani proses bimbingan. 

c. Bentuk Bimbingan (Metode Birnbingan) 

Dalam usaha untuk mencapai suatu basil pembimbingan yang sesuai 

dengao tujuan sistem pemasyarakaran, PK dalam melaksanakan 

bimbingan terhadap klien harus menggunakan suatu merode. 

Pengg1.1naan tersebut tidak terlepa.s dari kedudukan PK sebagai pekerja 

sosial, dimaoa penerapan metode ini memedukan suatu bentuk metode 

dan tekhoik-tekhnik tertentu diantaranya menggunakan metode pekerja 

sosial. Metode pendekatan yang banyak dipergunakan oleh pekeQa 

sosial dala!n usaba meno1ong klien pekerja sosial yang sedang 

mengalarni suatu masalab atau hambatan yang harus diselesaikan, Begitu 

puia dalam pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, PK 

menggunakan metode dalam menolong klien yang rnengalami kesuli!:an 

untuk kembali ke masyarakat:, metode pekerjaan sosial terdiri : 

I) &x:ial ca.<>e work (bimbingan sosial perorangan) 

Y aitu metode yang merupakan suatu proses bantuan yang diberikan 

kepada klien secara perorangan. Dalam memberikan pertolongan 

petugas berhubungan langsung dengan klien yang sedang dibinanya. 

Cara ini dirasakan sangat membantu dalam usaha menolong klien 

mernecahkan masaiah yang dihadapinya dengan cara bertatap muka 

secara langsung antara petugas dan klien. Sehingga klien paling tidak 

dapat lebih terbuka terhadap PK dalam menceritakan :11asa\ah yang 

dihadapinya~ dengan demikian proses pembimbingan yang dilakukan 

akan berjalan lancar. Adapun arti bimbingar, perseorangan yang 

dikemukakan oleh Pearlman adalah sebagai berikut : "Suatu proses 
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bantuan yang dipergunakan o[eh institusi sosio1 tertentu yang 

dilakukan secara individu guna mengatasi masalah yang 

berhubungan dengan fungsi sosialnya. 12 

Jadi jelas bahwa bimbingan perseorangan merupakan suatu tnetode 

yang mcmberikan bantuan kepada klien. seorang PK hams mampu 

menggali sumber-sumber yang ada pada diri klien, scorang PK harus 

mampu menggal! sumber-sumber yang ada pada diri klien, dengan 

smnber~sumber itulah yang dapat dipergunakan oleh PK dalam 

membina dan memblmbing kllen dalam usaha memccahkan masalah 

yang dihadapinya, sehlngga klien tersebut dapat kembali 

rnenyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dari pengertian tersebut 

dapat diarnbil kesimpulan bahwa dalam bimbingan perseorangan 

terdapat empat faktor utama yang perlu dlperhatikan. yaitu : n 

a. Tempat atau ruang, yaitu sarana untnk memperlancar usaha dalam 

mengatasi masa!ah yang dihadapi oleh klit:n, sehingga 

pelnksanaan pemberian bimbingan dapat berjalan dengan la.ncar. 

b. Pribadi, yaitu kllen yang mengalami suatu permasalahan yang 

memerlukan suatu pemecahao dan penyeJesaian. Dalam usaha 

pemecahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi diperlukan 

bantuan seseorang dalam hal 'ini PK. 
' 

c. Masalnh, yaitu situasi sosial yang dinilai sebagai hal yang tidak 

diinginkan oleh seseorang sehingga menghambat ke masyurakat. 

d. Proses. yaitu adanya campur tangan pihak lain dalam persoalan 

pribadi klicn. 

Proses ini berjalan sejak adanya kontak pertar:1a dari klien ke 

badan sosial dan berakhir bila klien sudah dapat mengatasi 

masalah dengan kekuatannya sendiri. 

Dalam pelaksanaan pemberian bimbingen kepada kllen seorang 

PK harus berpegang pnda prinsip yang ada pada bimbingan 

perseorangan, 

menumhuhkan 

yang sangat be::mr faedahnya guna 

12 Pea;lm!ln, Social Case Work: A Problem Solving Process 
13 Ibid 
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rasa percaya dari soorang klien kepada PK, prinslp-prinsip yang 

dimaksud ada!ah :14 

a, Penerimaan, yaitu PK harus menerima kllen sebagaimana 

adanya dengan penuh perhatian tanpa prasnngko yang buruk 

kepada klien 

b. Komunikasi, yaitu PK dalmn melak.sanakan proses 

pembimbingan terhadap klien, dalam berbicara atau 

wawancara hendaknya mempergunakan bahasa Indonesia 

yang baik a.tau babasa yang dipergunakan oleh klien 

c. Partisipasi, yaitu PK harus dapat mengikutsertakan klien 

da1am pembinaan de~gan jalan klien diajak ber\:erita banyak 

mengenai masatah yanag dihadapinya. 

d. Individu, yaitu PK harus mneyadari bahwa klien yang 

dihadapinya tidaklah sama. 

e. Kerahasiaan, yaitu PK harus dapat memegang tegub rahasia­

rahasia ynng duceritakan oleh kliennya. 

f. Kesadaran petugas, yaltu PK harus dengan segera 

menyerabkan kepada rekannya apabila merasa tidak mampu 
' 

memecahkan masaiah kliennya. 

g. PK tldak ,boleh mengharapkan jasa apapun' dar I 'klien. Jasa 

yang diharapkan adalah apabila petugas PK sudah dipercaya 

oleh kliennya yang mana klicn tcrsebut akhirnya menjadi 

manusia yang baik dan tidak melanggar hukum lagi. 

Dari uraian diatas tcrlihat jelas betapa besar kegunaan metode ini, 

yang memberi bantuan terhadap klien yang sedang mengalami 

hambatan da!am menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

s.ehingga klien dapat kern bali lagi hidup di masyarakat 

2) Bimbingan Kelompok 

Penggunaan metod~: tm dimaksudkan agar klien mampu 

berhubungan dan menyesuaikan diri dengan kelompoknya, sehingga 
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sebagai anggota kelompok dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya:, Adapun metode bimbingan kelompok sebagai 

metode pekerja sosial bertujuan membantu melalui bimbingan 

kelcnnpok, sepetti yang dikemukakan oleh T.ll Trecker dan Wakel 

W.S, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, temang arti 

dari bimbingao kelompok adalah se.bagai berikut: 15 

'"Suatu metode dengan nama individu~individu yang tcrkail dalam 

kelompok-kelompok dibantuoleh pekerja sosial dengan bimbingan 

dnlam menglkuti keglatnn-kegiatan kelompok schingga dengan 

birnbingnnnya individu-individu tersebut dapat bergaul dengan 

sesama anggota kelompok dengan baik dan dapat mengambil 

manfaat dari pengalaman-pengalaman pergaulan sesuai denga.n 

kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemamp11an untuk kemajuan 

atau perkembangan pribadi. kelompok dan masyaralcat". 

Oleh karena itu dengan adanya bantuan PK yang berperan sebagai 

pekerja sosial,' individu yang mempunyai masalah dcngan 

kelompoknya diberikan pembinaan dan pembimbingan untuk 

mengikutl segala kegiatan dalam kelompoknya. Dengan demikia:n 

diharapkan biia telah selesai masa pembinaa.nnya ldien dapat kembali 

:nenye'suaikan diri untuk hidup ditengah~tengah ma~yarokat sebagai 

warga masyarakat yang bertunggung jawab. Pendekattm-pendekatan 

Jain yang mcmerlukan bantuan tenaga ahli dari luar, pendekatan yang 

dimaksud adalah : 

1) Pendekatan psikalogis 

2) Pendekatan psikiatrik 

Pada pelaksanaannya pendekatan ini masih jarang digunnkan, karena 

padJI Bopns belum ada. tenaga ahli di bidang tersebut. 

3) Educational Guidance (Bimbingan Pendidikan) 

Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien Baras, yang 

dibimbing oleh Peroblmbing kemasyarakatan (PK), dapat 

dikategorikan kedalam 2 (dua} kegiatun birnbingan antara lain: 

1! Winkel, W.S, Bimbingan dnn Konseling di Sekolah Menengah, Pencrbit PTG1amcc.Ea, 
Cetttkan ke VI, Jakarta, 198?, HaL7 
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a. Bimbingan yang diberikan oleh Pernbimbing kemasyarakatan 

kepada bidang pendidikan formal antara lain mela!ui sekolah­

sekolah formal seperti : SD, SLTP, SMU dengan maksud agar 

setiap klien yang sedang bersekolah tetap mempertahankan 

sckolah, dan bagi yang sudah terlanjur ketuar diupayakan untuk 

dapat menglkuti kembali sekolah. 

b. Bimbin,gan pendidikan informal antarn lain pendidikan dalam 

keh.targn, pendidikan dalarn masyarakat dan lingkungan sosial 

maupun pendidikan melalui kursus-kursus. 

4) Vocationol Guidance (Bimbingan Kerja) 

Bimbingan kerja tersebut diarahkan pada bidang pekerjaan kepada 

klien. Pekerjaan ini harus sesuai dengan minat, bakat klien serta Jatar 

belakang pendidikannya, 

Bentuk bimbingan kerja tersebUt meJiputi : 

a. Bimbingan untuk mencarikan pekerjaan. 

b. Bimbingan untuk menemukan pekerjaan 

c. Bimbingan untuk menyalurkan pekerjaan 

d. Bimbingan untuk meningkatkan pekerjann 

e. Bimbingan latihan kerja. 

Dalam pelnksanaan bimbingan kerja, sa.at ini ada 7 (tujuh) klien yang 

dibimhing untuk keterarnpilan menjahit dan 8 (deJapan) orang klien 

untuk bimbingan kerja ias dari jumlah 434 klien yang dibina dan 

dibimbing Bapas Klas 1l Bandar Larnpung 

Selanjutoya Kegiatan pembimbingan diarabkan pada kemampuan 

klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dengan 

tujuan untuk mernperbaiki kllen agar dapat menghindarkan diri atns 

terjadlnya pengulangan tngkab laku atau perbuatan yang melnnggar 

norma atau hukum yang berlaku dan dalam pelaksanaan 

perilbirnblngan tersebut, di!aksanakan ditengah-tengah masyarakat 

dan keluarga. Adapun bentuk blmbingnn yang dibcrikan harus dapat 

mendorong dan 1nemamapka~1 i1asrat klien untuk sembuh dan 

memiliki jati diri serta dapat melaksanakan peran sostalnya secaru 
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wajar dalam masyarakat. Bimbingan klien bertujuan akan kesadaran 

dan tanggung jawab klien terhadap diri sendiri dan lingkungan 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan pembimbingan klien dilakukan oleh pctugas 

PK yang harus merniliki disiplin i!mu tentang kesejahteraan sosial 

(social work) disamping ilmu pengetahuan k\innya dalam usaha 

melaksanakan bimblngan klien secara terpadu. 

Sedangkan mengenal wujud pemhimbingan klien sendiri dapat 

dibedakan menjadi dua antara lain : 

1. Wujud bimbingan berupa pHJhan salah satu jenis bimbingan atnu 

memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. 

!enis bimbingan klien sendiri meliputi : 

a. Pendidikan Agama 

b. · Pendidikan budi pckerti 

c. Bimblngan dan Penyuluhan perorangan maupun kelompok. 

d. Pendidikan formal 

e. Kepramukaa.n. 

f. Pendidikan keterampHa.n kerjn. 

g. Pendidikan kesejahteraan keluarga. 

h. Psikoterapl. 

i. Kepustakaan. 

j. Psikiatri terapi 

k. dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien. 

2. Wujud bimbingan didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien 

pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang diselaraskan 

dengan kehidupan keluarga dan Hngkungan masyarakat dimc:.na 

klien bertempat tinggat i6 

Bila sudah diketahui faktor penyebab lerjadinya pelanggaran, 

maka PK dapat membuat suatu rcncnna pembimbingan sesusi 

dengan masalah yang dihadapi oleh kllen. Bimbingan permulaan 

~~ Peraturan Penmdang~undangan temang Pemas:yarakatan Bidang P.emblmbingun, Depo.rtcmen 
Kehakiman R1, Direktoral Jcndera! Pernasyarakotan, Jakarta 1999. 
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yang dHakukan oleh PK harus diperhatikan penekanan 

pembimbingannya dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang 

sosial, mental dan keterampi!an. Hal tersebut harus disesuaikan 

dengan kebutuhan klien yang bersangkutan. Agar bimbingrm 

yang dilakukan efektlf dan mencapai hasH yang diharapkan, 

maka PK hendaknya mengadakan evaluasi pe!aksana.'ln 

bimbingan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana 

perkembangan dan hasH yang dicapai dalam bimbing.'1n tersehut 

Evaluasi dilaks:anakan mela!ui sidang TPP, dalam sidang inilah 

pelaksanaan bimbingan terhadap klien pidana bersyarat dibahas, 

evaiuasi terhadap klien harus dilaksanakan secara terus menerus 

dan pemberian bimbJngan dapat dilakukan hingga klien sudah 

dirasa cukup dikarenakan adanya kemajuan-kemajuan dalam 

masa bimbingan dan teiah bernkhirnya masa pidana bersyerat 

yang dijalaninya. 

Untuk mewujudkan jenis himbingan yang akan dilakukan. PK 

bekerja sama dengan klien, kelunrga, masyarakat, badan-badan 

sosial, organisasi kemasyarakatan, lernbaga~lembaga pendidikan, 

dan instans~instansi terkait lainnya. Bilamana klien yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran persyaratan khusus, maka 

· masalahnya cukup djscJesaikan oleh Bapas dan bimbingannya 

ditingkatkan, ak:an tetapi apabila ternyata k\ien melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum, maka PK akan melaporkan 

kepada Kepala Bapas perilla! klien tersebut dan kepala Bapas 

melaporkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan Polri, 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Hakim Pengawas dan 

Pengamat, Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan, Adapun gambaran tentang tahap pembimbingan 

yang dilakukan PK saat ini terdiri dari tiga tahap, yaitu ; 

1. Pembi11tbingan Tnhap Awal 

Yaitu merupkan pembimbingan tahop awal dnri mulai 

penerimaan dan pendaftaran klien. 
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2. Pembimbingan Tahap Lanjutan 

Yaitu pelaksanaan bimbingan sesuai dengao masalah klien, 

dalam tabap ini PK harus bekerja dengan serius dan teliti 

karena mcnnnganl permsalahan diri klien jadi waktunya 

cukup lama. Dalam pelaksanmmnya PK datang ke rumah 

klien guna mernberikan penjelasan~penje!asan sehubungan 

dengan akan dilaksanakarn1ya pembimbingan. 

3. Pembimbingnn Tahap Akitir 

Yaitu pembimbingan dalam tatigka mengevaluasi kekurangnn 

yang dihadapi pada saat bimbingan berlangsung serta 

pemeeahan masalah klien, disarnping itu untuk menilai 

langkah pemblmbingan yang telah dilaksanakan, kemudian 

pada tahap ini proses pembimbingan klien diakhiri. 

Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas mernbentuk Tim 

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna menyusun progrnm 

pembimbingan terhadap rnasing~masmg klien, segala 

kegiatan bimbingail dilaporkan kepada Kepala Bapas yang 

:selanjutnya dari laporan tersebut diteruskan kepada Kepa!.a 
' 

Kantor Wilayah Departeinen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatnn. 

4.7.4. Tebnik Pembimbingan 

Disamping metode peketja sosial yang digunakan PK dalam menjalankan 

pembinaan di Bapas juga menggunakan tehnik-tehnik pemhinaan dalam 

penerapan metode pekeJja sosial tersebut, adapun tehnik-tehnik yang 

digunakan adalah sebagai beril<ut : 

1) Pemanggilan 

Pemanggilan lni dilakukan da!am rnagka lapor diri untuk bimbingan klien, 

dalam tehnik pembinaan 1ni PK memanggil kllen melalui surat panggil01n 

dan mereka diharuskan datang ke Bapas. Menurut pandangan penulis cara 

seperti ini dirasakan kurang tepat, terutama terhadap klien de\vasa yang 

sudah bekerja dan klien nnak yang bersekolah, Dengan ad3nya panggilan 
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dari Bnpas akan mernbuat klien terse but meninggalkan pekerjaannya atau 

s:ekolahnya. Disamping itu sebagian besa.r klien Bapas adalah orang yang 

kurang mampu sehingga untuk memenuhi panggilan akan menemui 

hambatan berupa biaya transportasi karena lidak ada uang untuk ongkos ke 

Bapas, kalaupun ada mungkin ltu hasil meminjam atau minta pada 

seseorang dan hal ini berarti mendatangkan suatu kesulitan baru terhadap 

kllen. Pelaksanaan earn seperti ini apabila klien telab mernenuhi panggilan, 

hendaknya PK harus dapat menciptakan suasana yang akrab sehingga 

dapat membuat kiien senang dan tidak merasa takut kepada PK Pemberian 

nasehat dan saran harus sesuai dengan masalah yang dibadapinya, 

sehtngga klien tidak: merasa jenuh dan bosan. Bila hal seperti ini sudah 

dapat diciptakan, maka PK akan mudah untuk mernbimbing klien dalam 

proses pembinaan. 

2) Home visit (Kunjungan ke rumah) 

Y:nitu untuk menco.ri data dalam rangka pembuatan litmas dalam rangkak 

bimbingan klien, dalam tehnik ini seorang Pk dapat mengetahui keadann 

klien, keluarga, serta Jingkungan sekitar dimcma ia tinggal. Dalam 

kunjungan rumah ini petugas bukan hanya rnemberikan bimbingan kepada 

klien tel~pi juga memberikan pengarahan kepada keluarga klien serta 

masyarakat dimana' klien tinggal, yang diharapkan mereka _ dapat 

membantu PK dalam proses pembinaan seperti iut serta membina dan mau 

menerima kehadiran klien. Apabilo masyornkat sudah menerima klien 

ketengah-tenagah mereka maka pengembalian klien ke masyarakat dapat 

terlaksana tanpa menemui kesul[tan. 

3) Kornunikasi 

Adalah suatu tehnlk yang mutlak harus dikuasai karena tanpa bisa 

berkomunikasi maka tidak akan ada kontak atau hubungan, karena untuk 

mengadakan pembinaan yang baik diperlukan adanya komunikasi yang 

mana hubungan timbal balik sangat dipcrlukan untuk mendapatkan 

kepercayaan dari klien dan untuk dapat mengadakan komunikasi yang 

mana hubungan timbal balik sangat dlperlukan untuk mendapatkan 

Universitas Indonesia 

Analisis Proses..., Yeni Puspitahati, Pascasarjana UI, 2009



66 

kepercayaan dari klien dan untuk dapat mengadakan komunikasi ini 

memetlukan kemampuan dan keahlian tersendiri dari PK. PK dapat 

melakukan komunikasi dengan klien mclalui surnt-mcnyurat dan melaiui 

telepon, Komunikasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, komunikasi langsung dilakuan PK ketlka mengadakan 

kunjungan rumah atau kelika klien menghadap untuk lapor diri, sedangkan 

komunikasi secara tidak langsung dapat dilakukan PK dengan cara 

menyumti klien. Dalam pe1aksonaan tehnik ini PK sebaiknya jangan 

lerlalu banyak bercerila dan terlalu banyak menasehari, cukup memmyakan 

keadaan klien pada saat itu atau menanyakan tentang keluarganya. hal 

seperti inl cukup membuat klien merasa dihargai sebagai manusia. 

4.7.S.Sasaran Bimbingan 

1. Pcmbimbingan Terhadap KUen Pidnna Bersyarat 

Setelah PK ditunjuk oleh Kepala Bapas untuk melaksanakan bimbingan 

bagi klien p!dana bersyorat, yang berdasarkan Sural Putusan Pengaditan 

Negeri, PK membuat litmas dan hasil menyusun program bimbingan" 

Wujud bimbingan berupa bimbingan mental, agama, bimbingan 

perorangan atau keiompok, keterampilan kerja, sekolah, psikoterapi. atau 

jenis-jenis bimbingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan klien yang 

bersangkutan. 

Proses pembimbingan terhadap klien pidana bersyarat pada Bapas tidak 

terlepas dari program pembinaan. Pada tahap pembinaan ini PK 

mengadakan penelitian secerrnat mungkln pada sebab~sebab timbulnya 

masalah, baik yang menjadi penyebab pokok tersebut. Hasil data tersebut 

diolah, sehlngga akan terlihat faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, 

antara lain : 

1) faktor pribadi, misalnya ada gangguan kejiwnan pada diri ktlen; 

2) faktor keluarga, misalnya broken home, kesulitan ekonomi dan 

disharmonis; 

3) faktor lingkungan, misalnya sekolah, masyarakat dan tempat kerja. 
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2. Pembimbingan Terbadap Klien Anak Yang Diputus oleh Hakim 

Dikembalikan Kepada Orangtna alau Wali (AKOT) 

Anak yang diputus oleh hakim dikembalikan kepada orang tun atau waH 

(AKOT), yaitu seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum 

berdnsarkan putusan ha.kim dikembalikan kepada orang tua/walinya, Atas 

anjuran hakim anak tersebut dibawah pembimbingan Bapas. Putusan ini 

berlaku bagi anak dibawah usia 16 tahun, Dasar hukumnya adalah Pasal 

45 KUHP ayal I. 

Sctclah klien diterima dan didaftar, Kcpala Bapas memerintahkan PK 

membuat laporan penelitian kcrnasyarakatan (litmas) lmtuk blmbingan. 

Hasil laporan litmas dan data lain dibahas dalam sidang TPP dan 

seJanjutnya diajukan kepada kepala Bapas untuk dimintai persetujuan 

sebagai program bimbungan awal. Atas persetujuan kepala Ba.pas, PK 

yang bersangkutan melaksana.kan bimbingan kiien me\alui tabap-tahap 

birnbingan dengan wujud seperti bimblngan agama, bucli pekerti. 

pendidikan forma~ atau non formal, psikmerapi, pendidikan kesejahteraan 

keluarga, dan bimbingan lainnya sesuai dengan kcbutuhan klien yang 

bersangkutan. Bilamana klien melakukan pelanggaran disiplin maka 

masalahnya cukup diselesaikan oleh Bapas an diting~atkan bimhingannya. 

Bilamana klien melakukan pelanggaran hukum. dan ditahan Polri maka 

kepala Bapas segera memberitahukan status kllen yang bersangkutan 

dengan melaporkan kepada Kepala Kantor WHayah dan tembusannya 

kepada Hakim Pengawas dan Pengamat serta Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan. 

Hasil pelaksanaan program bimbingan tahap awal dibahas dan dievaluasi 

;:>ada sidang TPP guna menyusun rencana program bimbingan tahap 

lanjutan. Basil pelaksanaan program blmbingan lnnjutan, dibahas dan 

dinilai dalam sidang TPP untuk menyusun rencana program bimingan 

tabap akhir. Lamaoya bimbingan berganlung kepada perkembangan 

pribadi klien dan keadaan orang tua atau wali dengan batas maksimum 

enam bulan, kecuali teJah ditentukan dalam surat ketetapnn hakim. Segala 

keglatan blmbingan rticatat datam kartu bimbingan dan penyuiuhan, 
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formulir catatan basil bimbingan dan penyuluhan> daftar kunjungan 

bimbingan dan daftar hadir klien 

Segala kegiatan bimbingan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan HAM, tcmbusannya kepada Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan, ben1Uk laparan tcrsebut meliputi 1aporan perkembangan 

bimbingan anak kemball pada orang tua atau waH, laporan ringkas 

evaluasi bimbingan kJien dan laporan pengakhiran masa bimbingan dan 

bngi klien yang telnh berakhir masa bimbingan diberikan sural kererangan 

pengakhlran bimbingan dari Bapas. 

3. Pembh:nbingan Terhadap Klien Pembebasan Bcrsyarat (PB) dan Cnti 

Menjelang Be bas (CMB) 

Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah 

proses pembinaan narapidana diluar Japas berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.09.HN.02.0l Tahun J999 tenumg Pelaksanaan 

Keputusan Presiden RJ Nomor 174 Tahun 1999 renmng Remisl. Pada 

zaman Belilnda, PB juga diberikan keparla narapidana sejalan dengan 

berlakunya KUHP bersamaan pula dengnn Gesticten Reglemenr ysng 

ditetapkan dengan Sta.atblad Tahun 1917 Nomor 708, ditetapkan pula 

Ordonnantie Voonvaarde/ijke favri}heisdtelling (Ordonansi Pelepasan 

Bersyarat atau Ordonansi!Vl}. 

PB dan CMB merupakan tahap akhir dar! rangkaion proses pembinaan. 

sebelum narapidana memasuki tahap ini terlebih dahulu harus memasuki 

prose Asimilasi yaitu ~ dari masa pidana dan menurut TPP. telah 

dinyatakan mencapa! kemajuan baik secara fisik, mental dan juga segi 

keterampilan, maka petnbinaan dapat diteruskan dengan memberikan PB 

atau CMB diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan 

diluar Lapas yang di!aksanakan berdnsnrkan Pasal 15 dan l6 KUHP serta 

Pasal 141 22 don 29 Undang-undang Nomor 12 Tnhun \99.5 tentang 

Pemasyarakatan. PB atau CMB diberikan kepada narapidana yang telah 

menjalani 213 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebul 

tiak kurnng dari 9 bulan sedangkan untuk CMB Uapat diberikn.n maksima! 
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sebanyak remisi terakhir yang didapat olell narapidana/anak didik 

pemasyarakatan yang bersangkutan. 

Saat ini pemberian PB atau CMB berpcdoman Keputusan Menter! 

Kehakiman RJ Nomor M.OLPK04.05 tahun 1999 tentang Asimilasi, PB 

dan CMB. Dimana sebelumnya terdapat dua keputusan Menteri 

Kehakiman Rl yang saat ini dinyatakan tidak berJaku !agi), yaitu : 

I) Kepulusan Menterl Kehakiman RI Nomor M.OI.PK.04.10 Tahun 1989 

tentang Asimilasi, PB dan CMB; 

2) Keput1.1san Menteri Kehakiman RI Nomor M.Ol.PK.04.10 Tahun 1991 

tentang Asimilasi, PB dan CMB. 

Dalam dua keputusan Meflteri Kehakiman Rl tersebut diatas memberrikan 

batasan terhadap narapidana dengan kasus tertentu yang mendapat syarat 

dan perlakuan khusus, antara lain : 

l) Narapidana yang terlibat dalam perkara subversi, korupsi. 

penyelundupan, perjudian, narkotika atau perkara lain yang 

menimbulkan keresahan dalam masyaralmt~ 

2) Narapldana yang kcmungkinan akan tera.ncam jlwanya atau 

mengulangi melakukan t[ndak pidana apabila diberikan Asimilasi. PB 

atauCMB; 

3) Narapidana warga 11egara asing bukan penduduk Indonesia; 

4) Warga negara asing penduduk Indone::;ia yang dibed izin Asiffiilasi, 

PB atau CMB narnanya dimasukan dalam daftar penccgahan dan 

penangkalan pada Direktorat Jenderallmigrasi. 

Sejalan dengan kcputusan Menreri Kehakiman RI tersebut diatas 

tentang Asimi1asi, PB dan CMB terdapat ketentuan bagi narapidan 

yang memilikl perkara khusus yang diatur dalam Surnt Edaran 

Direktm Jenderal Pernasyarakatan Nomor E.PK.04.01-l374 tanggal 20 

Desember 1996 yang menyatakan bahwa bagi narapidana perkara 

khu~ms agar berkoordinasi dengan Bakorstanasda diwujudkan berupo 

kehadir,ou dalam sidang TPP, 

Kedua Keputusan Menteri tersebut, inipun mengaJami penyempurnaan 

yang dinyntakan dalam keputusan ~1enteri Kehakiman RI Nomor 
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M.Ol.PK.04.l0 Tahun 1999 tentang As!milasi, PB dan CMB Pasal lO 

yang menyatakan bahwa: 

I) Asiml !asi, PB dan CMB tidak diberikan kepada : 

a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarnkatan yang 

kemungkimm akan terancamjiwanya; 

b. Narapidana atau Anak Didlk Pernasyarakatan yang diduga akan 

melakukan Jagi tindak pidana atau; 

c, Narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup. 

2) \Va.rgn negara asing yang diberi Asimilasi, PB dan CMB nama 

yang bersangkutan dima!>llkan dalam daftar pencegahnn dan 

penangkalan pada Direktorat Jcnderal lmigrasi; 

Narapidana warga negara asing sehagaimana dimaksud daiam ayat 

(2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Narapidana atau anak 

didik pemasyarnkatan yang dapat dibcrikan Asimilasi, PB dan 

CMB harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif: 

yaitu : 

1} Syarat substantif adatah kondisi~kondisi tertentu yang secam 

suhstansial harus dipenuhi oleh narapidana dan masyarakat, 

yaitu : 

a. Narapidana telab menunjukkan kes~daran dan penyesalan 

atas kesa!ahan yang menyebabkan d\jntuhi pi dana; 

b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti 

dan moral yang positif; 

c. Narapidana berhasil mcngikuti program kegJatan 

pembinann dengan tekun dan bersemangat; 

d. Masyarakat telah dapat menerima program kegaiatan 

pembinaan narapidana yang bersangkutan sesunl dengan 

hasH penelitian Bapas; 

e. Selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana 

tidak pernub mcndapat hukuman disiplin sekurang­

kurangnya 9 (sembilnn) bulan terakhir, dan 
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f Masa pidana yang telah dijalani 2/3 dari masa pidananya. 

setelah dikurang masa tahanan dan rem isl dihitung sejak 

tanggal putusan pengadtlan memperoleh kekuatan hukum 

tetap dengan ketentuan 213 tersebut tidak kurang dari 9 

(sembilan) bulan. 

Khusus persyaratan substantif yang harus dipenuhi untuk Anak 

Didik Pemasyarakatan, adalah : 

a, Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas 

kesalahan yang menycbabkan dijatuhi pidana; 

b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif; 

c. Dalam mengikuti program pendldikan dan pelatihan dengan 

tekun dan rajin; 

d. Masyarakat telah dapat mcnerima program pembinaan anak 

didik pemasyarakatan yang bersangkutnn~ 

e. Bcrkelakuan baik, dan 

f. Masa pendidikan yang telah dljalani di Lapas Anak 

sekurang-kurangnya 1 (satu) ttthun. 

2) Syarat Administratif ada.lah telah terpenuhinya surat-surat atau 

kcterang:d!l-keterangan yang - secara fonnal (autentik) 

dikeluarkan oleh pejabaf atau unsur masyarakat yang 

berwenang. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehal<iman RI 

Nomor M.Ol.PK04.10 tahun 1999, syarat administratif yang 

harus dipenuhi bagi narnpidana o.tau anak did1k pemasyarakatan 

adalah: 

a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis); 

b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana atau 

anak didik pemnsyarakatan yang bersnngkutan tidak 

mempunyai perkara atau tersangkut dengnn tindak pidana 

lain; 

c. Laporan pcnelitian kemasyarakatan (litmus) darl Bapas 

len tang plhak keluarga yang akan menerima atau anak didik 
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pemasyarakatan, keadaan masyarakat sekitamya dan pihak 

lain yang ada hubungannya dcnga.n narapidana atau anak 

didik pemasyarakatan; 

d. Salinan daftar yang memuat pelanggaran tata lertlb yang 

dilakukan narapidana atau anak didik pemasyarakatan 

selama menjalankan_masa pidana dari Kalapas. 

e. Salinan daftar perubahan atau pengurnngan masu pidana, 

seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas; 

[ Surat pemyataan kesanggupan darl pihak yang akan 

menerima narapidana atau anuk didik pemasyarakatan. 

seperti keluarga. sekolah, instansj pernerintah atau swasta 

dengan diketahui pemerintah daerah setempat serendah~ 

rendahnya Lurah atau kepala desa yang diselesaikan oleh 

Bapas; 

g. Sural keterangan kesehatan darl psikolog atau dokter bahwa 

narapidana atau annk didik pemnsyarakatan sehat baik 

jasmani maupun rohani dan apabila Lnpas tidak ada 

pslkolog dan dokter, maka surat ketcrangan dapat 

dimintakan kepadn dokter Puskesmas atau Rumah Sakit 

Urnurn; 

h. Bagi narapidana atau anak pidana Warga Ncgam Asing 

diperlukan syarat-syarat tamhnhnn, yaitu : 

1) Surat keterangan sanggup mcnjamin dari kedutaan 

besar!konsulat negara orang yang bersangkutan; 

2) Surat rekomendasi d::1ri Kepala Kantor Imigrasi 

sctempat, warga negara asing yang diberi PB (termasuk 

asimilasi dan Cl'vffi), nama yang bersangkuton 

dimasukan dalarn dafiar peucegahan dan penangkalan 

pada DirektonH Jendera\ lmigrasi dan ditetapkan 

dengan Keputuscm Mentcri. 
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i. Syarat administrasi tain yang perlu dilampirkan,antara lain : 

I) Foto copy bukti pembayaron denda yang te!ah 

dilegalisir (apabila denda dibayar); 

2) Foto copy kartu donor darah yang telah ditegalisir; 

3) Foto copy Surat Keputusf\n Pcugangkatan Pernuka yang 

telah dilegalisir; 

4) Litrnas yang dibuat oleh Bapas dimana narapidana 

terse but menjatani PB; 

5) Penjamin bukan petugas Lapas/Rutan/Cabang Rutan. 

j. Harus menja!ani Masa Percobaan, PB atau CrvtB diberikan 

setelah narapidana dan anan didik pemasyarakatan 

menjaJani masa pidana sekurang~kurangnya 2/3 dari masa 

pidananya dengan ketenluan 2/3 dari masa pidana tersebut 

tidak kurang dari 9 bulan, sedangkan untuk anak negarn 

diberikan setelah menjalani pcmbinaan sekurang-kurangnya 

l tahun dan PB atau CMB lnl berakhir pada tanggal 

ekspirasi sebenarnya ditamhah l tahun masa percobaan. 

Selama masa percobaan boik narapidana. anak didik 

pemasyarakatan maupun anak negara harus berkelakuan 

.baik ~irnana selama masa tersebut bimbingannya diiakukan 

oleh BaPas. Jika nara.pidana atau anak didik 

pemasyarakatan maupun anak negara hams berkelakuan 

baik dimana selama masa tersebut bimblngannya di!akukan 

oJeh Bapas. Jika narapidana atau anak didik 

pemasyarakatan melanggar ketentuan maka PB atau CMB 

yang bersangkutan dicabut da:J yang bersangkutan barns 

menjalani kembati sisa pidananya, Syarat-syarnt yang harus 

dipenuhi dalam menjalani masa percobaan adalah : 

a. K!ien pemasyarakatan tidak melakukan tindak pi dana; 

b. K!len pemasyarakatan harus melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangt 

kemerdekaan beragama dan berpolitik. 
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Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyal tujuan akhir yaitu 

menclptakan kemandirian Warga Binnan Pema:syarakatan yang 

selanjutnya disebut klien pemasyarakatan. Narapidana yaog 

memperoleh PB atau CMB rnaka penyerahan bimb!ngan klleo 

pemasyarakatan dapat dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima 

klien 'PB atau CMB, yaitu : 

i) Lapas!Rulan menyerahkan k!ien PB atau CMB kepada Bapas dan 

Bapas setempat yang akan melaksanakan bimbingan dan 

pengawasannya; 

2) Klien pernasyarakatan yang berada di Bapas Jain (dilunr Bapas 

setempat) serah terima dilak:ukan melalui Bapas setempal 

kemudian diserahkan pada Bapas yang akan melaksanakan 

bimbiogan dan pengawasan sesuai alamal penjamin (sesuai SK PB 

atau CNIB); 

3) Tembusan berita acara seroh terlma disampaikan pada hakim 

pengaw:as dan pengamat (Hakim Wasmat). 

Bapas bertujuan melaksanakan pembimbingan terhadap klien 

pemasyarakataQ agar kegiatan integrnsi klien dengan masynrakat dapat 

dilaksanakan dengan baik. Wujud bimbingan dapat berupa bimbingan­

mentaf. agama, bimbingan penyuluhan perora'ngan maupun kelompok, 

pendidikan keterarnpilan kerja, sekolah formal dan non formal dan 

jcnis-jenis bimbingan lain sesuai dengan kebutuhan klien yang 

bersangkutan yang dilaksanakan secara terns menerus sampai klien 

selesai menjalani masa percobaan (bebas mumi). Tahap-tahap dalam 

proses pembimbingan klien dltetapkan melalui sidang TPP Bapas. 

Bimbingan diberlkan agar klien mampu menjalani kehidupan seo;;ara 

wajar di masyarakat setetah menjaiani pidana dan dalam hal ini PK 

bertindak sebagai wali bagl klien yang bersangkutan agar klien 

tersebut agar klien tersebut meayadari kesalahan, memperbaiki diri dan 

tidak mcngulangi perbuatan yang melanggar hukum serta dapat 

berintegresJ secara sehat dengan masyarakat shingga dapat berperon 
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aktif kcmball sebagai anggota masyarakat dcngan bebas dan 

bertanggung jawab. 

PB atau CMB dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik 

pemasyarakatan tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut : 

I) Malas bekerja (hidup bermaias-malasan) dan hidup secara tidak 

teratur (dengan indikasi tidak ada kcinginan dan motivasi untuk 

bekcrja guna menolong dirinya sendiri, serta athmya pengaduan 

maJas bekerja dari pihak lain); 

2) Bergaul dengan orang-orang jahat yang mengarah pada 

pelanggaran hukum~ 

3) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga tidak diterima 

kehadirannya; 

4) Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan PB atau CMB dan 

tidak mentaati ketentuan program bimbingan yang dilaksanakan 

o!eh Bapas; 

5) Mengulangi melakukan tindak pidana. 

Penghentian PB atau CMB apabila k:Hen pemasyaraka.tan ; 

1) Pindah alamat Gika klien pindah tidak diketahui alamatnya 

maka bimbingan dan pengawasan dihentikrm serta PB atau 

CMBnya dicabut); 

2) KHen yang meninggal dunia. 

Pengakh1ran PB atau Cfvffi apabila klien pemasyarakatan telah 

selesai menjalani PB atau Ci\.1B m.aka bimblngannya diakhiri 

dengan diberikan surat pengakhiran masa bimbingan dari Ba.pas. 

4.8 Hasil dan Analisis Pembabasan 

Analisis yang ;Jigunakan dalam implementasi program pembinaan dan 

pembimbingnn klicn pemasyarakatan adnJah mcnggunakan konsep _ proses 

implementasi program yang dikemukakan oleh RondineUi (1983:25) dengan 

menekankan pada aspek lingkungan, hubungan antar organisasi, smnber 

daya organisasi, karakteristik dan kapabilltDs instansi pelak.sana 
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4.8.1. Hasil Wawancara Sehubungan Dengan Pembinaan dan Pembimbingan 

Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Kondisi Ungkungan~ Huhungau 

Antar Organis:asi, Sumberdaya Organisasi, Karakteristik dan 

Kapabilitas Instansi Pelaksana Ui Balai Pcmasyarakatan Klns II 

Ban dar Lampung 

Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan wawancara mendalam 

dengan inform an kepada sebut saja DN, ED, RO,AR, DS darl Bap,ts Bandar 

Lampung, selanjulnya SL dart Pengadilan Negerl Tanjung Karang, SO darl 

Lapas K!as I Bundar Lampung, ET dari Kepollsian Sektor Kedaton Bandiir 

Lampung, AS <lari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, SS, NL dan TR 

klien Pemasyarakatan yang dibina dan di bimbing o1eh Bapas Klas II Bandar 

Lampung: 

(l} Pertama~tama peneliti menanyakan tentang kondisi lingkungan, 

Lingkungan kerja m~rupakan suatu konteks yang dapat dipersepsi 

karakteristiknya, memiliki faktor-fak!or pendukung maupun 

pengbarnbat bagi kepemtmpinan seseorang. Lingkungan dipengaruhl 

oleb struktur pembuat kebijakan, kendaln. sumber daya, derajad 

keterlibatan para penerima program dan tersedianyn infrastruktur 

a.' struktur pembuat kebijakan 

Pembuat kebljakan adalah ,orang yang memperolCh pengakuan 

(dari orang-ofang lain) sebagai pemcgang hak dan kewajiban untuk 

rnengernbangkan program. Dalam hal ini implisit makna atau ide 

bahwa sejumiah kecil orang dlberdayakan (empowered) untuk 

merekomendasikan aksi yang akan memberi pengaruh pada 

sejumlah besar orang. Namun penting dltekankan bahwa hal ini 

tidak berarti ba.hwa rekomendasi yang mereka ajukan merupakan 

sesuatu yang final atau bahwa se;jumlah besar orang akan 

menerirna rekomendasi tersebut. 

Dal1:1m hal ini ketepatan kebijakan kabapas pada pemilihan 

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yar.g membuat penelitian 

kemasynrakatan (Litmas) terhadap Program Pembinann dan 

Pembimbingan Klien Pemasyarakatan untuk 
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PB/CMB/CB/CMKJAsimilasi atau anak yang berkonfl1k dengan 

hukurn, sdanjutnya Pernbimbing Kemasyarakatan menentukan 

program pembinaan dan pembimbingan kllen berdasarkan hasil 

litmas. 

Berkenaan dengan hal tersebut peneliti mengadakan wawancara 

mendalam dengan informan kabapas. 

Pada basil wawancara yang dilakukan kepada kabapas : 

.... ,''Proses awal pembinan dan pembimbingan ldien yang kamr' 

terima di Bapas ini yailu atas perminlaan Litmas dari Lapas itu 

tmtuk klien dewasa yaitu PB, CMB, CMK, CB, Asimilasi 

sedangkan untuk permintaan litmas anak~anak dari kepolisian. 

Untuk Jdien PB, CMB, CAiK. CB dan asimilasi yang terpeming 

harus memenuhi persyaratan admini.stra!if dan subsfantij; 

kemudian saya memilih PK yang sesuai dengan bidang tugasnya 

apakah itu PK De1vasa maupun PK anak-anak. yang kemudian 

saya catar dalam buku manilOring PK. sehingga setiap bulannya 

P K yang ada bisa mendapatkan tuga.s yang adil. " 

b. Kendala sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan 

pembimbing<in klien sa'ngat tergantung. dari kemampuan 

me-mantaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasllan 

proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari kescluruhan proses 

irnplementasi menuntut adanya sumber daya rnanusia: yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika 

kompetensi dan kapabilitas dad sumberdaya~sumberdaya itu nihil, 

maka kinerja implementasi program sangat sulit diharapkan. 

(l'v1odel Pendekatan The Policy Implementation Process, Donald 

Van Metter dan Carl Hom). 
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Sumber daya yang dapat digunakan untuk reintegrasi sosial klien: 

Potensi yang dimitiki klien; Sumber daya keluarga. klien; Sumber 

daya masyarakat dan pemerintah setempat 

Selanjutnya ketika peneliti menanyakan tentang kendtda 

sumberdaya (kuantitas dan kualitas petugas PK} kepada infonmm 

DN selaku Kapahas ... " 

...... "Banyak sekali kendaia sumber daya yang pertama dari segf 

kuanttlas sudah culmp mengcover kebutuhan yang ada hanya dari 

segi kua/itas, ada heberapa dari PK yang belum mengikutf 

pendidikan tetapi dia diberikan beban kelja a/au tugas untuk 

be/ajar menjadi P K dengan bimbingan dari senior-seniornya, dan 

standar minimal untuk mereka yang baru-baru sudah tercukupi., 

jadi 50% dari kualitas sudah memenuhi, namun yang sisanya 

mas;h perlu himbingan .... tetapi yang paling penting sarana dan 

prasarana dukungan biaya unluk bapas ini sangat minim, 

sementara ini klien kita 430 lebih yang tersebar di 5 J::abupaten 

dan untuk menjangkau mereka itu dlperlukan sarana dan biaya, 

kalau petugas masih bisa kita berdayakan dengan jumlah yang 

ada, den¥an 25 orang itu masih sanggup." 

c. Sosio kultural 

Pengertian kultural atau budaya (yang dapat digunakan bergant!an, 

dengan arti yang sama) mengacu pada perilaku yang dipelajatl 

yang menjadi karakter cara hidup secata total dari anggota suatu 

masyatakat tertentu, Kultur atau budaya terdiri dari nilai~nllni 

umum yang dipegang dalam suatu kelompok manusia; merupakan 

satn set nonna, kcbiasnan, nilai dan asumsi asumsi yang 

mengarahkan perilaku kelompok tersebut. Kultur jugo. 

mempengaruhi nilai dan keyaklnan (belie/) serta mempengaruhi 

ga:ya kepemimpimm dan hubungan interpersonal seseorang 

(Nahavandi, 2000). 

Lingkungan kultural memiliki ldentilas, peran·peran) sistem sosial 

yang memberikan pedoman yang mengarahkan p.ersepsi, sikap dan 
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perilaku dari anggota kelornpok rnasyarakatnya (Robbins, 1996), 

Di Indonesia sendiri, suku bangsa yang cukup besar jumlahnya dan 

tersebar luas dalam keseluruhan wilayah Indonesia adalah.~ suku 

Bali, Jawa, Minangkabau, dan Batak, Selain itu kcempat 

suku bangsa Jni juga dapat mewakili sistem kekeluargaan yang 

bersifat Patrilineal (suku Batak dan Ball), BiHneal (Jawa) dan 

Matrilineal (Minangkabau). Suku bangsa (elhnicity atau etnis) di 

sini akan dilibat dari kelompok subjek yang masih menggunakan 

bahasa daerah sehari-hari di dalam kelnarga. 

Dari hasil wawancara dengan lnforman ED. selaku Pembimbing 

Kemasyarakatan ED, diperoleh inforrnasi.. 

."lwlau ngelitmas asal kita hisa banyak bahasa daerah iht lebih 

bagus, dan membimbingnyapunjadi lebih mudah " .. 

d. Derajad keterlibatan para penerima program 

Adalah seberapa besar keterlibatan dan kcmampuan p-::ner1ma 

program dalam hal ini stakeholder Bapas yaitu klien, Kondisi 

sosial ekonorni masyarakat dan tingkat !<emajuan teknologL 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah 

menerima program-program pembinaan dan pembimbingan 

dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan trodisio01al. 

Demikia!l juga, kemajuan teknologi akan mernbantu proses 

keberhasilan implementasi program, karena program-program 

tersebut dapat disosialisasikan dan diimplernentasikan dengnn 

bantuan teknologi modern. 

Sasar~n Pembinaan dan pembirnbingan k!ien Bapas : 

1. Klien yang dijatuhi Pidana Bersyarat (PiB) 

2. Klien Pernbebasan Bersyarat (PH) 

3. Klien Cuti Bersyarat (PB) 

4. Kilen Cuti Menjelang Bebas (CMB) 

5. Narapidana yang sedang menjani Program Asimilnsi ke Juar 

Lapas. 
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Untuk mengetahui tentang derajad kcterlibatan program pcneliti 

mengadakan wawancara kepada informan NL : 

....... "Saya ikut kegiatan menjahi1 haru 1 bulan ini, di suruh PK 

saya waktu saya lapor, katanya mau dilalih menjahit jadi saya 

harus datang 1 minggu sekali, ada gurunya tiap datang, tapi kalau 

kita mau be/ajar sendiri boleh·bolelt aja dateng sendiri tiap hari. " 

Selar\lutnya infonnan R, yang mengikuti kegiatan bimbinga.n kerja 

las menyatakan bahwa : 

Saya ngikut kegiatan las ini bant seminggu mba, kata PK saya 

disuroh datang belqjar las, emang so.ya belum punya kery"aan sik 

makanya .~aya datang,Cuma yang ngajar ini mba belum ada orang 

yang ahli baru P K nya aja 1 orang. " 

Kamiorang ada8 (delapan) yang beJajar ngelas ini, Wakllmya tiop 

minggu han' Rabu" 

e. Tersedianya infrastruktur 

lnfrastruktur ini yaitu baik berupa bangunan fisik, don 

prasarana.Hasil wawancara peneJiti dengan infom1an .J\R selaku 

Kasub~ie Bimbingan Klien Anak 

.. : .. "Sarona dan ProsaranO yang dimiliki Bapas yakni 2(dua) 

kendaraan motor yang dalam keadaan usak, mesin jahft ada 7 

yaitu untuk jahit obras, jahiJ biasa dan jahft bordir, serta 1 alm 

las, sedangkan sarona lwmputer masih k:urang, hanya ada 2 (dua) 

komputer yang satu diruang bcndahara dan satu lagi di ruang rata 

ttsaha sehingga apabila knmi membuaf Lilmas, kami rental diluar, 

,mesin ketik yang dipunya Bapas 2 buah itupun kondi);inya sudah 

rusak, kamf juga tidak memiliki sarana bengkel ke1ja yang karni 

gunakan garasi mobil dinas kabapas ' 

(2) Hubungan antar organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperll1krm koordinasi 

dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suntu program. 
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Hubungan antar organisasi ini djpengaruhi oieh ; kejelasan dan 

konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar lnstansi yang 

pantas, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, irnplcrnentasi dan 

evaluasi: 

fL Kejelasan dan konsis.tensi sasuran program 

Kejelasan dan konsistensi (kesamaan) sasaran program. Ini berarti 

semakin jelas dan rinci sasaran seb11ah program akan mudah di 

pahami dan diterjemahkan dalam tindakan nyara oleh sasaran 

program. Sebatiknaya ketidakjelasan dan ketidak konsistenan 

sasaran merupakan potensi Jahimya distorsi dalam implementasi 

prngram. 

Basil Wawancara dengan Infonnan AR, selaku PK Bapas Bandar 

Lampung 

" klten yang dibimbing Bapas ada klien PB, CMB, CB dan klien 

Anak. .. yang mencapaijumlahnya 434 orang" 

h. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas 

Keberhasilan imp1ementasi sering membutuhkan mekanisme 

kelembagaan dan prosedur yang mengatur kewcnangan. 

lnforman ET, .selaku palisi mengatakan koordinasi kami dengan 
Bapas kalo mau min! a lilmas buat anak unruk sidang anak.. 
kalali peran dan fungsi Bapas lidak begilu menonjol dibanding 
pl!negak hukum lainnya sepertinya PK Bapas ilu cuma sebagai 
pe/engkap penderitaan .saja mbak, kayaknya petu.gas Bapas tidak 
punya siknp percaya diri dengcm hasillitmasnya, hakim juga kalau 
menjaluhkan putusan sczya liat kadang tidak memperhatikan 
pendapal litmas Bapa$, tetap njaluhin pfdana perljara, .... (/3-12-
2009 P K 12.20) 

In forman lain ED, seJaku PK Bapas mengatakan : 
.. kendala kami yaitu Hakim kadangkala mengabaikan usul hasil 

Utmas Bapas, misalnya seharusnya anak ilu bisa mendapat AKOT 
(Anak Kenrbali Orang Tua) tapi hakim memutusnya pidana 
penjara ... 
Selanjutnya peneliti mernperoleh keter.;~.ngan dari infonnan SO, 

selaku petugas kasi pembinaan nampidana di Lapas: 

....... "Sudah jelas kalau Bapas tempat mtt/akukan pembinaan dan 
pembimbingan klien..kalau dl Lupas ma.sih berstarus Warga 
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Binaan Pemasyaralwtan. .. terapi kalau sudah di Bapas namanya 
klien. .. itu terdiri dari narapidana PB, CMB, CB dan Asimilasi, dan 
se/ama ini semuanya betjaian Ioncar umpa kendala ...... 

Selanjutnya informan SL se(aku hakim mengatakan : 
Peran dan fimgsi yang saya liar se/ama ini sudah baik, di 
persidangan apabila pelugas PK Bapas tidak hodir persidangan 
bi.sa diundur .. 
Cum a menurot saya kualitas P K Bapas perlu ditingkatkan lagL '' 
(tgl 10-12-2009 PK.JJ.ff) 

Sementara dari AS selaku jaksa mengatakan : 

Pera.n Bapas yang kami tahu yailu melaksanakan pembincum dan 

pembimbingan sesuai dengan undang-undang yang berla/..11, entah 

bagaimana bentuknya yang saya tahu mereka lapor dan diherikan 

arahan oleh petugas pembimbingnya,sedangkan lroordinasi kami 

di kejaksaan kami selaku pengawas klien-klien yang mendapalkan 

pembebasan bersyarat itu, disini kami mewajibkan klien tersebut 

untuk lapor sefiap bulan apabila ada yang melanggar kami 

berikan teguran selanjul!lya apabila tidak datang-datang juga 

kami berlwrdinosi dengan Bapas untuk mencabut Surar Keputusan 

Pembebasan Bersyarat araupun CUii Ber1.yarati:ya klien il<L." 

c. Standarisasi prusedur perencanan, anggaran, _ implementasi dan 

evaluasi 

Dalam konteks perencanan dan penganggaran pada organisasi 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat 2 (dua) peraturan 

utama yang terkait langsung dengan proses perencanaan dan 

penganggaran yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia NomQr M.09-PR,07.1 0 tahun 2007 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M-OLPR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Dalam kerangka pcrencanaan dan 

penganggnran posisi Biro Perencanaan pada Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam proses 
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perencanaan dan penganggarnn. Hal ini terkait dengan tugas biro 

perencanaan untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi 

penyusunan rencana dan anggaran, pengorganisasinn, 

ketatalaksanaan serta evaluasl dan penyusunan lapornn 

Departemen. Dalam Pasal 9 Peraturan Menter! Hukum dan Hnk 

Asasi Mnnusia Nomor M.09-PR07.10 Tahun 2007 rentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hnk Asasi 

Manusia Republik Indonesia, disebutkan bahwa Biro Perencanaan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan Departemen; 

2. Penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana 

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka 

menengah dan rencana pembangunan tahunan; 

3. Penyusunan program dan Rancangan Angganm Pendapatan 

Belanja Negara (RAPBN) Depa.rtemen; 

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan 

Departemen; 

5. Penyusunan evaluasj rencana dan laporan Departemen; 

6. Pelaks~naan pembinaan organisasi di lingkungnn Depanemen; 

7. Pelaksanaan pembinaan ketalal~ksanaan di lingkungan 

Departemen~ dan 

8, Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan 

Sedangkan ditingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

penyusunan Program rlan laporan merupakan mitra utarna dari biru 

perencanaan dalam meiakukan pembahasan pcrencanaan dan 

penganggaran bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan1 Kantor 

Wilayab yang menjalankan tugas perencanaan dan penganggaran 

rlan serta pembinaan dan bimbingon teknis di bidang 

pemasyarakatan. Demikian pula ditingkat Kantor Wilayah, terdapat 

dua bagian penting dari birokru.si yang tcrbit dengan perencanaan 

dan penganggaran yakni, Divlsi Administrasi dan Divisi 

Pemasyarakatan, 
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Dari hasil wawancara dengan informan DN, selaku Kepala 

bapas .. mengatakan .. 

Begini ya mbak di lingkungan pemasyarakatan kita ini, Secw·a 

garis besar proses penyusunan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan perencanaan program dan penganggarannya masih 

berlangsung ridak sebagaimana yang Ielah digariskan oleh 

peraturan perundangan yang berlalcu. Jikapun proses 

perencanaan dan penganggaran ada, hal tersebut hanya berlaku 

sebagai Jormalitas soja, bukan pada rataran dinamika yang 

subs/ansif sebagaimana diperintahkan dalam undang­

undang.kemudian, koordinasi dan hubungan diantara masing­

masing bagian yang teribat dalam perencanaan dan 

penganggaran masih belum menunjukkan lintas interaksi yang 

kondusif bagi proses perencanaan yang mendukung pelaksanaan 

misi pemasyarakatan secGJ·a memadai. Padahal dalam rangka 

mencapai hasil yang diharapkan, sistem penganggaran harus 

menciptakan lingkungan yang kondusif dengan karakteristik 

mengaitkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang 

kedua mengendalikan pengambilan kejJutusdn pada hal-hal yang 

dalam kendala anggaran, ketiga, mastikan biaya sesuai dengan 

hasil yang diharapkan, keempat, memberikan informasi yang 

diperlukan untuk mengevuluasi hasil dan review kebijakan, 

selanjutnya memberikan medialfornm bagi alternatif kebijakan 

berkompetisi satu soma lain yang sangat penting-bagi tumbuhnya 

dukungan pada tahap pelaksanaan nantinyu, kemudian yaiiu 

meningkatkan kapasitas dan kesediaan untukk melakukan 

penyesuaian priori/as kembali alokasi sumber daya .. mungkin itu 

yamha .... 

d. Ketepatan, konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi 

Efektivitas implementasi memerlukan standar dana lujuan program 

dapat dipahami oleh individu dan masing-masing individu 
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bertanggung jawab untuk mencapainya. Komunikasi adalah vital 

bahwa kita memusatkan pada kejelasan standar dan tujuan, akurasi 

komunikasi para pelaksana, dan konsistensi (kesmnaan) 

dikomunikasikan dan bermacam-macam sumber informasi. Standar 

dan tujuan ditetapkan dengan je!as agar pelaksana dnpat 

mengetahui apakah yang diharapkan. Komunikasi dilakukan baik 

didalam dan diantara organisasi yang komp!ek dalam proses 

tampaknya mengalami banyak kesulitan. Dalam mentransfer pesan 

, misalnya kecenderungan menurun dari satu organisasi ke 

organisasi lainnya. komunikator tidak dapnt menghindarl kes(llahan 

yang dilakukan secara sengaja (Downs, 1967 ; 133-136). 

Perbedaan bermacam-macam komunikasi mendorong tidak 

konsisen interpretasi atas waktu berbeda menimbulkan konflik dan 

pelaksana akan Jebih sulit melaksanakan program. 

Dari hasil wawancara dengan lnforman DN selaku Kepala Bapas, 

mengatnkan : 

" Selama ini komunikasi yang kami bina dengan aparat, pr:mda 
dan penegak hukum berjalan lancm·~iancar soja, PK kami dan 
saya sendiri sering di zmdang menghadiri sa:sialisasi hukum dan 
perlakuan lerhadap anak dan pemberdayaan perempuan ... " 

e. Efektivitas jejaring untuk tnendukung program 

Adaiah seberapa jauh jejaring untuk mendukung program 

mencapai nUuannya 

Hasil wawancara : 

lnforman AR, se1aku kasubsie BKA mengatakan : 

............ Ke.ljasama yang kami lakukan saat ini dengan Pemda yailu 
untuk bidang anak dan pemherdayaan perempuan, dan selama ini 
ber:Jalan dengan baik.,,. ·······----·-·" 

(3) Sumberdaya organisasi 

Keberhasilao proses imph;!mentasl program pembinaan dan 

pembimbingan klien sangat tergantung dari kemampuan 

memanfuatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 
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sumberdaya. yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan 

proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses 

implementasi menuntut adanya sumbcr daya manusia yang berkualitas 

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan s~ara npolitik. Tetapi ketika kompetensi dan karmbilitas 

dari sumberdaya~sumberdaya itu nihil, rnaka kinerja implemcmasi 

program sangal sulit diharupkan. 

{Model Pendekatan The Policy Implementation Process, Donald Van 

Metter dan Carl Horn}. 

a. Kontrol terhadap sumber dana 

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu 

dalam program pelaya.nan masyarnkat apapun. Dalam program­

program regulatif, dana juga diperlukan untuk menggaji alau 

menyewa tenaga personalia dan untuk memungkinkan 

dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat 

pernturan!regulasi tersebut, mengadminis.trasikan program 

perizinan dan memonitor pelaksanaannya. Secarn umum, 

tersedianya dana pada tingkat batas arnbang tcrtentu amat 

diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan 

fonnal, dan tersedifinya dana di atas tingkat batas am bang ini akan 

sebanding dengan peluang tercapainya tujuarHujuan terse but 

Padn umumnya, keputuS(ln kebijaksanannlah yang menetapkan 

tingkat batas ambang penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang 

yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal 

sebelum dimuJai. Sebaliknya~ tingkat batas ambang pendanaan 

program yang memadai memang dapat menunjang) sekalipun tidak 

rnenjamin, bahwa suatu program akan dapat segera dirnulai dengan 

tepa! dan lancar. 

lnforman DW, selaku kabapas mengatakan: 

" memang ada dana pembinaan dan pembimhingan dori pu.mt rapf 
yang kami lcrfma tidak liap tahun terakhir tahun 2006, aras 
pengmvasan kamvil dan diljen pas, kami hanya menggunakan 
dana kegiatan tersebut" 
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b. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program 

Adalah melaksanakan pembagian Fungsi dan peran pembagian 

Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) 

yang diusulkan dari Kantor \Vilnyah dan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan dikirimkan sebagai tembusan ke Direktorat 

Jenderal Pemasyarakaum. tidak dilengkapi dengan data penduk:ung 

yang rncmadai. Kondisi ini menycbabkan Dlrektorat Jenderal 

Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam memberikan 

pertirnbangan-pertimbangan teknis substantif menyangkut skaia 

prioritas usulan-usulan program yang diajuka:n. Permasalahan­

permasalahan dalam proses penganggaran misalnya dalam tahap 

penentuan pagu indikatif. 

Untuk rnengetahui tentang anggaran peneliti selanjutnya 

mewawancami OS selaku pengelola 'keuangan di Bapas KJas II 

Bandar Lampung : 

.... setau saya dana home visit, yang dikeluarkan hesarnya 7juta, 
tapi ngga senmanya diberikan flu kesepakatan pimpinan dengan 
kasubsi-kasubsinya aja mba ... '' 
Dana flu diperoleh dari DIPA yang diusulkan melalut RKAKJ., 
kami mengajukan rancangan untuk kegialan home visit dan 
pembimbingan, kemudian ace kanwil $elanjutnya ke Setjen melaluf 
Biro Perencanaan 

c. Ketepatan alokasi anggaran 

Anggaran tak dapat disangkal mcrupakan salah satu faktor penentu 

dalam program peiayanan masyarakat apapun. Dalam program­

program regulatif, anggaran juga diperlukan untuk menggaji atau 

menyewa tenaga personalia dan unluk memungkinkan 

dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membt.iat 

peraturanlregulasi terscbut, mengadministrasikan pegram perizinan 

dan memonitor pelaksanaannya. Secara umum, tersedianya 

anggaran pada tingkat batas ambang tertentL; amat diperlukan agar 

terbuka pciunng untuk mencapai tujmm-tujuan formal, dan 

tersedianya anggaran diata.s tingknt batas ambMg ini akan 

sebnading dengan peluang tetcapalnya tujuan-tujuan tersebut. 

Universitas Indonesia 

Analisis Proses..., Yeni Puspitahati, Pascasarjana UI, 2009



88 

Pada umumnya, keputusan kebijaksanaanlah yang menetapkan 

tingkat batas ambnng penyediaan dana ini. Tingkat batas ambang 

yang tidak memadai akan menyebabkan suatu program gagal 

sebelum dimu!ai. Sebaliknya, tingkat batas ambang pendanaan 

program yang memadai 

memnng dapat menunjang1 sekalipun tidak menjamin, bahwa suatu 

program akan dapat segera dimulai dengan tepat dan lancar. 

Selanjutnya dari OS selaku PK Bapas mengatakan : 

Dana home visitlmembuat litmas yg diterima untuk dalam kota 
Bandar Lampung Rp. 50.000,- d;porong dana kegiatan kantor Rp. 
10.000,- jadi yang kami terima Rp. 40.000,- sedangkan jarak 
tempuh komi ke tempat klien dart polsek jika nafk ojck bisa Rp. 
25.000,- dan untuk rental pengetikan Rp. 15.000,- s.d Rp. 20.000,­
kalau luar kota Rp.JOO.OOII,~ dipatong dana kontor Rp. 20.000,­
jadi yang kami terima Rp. 80:000,- juga disisihkan untuk rental 
litmas,jadi dana segitu gak cukup." 
Kalo Proyek pembinacm terakhir ada lahun 2006, it11 unfllk 
monitoring home visit kepada klien-klien yang ngga pemah arau 
jarang lapor ke Bapas lrami samperin.. " 
Terakhir ban1-baru ini ada prayek bengkel kerja klien yailu las 
dun menjahit 

Mas.ih tidak cukupnya dana pembinaan dan pembimbingan yang 

terjadi pendapatan yang tidak mencukupi untuk pembi~aan dan 

pembimbingan ktien pemasyarakatan 

d. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran yaitu sumber~!.<Itnber 

dana 

Informan DW, selaku kabapas mengatakan : 
Swnber dana kami sefama ini dari DIPA, belum bisa menghasilkan 
dari bengkel kerja sendirf, 

e. Komitmen birokrasi 

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan program 

(4) Karakteristik dan kapabilitas instansi pe.laksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana melipmi organisasi forrnnl dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program. Hal 

inl sangat pentlng kmena kinerja implementasi program akan sangat 
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banyak dipengaruhi oleh cir:i~ciri yang tepat serta cocok dengan agen 

pelnksananya. 

Kemampuan teknis, manajerial dan politis pctugas 

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada 

sejumlah persyaratan teknis, teknis termasuk diantarnnya kemampuan 

untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur. 

Dalam pelaksanaun tugusnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), 

pmla hakekatnya tugaas dari seorang PK adalah melakukan proses 

pembimbingan kllen pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membantu 

pcmecahan masalah klien agar dapat mcningkatkan keberfungsian 

sosialnya. 

:vi..::njadi PK sebagai tenaga teknis Bapas~ juga sebagai fungsionaris 

penegak hukum tidaklah mudah, PK dituntut untuk bekerja secara 

profesional, sebab klien yang dibimbing berada dalam keluarga sendiri dan 

!'.Jr:;da dalam mnsyaralwt umum, sehinggag dibutuhkan s:uatu bcntuk 

tnodel dan bentuk bimbingan yang tepat Adapun bentuk pembimbingan 

kiicn sendiri terbagi menjadi tiga tahap pembimbingan yaitu: 

Tahllp Awal, dimana dalam bimbingau tahap awall meliputi: 
1, Pene!itian Kemasyarakatan 
2. Menyusun rencuna program bimbingan 
3. Pelaksanann program pembimbingan 
4. PeneHtian pelaksanaan program tahap awal dan ~nyusum:m 

rencana bimbingan tahap larijutan 
b. Tahap lanjutan, dalam tahap lanjutan yang harus dikerjaknn an tara lain 

L Pelaksanaan program bimbingan 
2. Penelitian pelaksanaan program tahap lanjutan serta penyusumm 

rencana bimbingan tahap akhir. 
c. Tahap Akhir, dalam bimbingan tahap akhir, hal-hal yang dilakukan 

antara lain 
l , Pelaksanaan program bimblngan . 
2. Meneliti dan menilai ke.seluruhan basil pelnksanaan program 

bimbingan, 
3. Mempers!apkan klten untuk menghadapi akhir masa bimbingan 

dan mempertlmbangkan akan kemungkinan pelayamm bimbingan 
tambahan (after care). 

4. Mempersiapkan keterangan akhir masa bimblngan klien. 
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5, Serta mengakhiri masa bimbinfan klien dengan diWawancarai oleh 
kepala Balai Pernasyarakatan. 1 

Selain itu ada beberapa asumsi dasar yang harus: dipahami oleh 

Pemblmbing Kemasyorakatan dalam kaitannya dengan tugasnya 

mcmbimbing klien, sebagaimana menurut Robinson ( 1960) daiam 

Skidmore dan Thackeray (1994) antara lain : 

a. Menggunakan suatu hubungan sebaga1 sarana untuk membantu klien, 
agar klien dapat menolong dirinya sendiri (hanga!, serius, empati, tidak 
kaku dan ekspresif), 

b, Tidak menyalahkan dan menilai secara moral, namun menerima klien 
apa adanya, termasuk perilakunya tanpa mengkaitkan dengan peristiwa 
pada masa lalu. 

c. Menghargai bak klien untuk menentukan dirinya sendiri, dengan cara 
mernbantu klien untuk rnemikirkan dan merasakan masalah-rnasalnh 
dan situasinya. 

d. Mengupayakan klien untuk mempelajari perilaku normal dan perilaku 
sosial, agar memahami mengapa terjadi kejahatan dan kenakalan serta 
apa yang harus 11ilakukan terhadap kcjahatan dan kenakalan. 

e Mengupayakan tumbuh dan pernsaan terjamin pada diri klien. 
f. Menggunakan kev.·enangan dengan cara positif untuk membantu 

pelanggar hukum. menolong klien untuk dapat menyesuaikan kembali 
cara berpiklr dan perilakunya. 18 

atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi daiam pemecahan 
masalah dan berguna untuk evaluasi. litmas isinya mengenai : 
a. Identitas, antara Jain : 

1. Klien Pemasyarakatan. 
2. Orang Tua/WaliJSuami!lstri 

b. Masalah, yang mellputl : 
1. Kronologis terjadinya tindak pidana, latar belakang serta 

motivasinya. 
2. Masalah klicn yang dihadapi pada saat ini sehubungan dengan 

statusnya sebagai terpidana diluar Lembaga. 
3. Akibat yang ditimbulkan oleh pembuatan klien terhadap 

dirinya, keluarganya, diri korban dan lingkungannya. 
c. Riwayat !iidup klien yang terdiri : 

1. Riwayat pertumbuhan klien duri mulai sejak dalarn kandungan, 
kefahiran sampai saat ini. 

2. Perkembangan kesehatan klien. 
3. Riwaya1 pendidikan balk diformal mnupun informal 
4. Riwayat pekerjaan (bagi klien yang sudah bekerja), meliputi ; 

Pekerjaan apa yang diberikan kepada klien, bagaimana 

n Mariaflt! Soewandi, Bimbingar. dan l'e:lyulubao K!ien, Akademi Jlmu Pem::.syarakatan, 
Pusdiklat Dep. Hukum dan HAM RJ, Jakarta, 2003 
16 l3adan Pelatiban dan Pengembangan Sosial Oeaparteme:n Sosini"Pekerjaan Sosial KoreksionaL", 
Bam.lung, 2004, 
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tanggung jawab klien terhadap peketjaan yang diberikan 
kep:adanya, 

5. Riwayat perkawimm (khusus bagi klien yang sudah 
berkeluarga) mengenai sejarah perkawinannya. 

6. Keadaan sosial ekonorni klien. 
d. Keadann keluarga yang terdiri: 

I. Riwayat perkawinan orang tua 
2. Relasi sosial dalam keluarga 
3. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat. 
4, Keadaan sosial ekonorni keluarga. 
5. Keadaan rumah yang meHputi letak, status, penerangnn, 

kondisi rumah dan sebagainya. 
e. Keadaan lingkungan masyarakat. yang berisi mengenaJ strata 

kehidupan sosial, lingkungan fisik dan lainnya. 
f. Hasil pembinaan dalam lembaga pernasyarakatan 

I. Tunggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah 
setempat. 

2. Kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan berisi mengenai 
hasH analisa dan evaluasi. sedangknn dalam pemberlan saran 
harus memperhatikan kepentingan klien, keluarga dan 
masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan 
penmdang-undangan yang berlaku, 

Dalom pelak..<;anaannya dilapangan. pembimbing kemasyarakatan belum 

memahnmi betul mengenai pernbuatan laporan litmas. dimnna hal tersebut 

dapat dilihat dari isi penelitian kemasyarakatan yang belum sepenuhnya 

bisa menggali secara mendalam me·ngenai keadaan kllen baik seciara fisik 

_maupun psikis serta kondisi lingkugan masyaraka_t dimana nantinya klien 

akan bertempat tingga'L 

Dari slni kemudian secara tidak langsung turut berdampak terhadap 

program pembinaan dan pembimbingan klien tidak efektif. misalnya 

dalam penjatuhan putusan hakim dalam persidangan anak, hakim 

terkadang mengabalko.n usul/saran Litmas yang disampaikan oleb PK. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan in forman RO : 

Hasil wawancara 

Peneliti menanyakan tentang metode yang dipakai dal.am membuat litmas 

Dari lnforman RO peneliti memperolehjawaban: 
.... belum ada format litmas sesuai keientuan dari pusal, atau yang sama 
antara .sesama bapas di seluruh indonesia biso berbeda-bedc walaupun 
isinya sama, dan kadangkala saran dan usulan kami untuk hakim dalam 
perkara Anak tidak dipakai, misalnya kami menyarankan dari basil Litma.s 
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kami pada Hakim anak ini bisa mendapat Anak Kembali Orang Tua 
(AKOT] tetapi hakim !clap menjaluhkan pidcma perljara .. " 

Selanjutnya Informan ED, PK bapns mengatakan : 

pernah mengikuti diklm Bapas Profesional dan diklal PK.. Jatar belakcmg 
pendidikan SPSA 

c. Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol dan mengintegrasjkan 

keputusan Kemnmpuan bukan sekedar menyangkut persoalan 

mengkomunikaslkan informasi ataupun membentuk struktur-struktur 

administrasi yang cocok, me\ainkan menyangkut pula persoalan yang lebih 

mendasar, yakni prnktek pelaksanaan kekua.saan 

HasH wawancara dengan infonnan SL, kasl pembinaan Lapas 

mengatakan ..... 

.... Koordinasi dalam hal permintaan litmas umuk CMB, CB dan PB 
selama ini berjalan laru::ar dan tidak ada kendala, malah menurut saya 
kendala dari petugas PK sendiri yang melakukan home visit ke nunah 
klien untuk melirmas sedangkan kadangkala aJamar rumahnya tidak 
Jelus., " 

d. Sifat komunikasi internal. 

lmpJementasi yang efuktif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan <itas apa yang akan 

mereka: kerjakan dapat berjalan bita komunikasi berjalan dengan baik, 

sehingga setiap keputusan program dan peraturan implementasi harils di 

transmisikan (atau dikomunlknsikan) kepada bagian pcrsonalia yang tepat 

Selain itu program yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan 

konsisten. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) da!am 

mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu : 

t. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat rnenghasilkan 

suatu impletnentas.i yang balk pula. 

penyalunm komunikasi adalah 

Seringka!l yang terjadi dalam 

adanya salah pengertian 

(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan knrena komunikasi tciah 

melalui beberapa tlngkatan birokrasi, sehlngga apa yang diharapkan 

terdistorsi ditengahjolnn 
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2. Kejelasan, komunikasl yang diterima o1eh para pelaksana kebijakan 

(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tldak membingungkan 

(tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan program tidak selalu 

rncnghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pclaksana 

membutubkan fleksibi!itas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pnda 

tataran yang lain hal tersebutjustru akan menyeiewengkan tujuan yang 

hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jeias (untuk diterapkan atau 

dijalankan). Karena jika perlntah yang diberikan sering berubah-ubah, 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dl lapangan. 

\Vawancara dengan T. Selaku pegawai bapas mengatakan: 

..... Rapat yang diadakan di bApas biasanya sidcmg TPP, sedangkan 

ape/ 1 minggu sekali yaitu pada hari senin. 

e. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran 

Terclptanya hubungan yang harmonis, selaras ,serasi dun seimbang amara 

instansi dengan kelompok sasaran 

Salah satu jenis pembimbingan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan teknik konseling, ditnana konseHng diartikan sehogai suatu 

proses. pembe\ajaran yang menekankan .pada ,upaya memOantu individu 

rnenemt1kan dan mencapai kehendaknya, membimbing serta menilal 

potensi diri, membina tujuan hidup serta: menyusun dan merencanakan 

tindakan bagi pencapaian tujuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

bab sebelumnya, konseling menurut E.G. Williamson dalam Trail Factor 

Counseling adalah : 

"Bahwa setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi 
scpertl taraf intelcgensi umum, bakat klmsus, taraf kreativitas, wujud 
minnt serta keterampilan yang bcrsama~snma mcmbentuk suatu pola yang 
khas untuk individu itu. Kemampunn dan variasi potensi iltt merupakan 
ciri-ciri kepribadian (lrait), yang telah agak stabil sesudah masa remaja 
lewat dan dapat di idcntifikasikan melalui tes~tes psiko\ogis. Data hasH 
testing memberikan gambaran deskrlpstif tentar.g indivldualitns seseonmg 
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yang iehih dapat diandalkan daripada hasi! instropeksi atau refieksi 
terhadap diri sendiri."19 

Sehingga dar! sini apabila seseorang pembimbing kemasyarakatan dapat 

menggali polensi dan bakat yang ada dalam diri individu a tau klien, maka 

hal tersebut akan dapat bcnnanfaat bagi keberhasilan pelaksanuan 

pemhimbingan, sa!ah satu cara untuk menggali bakat dan potensi yang ada 

dalam diri klien pemasyarakatan adaJah dengan konseling, dimana 

konseling sendiri me:rupakan salah satu bentuk pembimbingan yang 

diharapkan dapat mcmbantu dan memberikan araban bagi klicn 

pemasyarakatan. 

Da[am proses konseling, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan 

melakukan wawancara, yang didahului dengan percakapan berbasa-basi 

untuk menciptakan rapport, suatu percakapan sosial yang memburuhkan 

bebera.pa waktu bisa lama atau mungkin singkat untuk meredakan 

ketegangan dan mempersiapkan klien masuk suatu konseling yang lebih 

serius. Wawancnra pennulnan dan penciptaan rapport akan Jebih !am~ar, 

lebih cepat terjadi apabila pembimbing kemasyarakatan te!ah 

mempersiapkan diri menghadapi klien, antara lain den~an mempe}ajari apa 

yang telah diperoleh melalui wawancafa pendahuluan dan daftar atau 

lembar riwayat kasus yang sudah lersusun. 

Dalam wawancara permulaan dianggap oleh para ahli sebaga[ sesuatu 

yang sangat penting. karena proses selanjutnya benar-benar tergantung 

dari apa yang telah dilakukan pertemuan pertama kali dan suasana pada 

waktu wawancara dilakukan. Kalau wawancara bisa berlangsung dengan 

b<~.ik, pada k!ien mulai tumbuh ke:percayaan terhadap pembimbing 

kemasyarakatan. SebagaimO:na menurut Tyler (1969), ada tiga tujuan pada 

wawancara dalam kait:m dengan proses konseling, yaitu : 

1, Menimbulkan suasann bahwn proses konseling dimulai. 

2. Membuka aspek~aspek psikis pada dlri kllen seperti kehidupan 

perasaan dan sikapnya, 

3. Menjelaskan struktur mengenui proses bantuan yang akan diberikan.20 
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Selain itu dalam wawancara juga berfungsi sebagai ikhtiar untuk 

mengetahui kemampuan yang dimlliki oleh klien, bahkan bisa mempunyai 

arti diagnostik yang benar-benar asli. Banyak ahli menyadari hal ini, yukni 

apa yang dlberikan pada pcrtemuan pertama kali adalah ketenmgan ynng 

aslL Hat ini dikemukakan oleh Bordin ( J 968) dalam tulisannya yang 

berjudul "Counseling Psychology and the Counseling Relationship", 

dlmana daJam tulisannya mengenai pentingnya wawancarn dalnm rungka 

melakukan diagnosis terhadap kemampuan-kemampuan yang ada pada 

klien. 

Untuk memperolch gambaran tentang reaksi kl ien ketika ia 

mengemukakan masalah pada pertama kali karena mempunyai nilai 

diagnostik yang sangat tidak temi!ai dan yang jarang dikemublam setelah 

itu dengan cara dengan cara yang sama dinamikanya. Karena ketika 

kontak berlaogsung terus, materi menjadi lebih rinci dan karenanya lebih 

sulit untuk menjaring hal-hal yang penting. Maka penting sekali untuk 

mengembangkan kepekaan yang sangat nyata terhadap masalah ktien padn 

perlemuan pertama yang akaP: bisa dipakai sebaik-baiknya. 

Wawancara juga mempunya1 banyak tujuan, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Eisenberg and Dela:y:ney sebagai berikut: 
' 

I. Merangsang adanya sikap keterbukaan, kejujunm dan komunikasi 
secnra penuh agar kebutuha~ yang din!:sa perlu untuk dikemltkakan 
serta faktor-faktor dan latar belakang yang berkaitan dapat diblcarakan. 

2. Melakukan kegiatan untuk menaikkan tingkat pemahamao, harga diri 
dan kepercayaan antara dirinya dengan klien. 

3. Memungkinkan klien memperoleh gambaran bahwa sesuatu yang 
berguna akan bisa diperoleh selama mengikuti konseling. 

4, Perumusan masalah dan memperhatikan apa yang perlu diperhatlkan 
dan diketjakan selanjutnya. 

5. Membentuk suatu keseluruhan ( .. Gestalt'') bahwa konseling adalah 
proses pada mana kedua pihak harus bekerja keras untuk mel\jnjagi 
dan me~ahami klien demi kepentingan klien 5endiri. 

6. Memperoleh keterangan tentang klieo yang berkaitan dengan 
kepentingannya dan pemecahan secarn efektif?1 

N11mun dalam pelaksanaannya pembimbing kemasyarakatan kurang 

memahami akan tugt~s dan kewajih:mnya, seperti kurangnya pemahaman 

:o Singgih (Junarsa, Konseling dun Psikoterapi, PT. BPK, Gununt Mulia, 1995 
~~ Ibid 
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pembirnbing kemasyarakatan dalaru melakukan konseling. dimana 

konseling yang dilakukan pembimbing kemasyarakaran terhadap klien 

pemasyarakatan hanya bersifat formalitas dan klien pemasyarnkatan yang 

datang ke Bapas hanya melapor, mengisi buku piket dan minta tanda 

tangan PK untuk mengisi buku bimbingan, sedangkan bentuk konseling 

yang dilakukan sebatas menanyakan kondisi perk:embangannya, serta 

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan selama menjalani pembebasan 

bersyarat, sebagaimana basil wawancara peneliti dengan klien SS, dengan 

tindak pidana pemakaian narkotika: 

,,. .. ,..,"kalcm ke Bapas saya hanya lapor sama PK, udah dua bulan saya 

dapal PB tapi be/urn pernah ngobrol banyak sama PK .. " 

Lain halnya dengan dengan informan TR. basil wawancara peneliti dengan 

kJien: 

..... "dart rumah saya Ire Bapas sekitar 2 jam lebih, jadi saya jarang lapor 
2 bulan seka/ilah, lagipula saya mesti nyfapin duit, kalau kesini, :taya 
mesli nyari pinjeman duil, sementara ini saya belum kerja,makanya saya 
males dateng Ire Bapas" .... 

f. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah 

Terciptanya bubungan yang· hannonis. selaras ,serasi dan seimbang antara 

instansi dcngan pihalluar pemerintah (swasta) 

Jnfonmm DW selaku kabapa~ mengatakan : · 

. "biasanya kale dari pihak :swasta ada DA.~fAR (/(m LADA (Lembaga 

Advokasi Anak) yang sering mengundang kami untuk mensosialisa~ikan 

hale Anak" .. ,., 

g. Kualitas pemirnpin instansi yang bersa.ngkutan 

Pemimpin harus menjadi sumber kegiatan. penanggungjawab basil ynng 

dicapai da!arn aktivitas: proses manajemen itu 

Pemimpin yang inovatif, kreatlf, cakap dan berani mengumbil keputusan, 

mnka akivitas-aktlvitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis, 

Sebnliknya pemimpln yang tidak inovatif, kreatif, cakap dan tidak berani 

mengambil keputusan, maka aktivitas organisasinya statis. 

Dari wawancara dengan infbrman T, pegawai Bapas Bandar L.ampung : 
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... "Kepala Bapas yang ini apa ya mba .. kurang bisa mengaspirasi anak 

buahnya,malah kadang-kadang suka menjaluhkan.. 

h. Komitmen petugas tethadap program 

Tingkat komhmen dan keierampilan dari aparat dan implemetor. Pada 

akhimya, kornitmcn aparat pelaksana merealisasikan tujuan yang tclah 

tertuang dalam program adalah va.riabel paling krusiaJ. Aparat badan 

pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tuj\mn 

dnn selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan terse but. 

lnforman AR, Kasi BKA mengatakan : 

'"'Saya ya beruSaha menjalankan Jugas saya sebagai PK, dengan baik, 

walaupun dana dari kanlor tidak mencukupL " 

4.8.2. Analisi'i Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan tersebut 

berkaitan dengan pembinaan dan pembimhingan klien pemasyarakatan 

menggunakan konsep Rondinelli. sangat je(as bahwa tercapai atau tidaknya suatu 

implementasi program dapct dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu : 0) 

Kondisi Lingkungan; (2) Hubungan Antar Organlsasi; (3) Sumberdaya organisasi 

dan (4) Karakteristik dan kapabilitas instansilagen pelaksana; 

Dari temuan data ke' empflt varia bel yang memengaruhi kinerja dan dampak Sl)atu 

program pembinaan dan pembimbingan klien pemasyorakatan di Balai 

Pemasyarakatan Klas 11 Bandat Lampung merupakan permasalahan utama yang 

menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan peran dan fungsi.nya secara efektif 

dan optimaL Berikut ini ak:an dipaparkan pennasalaha.n-pennasalahan yang 

memengaruhi kinerja dan dampak program pembinaan dan pembimbingan klien 

pemasyarakatan, 

[, Kenda!a sumber daya 

Keberhasilan proses implementasi program pembinaan dan pembimbingan klien 

sangat tergantung dari kemampuan mernanfaatkan sumber daya yang terscdia. 

Manusia mempakan sur.1berdaya yang terpenting daiam menentukan suntu 

keberhasilan proses lmplementasL Tahap-tahap te11entu dari keseluruhan proses 

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkua!itas sesuai 
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dengnn pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 

apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabHitas dari sumberdaya~sumberdaya 

illl nihil, maka kinerja implementasi program san gat sulit diharapkan. 

(Model Pendekaton The Policy lmplemenJatian Process, Donald Van Metter dan 

Cor! Hom). 

Melihat tugas dan kewajiban yang dijalankan o!eh Pembirnbing Kemasyarakatan 

yang begitu penting maka kualifikasi dan kompetensi pembimbing 

kemasyarnkatan perlu ditingkatkan. Permasalahannya ada!ah syarat-syarat 

pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam Keputusan Menreri Kehakiman 

Republik Indonesia Nomor M.Ol-PK.04.i6 Tahun 1998 Tentang Tugas, 

Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang dlatur 

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.Ol-PK.04.16 

Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing 

kemasyarakatan kurang mencerminkan kebutuhan akan kualifikasi dan 

kompetensl tersebut. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman disebutkan bohwa 

untuk menjadi Pembimbing Kemas:yarakatan adalah : 

a. Pcgawal Negeri Sipil yang berpenrlidikan serendah-rendahnya lulusan : 

l) S!'kolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial 

2) Sekolah Mt:nengah Umum atau Kejuruan lainnya. 

g. Telah berpenga.lnm~n kerja sebagai pembnn!u Pembimbing Kemasyorakatan 

bagi lulusan : 

1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial berpengaiaman 

sekurang-kurangnya l (satu) !ahun; 

2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman 

sekunmg-kurangnya 3 (tiga) tahun. 

h. Sehat Jasmani dan rohani; 

L Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang Ilia); 

J. Telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan~ 

k. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dibidaog kesejahteraan sosial; dan 

L Semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalan! 

hukuman disiplin 
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Sebagai pengemban fungsi pembimbingan Bapas membutuhkan profesi psikologi 

anak karena fungsi pendampingan dan pemberi pcrtimbangan dalam persidangan. 

Jumlah SDM dianggap cukup dengan kualitas yang bervariasi dan perlu 

ditingkatkan terus. 

b. Keterbatasan anggaran 

Meskipun aspek substansi undang-undang telah berubah, namun ditemukan 

kenyataan bahwa terdapat kecenderungan pola lama masih dipertahankan. 

Dernikian pula dalam hal segi kontrol dan standar akuntansi pemerintahan 

telah ada perubahan belum juga menjamin pola lama dalam paradigma 

penyusunan perencanaan dan penganggaran. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih belum menampakan proses yang partisipatif. Padahal arus semangat 

untuk menggali kebutuhan dari bawah telah ada, namun belum dilakukan 

sebagai prosedur kerja yang baku dari tingkatan Departemen, Direktorat 

Jenderal, Kantor Wilayah, hingga masing-masing Unil Pelaksana Teknis. 

Proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh 

undang-undang secara umum belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam 

sistem organisasi dan tata kerja dalam lingkungan pemasyarakatan saat ini. 

Orientasi yang dibangun dalam perencanaan dan penganggaran masih 

ditopang oleh paradigma lama yakni orientasi bujet semata btikan orientasi 

program sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Dengan menilik 

beratkan pada kesatuan perencanaan program dan anggaran maka proses 

pematangan atas penyusunan program seharusnya berjalan. Hampir semua 

proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan hanya didasarkan 

pada segi-segi pemenuhan persyaratan administrasi dan fonnalisme semata. 

Mekanisme penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL), yang 

diusulkan dari kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 

belum terintegrasi secara optimal. Rencana Kerja dan Anggaran dari Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dikirimkan kepada Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan HAM yang kemudian dihimpun dan disampaikan 

kepada Sekretaris Jenderal dan tembusannya seringkali tidak disampaikan 

kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal lainnya adalah jikapun 

dikirimkan sebagai tembusan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tidak 
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dilengkapi dengan data pendukung yang memadai. Kondisi ini menyebabkan 

Direktorat Jcnderal Pemasyarakatan mengalami kesulitnn dalam memberikan 

pcrlimb<lcigan-pertimbangan teknis subslansif menyangkut skala prioriras 

usulan-usulan program yang diajukan. Permasalahan-permasalahan dalam 

proses pcrcncanaan tersebut secara langsung rnemiliki implikasi terhadap 

proses p>':nganggaran misalnya pagu indikatif. 

J-l;}l lain yang juga menjadi pennasalahan utama dalam perencanaan dan 

pcng~mg.:sw·<:.o adalab belum terealisasinya dokurnen-dokumen pembangunan 

y.:1nt: . :!"\(<Ill dengan u.rahan kebijakan Pemasyarakatan. Rencana strategis 

Dh·c:,_;(.cut kndcm·l Pemasyarakatan sebagai arahan kebijakan lima talnmana 

. w.J:':<>.::ikan dengan baik hingga kc Unit Pelaksana Teknis. Padahul 

·;·:r.·~..:-hu~ merupakan pedoman dalam mengembangkan strategi 

r(:';;.o<:.·':!b:L~ga:J l~:elembagnan sela.ma lima tahun. Dengan menekankan 

;; · · ·cnc;w:mn dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang 

<:u· .. , ;n~:.g:k<lh maka pcrmasalahan utama dalam bidang lni adalah mengenai 

;:;'ek ,1,isme/prosedur-prosedur ditingkat Departemen, Kanwil, dan Unit 

:;,._;~:·, ;d\<1 T..;knL;; yang belum mapan hingga mampu menghasilkan suatu 

p.:,;rh.:•nm percncanaan program dan anggaran yang memadai. 

T'::,.:-.: _, lmgian Fcltyusunao Program dan Laporan pada Direktorat Jenderal 

.;-··;:;m.,jyafakatan lidak maksimal untuk merumuskan kebijakah~kebijakan dan 
' 

priorHas program dikarcnakan kendala kurang adanya dukungan dari tingkat 

ka,,,:u wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang tidak memadai dalam 

n; . .:rr.:::=;j~r.a:. lnporanitemhusan dokumen dan data pendukung. Da!am logika 

ini ji11.a suatu unit organisasi Pemasyarakatan lemah dalam menyusun suatu 

pen_:o_,;om::~;~n dan penganggaran tentunya aka berimplikasi pada pelaksanaan 

tugr.~ dan fungsi pernasyarakatan. 

Pad,t t\:;gkatan \vilayah Kepala Divisi Pemasyarakatan tidak memiliki peran 

da::.~m proses perencanaan dan penganggarnn, padahal fungsi Kepala Divisi 

Pemasy·tmkatan dalam menjalankan misi pemasyarakat:m saogm perHing 

yal:ni melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan, 

pengkcordinasian pelaksanaun teknis di bidang pemasyarakatan, serta 

pengawascm dan pengendalinn pelaksanaan Lcknis di bidang pemasyarakatnn. 
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Tentunya proses perencanaan dan penganggaran selama ini yang hanya 

terfokus pada Kepala Divisi Administrasi akau kurang optimal rerkait dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fimgsi Pemasyarakatan. 

Dari segi sarana dan biaya dibutuhkan tambahan dikarcnakan jangkauan 

w!layah kerja Balai Pcmasyarakatan Klas ll Bandar Lampung yang mencakup 

lima kabupaten. 

c. Keterbatasnn lnstrumen dan Metode Litmas 

Sebagian besar fuogsi Bapas dalam hubungan dengan melakukan 

perlindungan bagl anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana 

tertuang dalam petannya dalam menyusun penelitian kemasyarakatan 

(Litmas). Melihat pe:ran litmas yang begiru signiftkan sebagai satu-satunya 

aiat independent yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim datam 

keputusan sebagaimana tertuang dalam Undang~undang Pengadilan Anak 

Tahun 1997, serta merujuk pada Beijing Rufcs, produk litmas yang berhasil 

diamati sepnnjang pencHtian ini rnasih sangat jauh dari memudai. Berbagai 

kekurangan yang dapat dilihat tersebut merupakan akibat Jangsung dari tidak 

memadainya instrumen maupun metode yang digunakan. 

Secara tampilan, instrumen~instrumen litmas yang telah ditetapkan dalam 

Juklak dan Juknis Departemen Hukum dan HAM tentang Pembinaan dan 

pembimbingan klien Pemasayarukatan,, memang tampak telah memudai. 

Tetapi tidak adanya rujukan yang jelas mengenai apa yang dimaksud de11gan 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jawabannya tersebut merupakan 

kekurangan tersendiri. Di dalam benak setiap PK hany-a ada tujuan bahwa 

mereka harus mendapatkan jawaban atas pertanyaan~pertanyaan dalam 

fonnufir isian tersebut tanpa mereka meng~tahui dengan pasti esensi, lntar 

belak.1ng, maksud, tujuan dan dampnk apa yang dapat timbul dari terjawab 

atau tidaknya pertanyaan tersebut. Misalnya, apa yang sebenarnya dimaksud 

dengan anallsis permnsalahan? Bagaimana cara melakukan analisis 

permasalahan tersebut? Kalaupun ada beberapa PK yang mengctahul sedikit­

sediklt, itu karena mereka mcncari tahu sendiri lewat buku~buku bacaun yang 

keberadaannya sangat terbatas. PK yang mempunyai inisiatif untuk mencari 

tahu pun sangat sedikit. 8agi pam PK juga tidak diadakan sebuah pelatihan 
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yang 1smya benar-benar mensosialisasikan esensi dari instrumen yang ada. 

Pelatihan Bapas yang ada sampai saat ini hanya menyampalkan apa ynng ado. 

dalam Juklak dan Juknis ladL 

Meskipun instrumen yang ada sesungguhnya sudah cukup memadai, dituar 

kekurangan penjelasan yang ada, hasil akhlr dari Litrnas juga sangat 

dipengaruhi metode pencarian data yang sangat tidak mernadai. Metode yang 

digunakan dalam pencarinn data. yaitu \Vawancara, Apabila dilihat dari daftar 

pcrlanyaan yang ada, wawancara setidaknya hams dilakukan se<:ara mendalam 

dengan anak, orangtua dan wali anak, dengan pihak sekolah bila anak masih 

bersckolah. dengan ternan-ternan atau lingkungan pergaulan anak, dengan 

polisi, dengan korban, dengan saksi dan apabila perlu dengan seoraog ahli 

mislllkan dengan seorang psikolog atau psikiater. Perlunya sumber-surnber ini 

ditcmui adalah untuk mendapatkan data yang valid mengenai kondisi anak 

yang sebenarnya. Jetapi pada prakteknya, wawancara dilakukan dengan 

sepcrlunya selama pertanyaan dalam formulir terlsl penuh, riengan hanya 

menernui anak, orang tua atau waii anak. Sememara beberapa pertan:yaan yang 

sehnrusnya ditanyakan kepada sumber lain, kebanyakl!fl diisl berdasarkan 

ketenmgan seadanya yang diperoleh dari kedua sumber tadi, dan beberapa 

berdasarkan intrepretasi PK scndll:i dimana jawaban yang diberikan nyans 

seragam satu sa.rtta lain. 
' 

Keterl:iatasan metode tersebut bukan sepenuhnya kesalahan PK, tetapi 

banyaknya permintaan litmus dan keterbatasan sumberdaya manusia 

menyebabkan sempitnya jangka waktu yang dimiliki seorang PK untuk 

menyelesaikan satu litmas, yang otomatis memperkecil kemungkinan PK 

untuk melakukan wawancara dengan maksimal. Tetapi yang terjadi 

belakangan ada\ah tidnk dimanfaatkannya waktu yang ada dengan baik dan 

"menyerahnya" PK pada diselesaikannya litmas seadanya selama target 

lerpenuhi. 

d. Kualit&s pemlmpin instansi 

Pemimpiu barus menjadi sumber kegiatan, penanggung jawab hasi! ynng 

dicapai dalam aktivitas proses manajemen itu 
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Pemimpin yang inovatif, kreatif, cakap dan berani mengambil keputusan, 

maka akivitas-aktivitas organisasi yang dipimpinnya semakin dinamis. 

Sebaliknya pemimpin yang tidak inovatif, kreatif, cakap dan tidak berani 

mengambil keputusan, maka aktivitas organisasinya statis. 

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cennat dan disusun secarajelas 

sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting 

sebagai alat bantu dalam mcngcvaluasi program, sebagai pedoman yang 

konkrit bagi para pejabat -pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan 

bagi tujuan itu sendiri. 

e. Hubungan antara instansi dengan kelompok sasaran 

Dalam hal pembimbingan masih belum berjalan dengan baik, masih ada 

petugas PK yang belum menjalani tugas dan kewajibannya dengan baik. 

Dari sini dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan dan 

pembimbingan klien pemasyarakatan masih belum berjalan sebagaimana 

mestinya, serta hanya bersifal formalitas, semestinya dengan adanya konseling 

diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan klien sehingga secara 

tidak langsung dapat mencegah klien melakukan pengulangan tindak pidana 

lagi. 

Selain itu dalam proses pcmbuatan litmas juga dapat dikatakan belum 

maksimal dimana penelitian kemasyarakatan sendiri merupakan salah satu 

pedoman bagi pembimbing kemasyarakatan dalam hal menenukan diagnosa, 

atau assesment, maupun untuk penentuan program pembinaan kerja, langkah­

langkah apa setelah ada litmas sebagai basil penelitian masalah sosial yang 

dihadapi oleh klien dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model 

pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan dan juga be1111anfaat 

dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan. 
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5.1 KESIMPULAN 

BABY 
KESJMPULAN DAN SARAN 

Dari temuan data dan analisis data, dapat dlsimpulkan bahwa dalam 

menjalankan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai 

masyarakata.n Klas H Bandar Lampung. 

1. Berdasarkan keempat varlabel konsep implementasi program pcmbinaan 

dan pembimbingan klien pemasyarakatan di Baiai Pemasyarakatan Klas 

H Bandar Lampung yang mempengaruhi kinerja dan dampak program 

sebagai beril<ut : 

a. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang paling berpengaruh pada pembJnaan dan 

pembimbingan kllen pemasyamkatan di Balai Pemasyarnkatan K!as II 

Bandar Larnpung adalah kendala sumber daya dan tersedianya 

infrastruktur. Kebutuhan akan Sumbcrdaya manusia pegawai yang 

berasal dari prcfesi psikolog aoak. Dari segi sarana dan biaya dibutuhkan 

tambahan dikarenakan jangkauan wilayah kelja mencakup lima 

kabupaten, sarana penunjang kendaraan operasional Jan komputer juga 

di~utuhkaO untuk pembinaan dan pembimbingan klien. 

b. Hubungan antar Organisasi 

Yang paling mernengaruhi dari hubungan antar organisasi ini ada!ah 

pembagian fungsi y:.mg pantas, peran Bapas yang dalam hal ini 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Peradilan masib 

belum diakui oleh penegak hukltm. 

c. Sumberdaya Organisasi 

Keselmbangan antara pembagian anggar:m dan kegiatan program ndalah 

yang paling berpengamb pada sumbcrdaya oraginsasi untuk pe!nbinaan 

dan pembimbingan klien. Hal lain yang juga menjadi perrnasalahan 

utama dalam perencanaan dan penganggaran adalah belum terealisasinya 
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dokumen·dok;umen pembangunan yang terkait dengan arahan ke:bijakan 

Pemasyarakatan. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

sebagai arahan kebijakan lima tahunan belum tersosialisasikan dengan 

baik hingga ke Unit Pelaksana Teknis. Padabal dokumen tersebut 

merupakan pedoman dalam rnengembangkan strategi pengembangan 

kelembagaan selarna lima tahun. Dengan menekankan pennasalahan 

perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang saling 

mengkait maka perrnasnlnhan utmna dalarn bidang ini adalah mengenai 

mekanisme/prosedur-prosedur ditingkat Departemen, Kanwil, dan Unit 

Pelaksana Teknis yang belurn mapan hingga mampu menghasilkan suatu 

performa 'perencanaan program dan anggaran yang memadaL 

e. Karakteristlk dan kapabilitas instansi pelaksana 

Yang sangat besar pengaruhnya dnlam kinerja dan dampak proses 

imp1ementasi program dari karekteristik dan kapabilitas instansi 

pelaksana adaluh hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok 

sasaran h ubungan antara instansl dengan kelompok sasaran dalam hal 

pembimbingan masih belum berjalan baik, masih ada petugas PK yang 

belum menjalani tugas d~n ke\vajibannya dengan baik. Dari sini dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan 

klien pemasyarakatan masih _b~lum berjalan sebagoiimana mestinya, serta 

hanya bersifat formalitas, semestinya dengan adanya konsellng 

diharapkan dapat mernbantu mengatasi pennasalahan klien sehingga 

secara tidak langsung dapat mencegah klien melakukan pengulangan 

tindak pidana lagi. 

2. Kenda1a-kendala yang menghamb.at pembinaan <ian pemblmbingan klien 

yang menyebabkan Bapas tldak dapar menjalankan pembinaan dan 

pembimbingan klien pemasyamkatnn secara optimal, peneliti 

menyimpulkan schagai beriku1 : 

a. Keterbatasan anggaran 

Kecilnya anggaran untuk Bapas rnengakibatkan kerja PK tidak 

maksimal. luas wilayah Bapas Klzs II Bandar Larnpung yang mencakup 
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5 (lima) wilayah) menjadikan PK semacam berlomba-lomba untuk 

segera menyelesaikan pekcrjaannya dengan harapan bahwa ia akan cepat 

memperoleh pekerjaan lagi. Sehingga yang dikcjar bukan penyelesaian 

seca.ra maksfmal teta.pi Jitmas. yang a.sol jadi. Anggnran yang kecil pun 

mengakibatkan keterbasan prasarana dan sanma di Balai pemasayrakatan 

Klas H Bandar Lampung seperti kurangnya sarana kcndaraan untuk 

home visit, komputer dan lain-lain rnengakibatkan program.pembinaan 

dan pembimbingan kepada klien kurang optimal. 

b. Keterbatasan instrumen metode Litmas 

Akibatnya produk \Hmas yang dihasilkan masih sanga.t jauh dari 

memadai. Berbagai kekurangan tersebut merupakan akibat langsung dari 

tidak memadainya instrumen maupun metode yang digunakan dalam 

pencarian data Meskipun instrumen yang ada sesungguhnya sudah 

cukup memadai, diluar kekurangan penjelasan yang arla, basil akhir dari 

Litmas juga sangat dipengaruhi metode pencarian data yang sangat tidak 

memadaL Metode yang digunakan dalam pencarlan data yaitu 

wowancara. Apabila dilihat dari do (tar pertanyann yang ada, wawa.ncara 

setidaknya harus dilakukan secara mendalam dengan anak, OJ1!.11gtua dan 

wali anak, dengan plhak sekolah bi!a anak masih bersekolah, dengan 

teman-teman atau Hngkungan pergaulan anuk, _ deugan polisi, der.gan 

korban, dengan saksi dan apnbila perlu dengan seorang ahli misalkan 

dengan seorang psikolog atau psikiater. 

c. Kendala di Bapas tida.k memHiki metodc khu:-ms dalam rangka 

memberikan bimbingan kEen. Bimbingan yang selama ini dilakukan 

hanyalah klicn disuruh lapor satu ata.!l dua bulan scka!i ke kantor Bapas. 

Bapas juga tidak memiliki tenaga-tenaga ahli misalnya psikolog ~tau 

psikiater untuk memberikan bimbingan sccnra ps.ikis kepada kllen yang 

memerlukannya. 

5.2. Saran 

a. Dilakukannyn perombakan pada beberapa perangkat hukum yang tdah 

ada dan disusunnya perangkat hukum baru yang khusus mengenai posisi 

Bapas yang diatur dalam undang-undang temang pengadilan anak masih 
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kurang jelas dan kurang memunculkan peran Bnpas scbagai institusi 

untuk melindungi hak-hak anak dalam perndilan, 

b. Diberikannya pelatihan kepada PK mengenai mctode pengumpu I an data 

dan pembuatan litmas yang memadai, termasuk mengenai validitas data 

dan cara menganalisa permasalaha.n yang tepm sehingga menghasilkan 

rekomendasi yang sesuni untuk litma. 

c. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jendera~ 

Pemnsynrakatan perlu merumuskan suatu meknnisme yang kondusifbagi 

perencanaan dan penganggaran ini penting untuk memberikan acuan 

bagi pelaksanaan forum pembahasan ditingkat teknis khususnya pada 

pembahas:an ditingkat kantor wilayah. Penting untuk mcnambahkan 

peran dad kepala Dlvisi Administrasi Kantor Wllayah. Mekanisme 

pembahasan dan prosedur-prosedur yang mengatur mengenai 

perencanaan dan penganggaran tersebnt akan dimasukkan t1alam 

Peraturan dan Tata Kelja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

d. Perlunya perhitungan kern batt besar anggarnn untuk Bapas, yang jangan 

sekedar dipandang sebagai pengeluaran untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawni, akan [etapi lebih dititik beratkan pada biaya yang 

memang harus dikeluarkan oleh negara dalam rnngka melakukan 

peningkottm terhadap kualitas sumberdaya manusia, 
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Pedoman "'awancara untuk hakim/polisi/jaksa 

l, Apaka.h yang Bapak:llbu ketahui tentang Bapas? 

2. Apakah Bapakllbu mengetahui tentang pemblnaan dan pembirnbingan klien 

yang dilakukan oJeh Bapas? 

3. Bagaimana Koordinasj yang dHakukan dengan Bapas? 

4. I3agaimana persepsi Bapak!lbu terhadnp fungsi yang dilaksanakan oJeh Bapas? 

5, Menurut pcndapat saudura bagaimana kedudukan peran dan fungsi Bapas 

cla!am persidangan anak di pengadllan? 

6. Menurut Saudara apakah peran dan fungsi Bapas seperti yang tercantum dalam 

UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 1.mak sudah becjalan sesuai 

Uengan ketentuan yang berlaku? 

7, Bagaimana menurut pendapat Saudara apakah ada manfaatnya dalam hal 

;..;~;•ikutsertaan PK dari Bapas pada proses persidangan anak? 

Universitas Indonesia 

Analisis Proses..., Yeni Puspitahati, Pascasarjana UI, 2009



Pedoman wawancara untuk .Petugas PK 

Jenis Pelatihnn Teknls yang pernah di ikuti : 

l, Apa pendidikan formal Bapakllbu? 

2. Pelatihan Teknis yang pemah di ikuti? 

3. Berapa lama pelatihan tersebut di ikuti? 

4. Saranlpendapat yang ingin dlsampaikan? 

Tugas~tugas yang diJakukan berhubungan deng:an tcknis 

113 

L Hat-hal apa saja yang Bapnk/Ibu!Saudara lakukan dalarn proses pembioaan 

dan pemb1mbingan k1ien? 

2. Metode· apa yang Saudara gunakan ? 

3. Berapa lama tugas ltu dikerjakan? 

4. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan 

teknis? 

5. Saranlpendapat yang ingin disampaikan? 

Laporan~laporan yang dibuat berhubnngan dengan fungsi teknis 

1. Pelaporan teknis iipa saja yang Bapak/IbuJSaudara kerjakan se;hari~hari ? 

i. Berrtpu lama penyusunan laporan tersebut dikerjakan? 

3. Apa fungsi laporan tersebut untuk pembinaan dan pembimbingan kUen? 

4_ Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan? 

5. Saran/pendapat yang ingin disampaikan? 

Komunikasi langsung : 

I. Berapa lama (jam) melakukan komunikasi langsung dengan klien? 

2. Bagaimana earn saudara membina hubungan kepercayan kepada klien? 

3. Menurut saudara kemampuan dan keahlian apa yaug harus dimiliki seorang 

pelUgas, untuk mengadakan kvmunikasi langsung ini? 

4. Tehnik atau metode yang dilakubn? 

5. Kendala yang dihadapi? 
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Komunikasi tidak langsung 

l. Apa yang saudara lakukan dalam komunikasi ini? 

2. Kapan komunikasi tidak langsung ini dilakukan? 

3. Kendala yang dihadapi ? 

Kesungguhan: 

1. Apa yang Bapak!Ibu Iakukan untuk program pembinaan dan pembimbingan 

klien agar berhasil dengan bnjk? 

2. Berapa lama Bapak/Ibu mclakukannya? 

3. Kendala yang dibadapi'! 

4. Apa harapan atau keinginan agar pernbinaan dan pernbimbingan itu dapal 

berjalan tancar? 

Tanggung Jawab : 

1. Berapa lama Saudara bekerja sebagai PK? 

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat Litmas? 

3. Apakah ada target waklu tertentu dalam mengeijakan Litmas? 

4. Jika ada berapa lwna? 

5. Apakah pada waktu yang dilentukan itu Litmas dapat selesai tepat pmJa 

waktunya? 

6. Menurut Saudara apa Litmas yang dibuat selarna ini sudah memuaskan? 

7. Kendala yang dihadapi? 

Ketekunan: 

1. Berapa kali saudara memeriksa/mengccek ulang laporan? 

2. Berapa banyak laporan yang anda buat dalam sebulan? 

3. Kendala yang dihadapi? 
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Pedoman Wawancara untuk pegawai Bapas 

Motivator : 

I. Apakah menurut Bapak/lbu pimpinan yang saat ini sudah berpengalaman? 

2. Apakah yang dilakukan pimpinan untuk menggerakkan dan mcmpcrlancar 

tugaswtugas pegawainya? 

3. perangsang atau kesempatan untuk maju apakah yang dilakukan oleh 

pimpinan bagi pegawai? 

4. Peraturan dan pengarahan apa yang biasanya pimpinan berikan untuk 

pegawai? 

5. Berapa kali pengarahan diberikan (dalam sebulan) 

6. Saran/pendapat yang ingin disampaikan? 

Manajcmcn : 

1. Bagaimana pimpinan mengatur dan mengarahkan pegawai? 

2. Apakah pembagian tugas dan tanggung jawab untuk pembinaan dan 

pembirnbingan yang dilakukan oleh pimpinan sudah sesuai harapan? 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu prosedur kerja yang dilakukan oleh pimpinan 

sudah baik? 

4. Saranlpendapat yang ingin disampaikan? 

Fasilitator : 

1. Dalam menjalankan tugas PK apakah instansi Bapas memberikan 

sanmalprasarana ? 

2. Apabila ada dalam bentuk apa? 

3. Saranlpcndapat Saudara? 
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Pedoman wawancara untuk Kepala Bapas 

Tersedianya sumber daya pega1vai : 

i. Jelaskan bagaimana keadaan petugas di Bapas baik kualitasnya maupun 

kuantitasnya? 

2. Apakah petugas yang ada sudah memenuhi keburuhan untuk program 

pembinaan dan pembimhingan klien? 

3. Kendal a yang dihadapi? 

4, Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 

Dukungan danalanggran : 

1. Apakah dana yang ada sudah memenuhi kebutuhan untuk program pembinaan 

dan pembimbingan klien? 

2. Jumlah dana untuk pembinaan dan pembimbingan klien yang diterima Bapas? 

3. Kendala yang dihadapi? 

4. Harapan dan keinginan petugas? 

5, Saran/pendapat yang ingin disampaikan? 

Dukungan per.alatan/sarana 

l. Sarana dan prasarana yang gunakan 

pembimbingan klien? 

Bapas untuk pembinaan dan 

2. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia apakah dalam pelaksanaan 

pembinaan dan pembimbingan berjalan dengan lancar? 

3. Apa kendala yang dihadapi? 

4. Saran/pendapat lain yang ingin disampaikan? 

Transimi 

1. Bagaimana cara Saudara memberikan infonnasi kepada pegawai mengenai 

program-program pembioaan dan pembimbingan klien? 

2, Berapa kaii rapat diadakan dalam kurun waktu sebulan? 

3. Bagaimana earn saudara mengetahui PK patuh terhadap implementasi program 

pembinaan dan pernbimbingan klien? 
~z-. ""' 
·--·~,~,.. 
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4, Kendala apa yang dlhndapi dalam transmisi(penyaluran komunikasi) atau 

pemberitahuan informasi? 

Kejelasan 

1. Bagairnan bentuk penyampaian informasi di Bapas ini? 

2. Apakah Saudara rnengetahui tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Bapas Bandar Lampung? 

3. Menurut Pcndapat saudara apakah selama int inforrnasi pcrnbinaan dan 

pcmbimbJngan klien sudah jclas? 

Koordinnsi (kerjasamn) dengan instansi lain : 

l. Dalam melaksanakan fungsi Bapas,. adakah koordinasi yang dilakuka.n 

2. dengan instansi lain? 

3. Jika ada, dengan instansi mana saja koordinasi dilakukan? 

4. Bagaimana hasH koordinasi yang te1ab dilakukan seiama ini? 

5. Apakah ada kendaJa~kendala yang dihadapi untuk melakukaan koordinasi? 

6. Jika ada. bagaimana mengi!tasi kendal<:. tersebut? 

Universitas lndones!a 
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JL. SALE MBA RAYA 4 JAKARTA 10430 
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620,3100059 PES ·18, FAX. (021) 3910448 

Nornor 
Lampirnn 
Perihal \ 

: 591/PT.02/KPSK/PPs UI/B/2009 Jakarta, 10 Desember 2009 

: Permohonan ljln 

Kepada Ylh, 

Kepala Bapas Bandar Lampung 
Di Bandar lampung 

Dengan hmmat, 

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasa~ana Program Studt Pengkajian Ketahanan 

Nasional Peminatan Kajian Stralejik Perencanaan Stralegi dan Kebijakan Universitas Indonesia 

bekeljasama dengan Departemen Hulrum dan HAM Rl, mahasiswa kami bennaksud unluk 

memperoleh data di instansilwilayah ke~a bapak tentang Analisis Proses lmplementasi Program 

Pembinaan dan Pembimbingan Kilen Pemasyarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi 

Kasus Pada Balai Pemasyarakalan Klas II Bandar Lampung). 

Berl<aitan dengan hal tersebut, kaml mohon perl<enan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin 

kepada: 

Nama : Yeni Puspitahafi 

NPM :0706190774 
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JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430 
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620,3100059 PES ·18, FAX. (021) 3910448 

Nomor 
Lampiran 
Penhal , 

: 588/PT.021KPSKIPPs UIIB/2009 

: Permohonan ljin 

Kepada Yth, 

Kalapas Klas I Bandar Lampung 
Di Bandar Lampung 

Dengan honnat, 

Jakarta, 8 Desember 2009 

Berl<enaan dengan Kf!liatan Akademik Program Pascasrujana Program Studi Pengkajian Ketahanan 

Nasional Peminatan Kajian Stratejik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia 

beke~asama dengan Departemen Hukum dan HAM Rl, mahasiswa kami benmaksud · untuk 

memperoleh data di instansUwilayah ke~a bapak tentang Analisis Proses lmplementasi Program 

Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi 

Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung). 

Berkailan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapet kiranya membenkan ijln 

kepada: 

Nama : Yeni Puspitahaij 

NPM : 0706190774 

Demikian kami sampaikan, alas pematian dan ke~asamanya mengucapkan tenma kasih. 
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Lampi ran 
Perihal , 

UNIVERSITAS INDONESIA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUD! PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL 
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430 
TELP. (021) 3910448, {021) 70717620, 3100059 PES -18, FAX. (021) 3910448 

: 5861PT.021KPSKIPPs UI/B/2009 Jakarta, 8 Desember 2009 

: Permohonan ljln 

Kepada Yth, 

Kepala Pengadilan Negeri T anjung Karang 
Dl Bandar lampung 

Dengan honrat, 

Berkenaan dengan Kegia!an Akademik Program Pascasa~ana Program Sllldi Pengkajian Katahanan 

Nasional Peminatan Kajian Stratejik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Universitas Indonesia 

beke~asama dengan Departemen Hukum dan HAM Rl, mahasiswa kami benraksud untuk 

memperoleh data di instansi/wilayah kelja bapak ten!ang Anatisis Proses lmplomentasi Program 

Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyaraka!an Meoggunakan Konsep Rondinelli (Siudi 

Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung). 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon parkenan bapak agar dapat kiranya memberikan i]in 

kepada: 

Nama : Yeni Pusp~ahati 

NPM :0706190774 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan ke~asamanya kami mengucapkan tenma kasih. 
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Lampiran 
Perihal , 

UNIVERSITAS INDONESIA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUD! PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL 
KONSENTRASI KAJIAN STRATI!JIK PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430 
TELP. {021) 3910448, {021) 70717620, 3100059 PES ·18, FAX. {021) 3910448 

: 587/PT.02JKPSKIPPs UI/B/2009 Jakarta. B Desember 2009 

: Permohonan ljin 

Kepada Ytb, 

Kepala Kejaksaan Negerl Bandar Lampung 
Di Bandar Lampung 

Dengan horrnat, 

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Pengkajian Kelahanan 

Nasional Peminatan Kajian Stratejik Perencanaan Slrategi dan Kebijaksn Universilas lndooesia 

beke<jasama dengan Departemen Hukum dan HAM Rl, mahasiswa kami berrnaksud untuk 

memperoleh data di inslansilwilayah ke<ja bapak lenlang Ana!isis Proses lmplemenlasi Program 

Pembinaan dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studi 

Kasus Pada Balai Pemasyarakaian Klas II Bandar Lampung). 

Berl<aitan dengan hal ~ut kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya membenkan i~n 

kepada: 

Nama 

NPM 

: Yeni Puspnahati 

; 0706190774 

Demikian kami sampaikan, alas perhatian dan ke~asamanya kami mengucapkan lerima kasih. 

•• 
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Lampiran 
Perihal '· 

UNIVERSITAS INDONESIA 
PROGRAM PASCASARJANA 

PROGRAM STUD! PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL 
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430 
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES -18, FAX. (021) 3910448 

: 5851PT.02/KPSKIPPs UI/B/2009 

: Permohonan ljln 

Kepada Yth, 

Kapolsekta Kedaton 
Oi Bandar Lampung 

Dengan hormat, 

Jakarta, 3 Desember 2009 

Berl<enaan dengan Kegiatan Akademlk Program Pascasa~ana Program Sludi Pengkajlan Kelahanan 

Naslonal Peminalan Kajlan Stratejlk Perencanaan Strategl dan Kebijakan Universitas lndooesia 

beke~asama dengan Departemen Hukum dan HAM Rl, mahasiswa kami bermaksud untuk 

memperoleh data di lnstansllwilayah ke~a bepak !entang Anallsis Proses lmplemenlasl Program 

Pembinaan dan Pemblmbingan Kilen Pemasyarakalan Menggunakan Konsep Rondinelli (Studl 

Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung). 

Berl<altllll dengan hal tersebut, kami mohon perl<enan bepak agar dapat kiranya memberikan ijln 

kepada; 

Nama : Yeni Puspllahati 

NPM : 0706190774 

Demikian kaml sampaikan, alas per\latian dan keljasamanya kami mengucapkan terlma kaslh. 
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Silof 
Lompiran 
Petiho:l 

KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG 
Jl. Wit Suprotmo" No.26 Bander lompung 

No. lelp. 0721- 481194 
-~ 

B-<337 /N.8.l0/Es. l /12/2009 
Blasa 

Bondar Lompung,;l/ Desernber 2009 

Pefol<sonaan peneJition 
Sdr.YENI PUSJ'ITAHATI 

KEPAOA Y!fl: 
KE!UA PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUD\ PENGKAJIAN KETAHANAN 
NA$JONAl 
UNIVERSITAS INDONESIA 
OJ • 

iAKA~TA 

Sahvbungon d&ngon :<>urot Kotuo Progtom Slvdi PenQkojion 

KetohananNosionol Nomor : 587/PT,02/KPSK/PPs Ul/2009 tonggc! OS Desembe; 

2009. perlhaf sebogaimona tersebvl podo pokok surot dlalos. dengon ini kaml 

jelaskon bohwo : 

Noma 

NPM 

FokvJtos 

Judul Tesis 

: YEN\ PUSPffAf1ATI 

0706190774 
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUOI PENGI(AJIAN 

' KET AHANAN NASIONAL 

''ANAUSIS PROS~$ !MPLEMENiASi PROGRAM PEMB!NAAN 

DAN PEMBIM81NGAN KUEN ?ERMASY ARAKAT AN 

MENGCUNAKAN KONStP KONDlNElU { STUOJ KASUS PADA 

BALAt PERMASYARAKATAN 'KlAS II 8ANOAR LAMf>UNG) .. _ 

Podo tonggal l 'l Desember 2009 T elah meloksonokon lugas peneliflon 1 esls d! 

Kejok.soon Negeri Bonder Lornpung. 

Demikion untuk dimakluml, agar ~urot kelerongan ini dopa1 dipergunokon 

seperlunyo. 

197911 1001 

Tembusuo Kepad~:~.: 

l.Ynng Bersangl..-utan An. YEN1 PUSPITAHATI 
2.Arsip --·--··~~~·~---·MISNAWATl-~-------·- ····---
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DEP ARTBMEN HUKUM DAN HAK ASASl MANUSJA Rl 
KANTOR W!LA YAH LAMPUNO 

LEMBAGA l?EMASY ARAKAT AN KELAS I BANDAR LAMPUNG 
1L. PRA..l'v!UKA NO. 12 RAJA BASA BANDAR LAMPUNG 

SURAT IffiTERANGAN 
NOMOR: W6.Ea.UM.Il.OI· !if'f'3 

Yang ber!anda tangan dibawah in~ Kepala Lembaga Pemasyamkatan Klas l Bandar Lampung, . 
menerangkan : 

Nan"' 

NPM 

-Jurusan 

Judul Tesis 

-- "'7- -.~''"' 

:YEN! PUSPITAHATI 

:0706190774 

: Kajian Perencanaan Strntejik, Strategi dan Kebijakan Pembinaan 

dan Kebijakan. 

: Aualisis Proses Implementaei Program Pembinnon dan 

Pemblmbingan Klien Pemasyarakatnn Menggunakan Konsep 

Rondinelli 

( Study Pada Balai Pemasyarakaron Klas II l3nndar Lampung ) •, 

Telah s~lesai melakukan Penelitian I Wawancara pada Lembagn Pemasyaraksatan Klas I Bandar 

Lampung JXtda tanggal I 0- II Descmbcr 2009, u.ntuk: ffiemenuhi Tugas .A..khir MahasiS\\.'3. Program Pasca 
·-~-

S<ujana (82) dalam penyusunon Tesis. 

Demiklan suratketerangan ini diberikan yang bersangkutan untuk dapat diperguoakan seperldnyu. 

Tembusan: 
1. Kepa!a Kantor Wiluyah Lrunpw1g 

Di- Bandar Lumpung 

Bandur Lampung, 19 Dcsemher 2009 

2. Kepnla Hnlai P•.ma•ynraka!lln ( BAPAS) !<las l Jakarta 

Di- Jakarta Pusat 
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DEPARTBMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Rl 
KANTOR WlLA YAH LAMPUNG 

BALAI PEMASY ARAKATAN KLAS ll BANDAR LAMPUNG 
Jl. Mr. moch Rocm No. 30 TeluklletungTelp!FaxOn14S5435 Banda!: Iampung35215 

BandarLampung,l5 Desember2009 

Nomor : W6. Pas.q-UM.06.10-3H 
Lampioran 
P~al : Pemberian ljin Penelitian 

Kepada Yth, 
Koordinator Konsentras Program 
Pascasarjana Universitas Indonesia 
di-

JAKARTA 

Meninduk lanjuti sural Kegiallln Akademik Program Studi Pengkajian Ketahanan 

Nasiooa! Pernrinalan Kajian S!J:a!'!iik Perencanan Strategi dan Kebijukan Universitas 

Indonesia Nomor :591/PT.02/KPSKJPPs U112009,Tanggal 10 Desember 2009,Perihal 

Permohonan lzin Pada Prinsipnya Balai Pemasyarakallln Klas II Bandar Lampung 

memberikan ijin saudari : 

Nama : Y eni Puspitabati 

NPM : 0706190774 
I 

Untuk melukukan pengambilan data dari lllnggal 8 - 14 Desember 2009 yang 

dipergunukan sebagai penynsunan tugas akhlr (fesis) dengan judul Analisis Proses 

Implementasi Program Pembinaan dan pembimbingan Klien Pemasyarukatan pada Balai 

Pemasyarukallln Klas II Bandar Lampung. 

Demikian sural kelerangan ini dibuat unuk diketahui dan di pergunukan 

sebegalmana mestlnya. 
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.l 
· KANTORWILAYAHLAMPUNG 
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Jl. Mr. Mach. Roem No. 30 Teluklletung Telp/Fax0721-485435 Bandar Lampung35215 

SURAT KETE RANGAN 
Nomor:W6.Pas.q.UM.06.10.. )t,'il 

Yang bertanda tangan di bawah iru,Kepala Balai Pemasyarakatan (BAP AS) Klns 11 Bandar 

Lampung 

Nama 

Pangkat/Goi.Rwmg 

NIP 

DWINAS1m. Bc.IP.S.Sos.MM 

Penata Tk.l (Ill/d) 

1%81206 199103 2 001 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama 

NPM 

Jurusan 

Judul Tesis 

YENI PUSPITAHATI 

0706190774 

~emen Prison Kajian Perencanaan Strateji.k.:Strategi dan 

Kebijakan 

Analisis Proses Implementasi Program Pembinaan dan 

Pembimbingan Klien Pemasyaralal.tan ( Studi Pada Balai _, 

Pemasyarakanm Klas II Bandar Lampung) 

Telnb melakukan Penelitian I Wawancora pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) K.las II Banda:r 

U>mpung pada tangga.l 8-14 Desember 2009, untuk memenuhi Tugas Akhir Mnbasiswa Program 

Pasco Sarjana (82) dalam peuyusunan Tesis 

Demilcian Surat Ketenmgan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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PENGADILAN NEGERl KELAS !AT ANJUNGKARANG 
ll. RW. MONGJNSJD! I JL. BERlNGJN NO. 27 

TELP. (0721) 482824 -482826 
FAJ<(0721)482824 

BANDAR LAMPUNG. 

Kami, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang di Bondar Lampung 

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama YEN! PUSPITAHATI 

Nomor Pokok Mahasiswa!NPM 0706190714 

Perograrn Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian 

Stratejik Perencanaan Strategi dan Kebijakan ·, 

Mahasiswa UNIVERSITAS INDONESIA (UI) 

Benar telah mengadakan penelitian dan wawancara pada lingk"Ungan kantor Pengadilan 

Negeri Kelas I A Tanjungkarang sejak tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan 14 

Desember 2009 dalam rangka ponyusunan Skipsiffesis/Karya Ilmiah dengan judul : 

"ANAUS!S PROSES JMPLEMENTAS! PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PEMBIMBINGAN KUEN PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN 

KONSEP RONDJNEJLI" 
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DIKELUARKAN Dl : BANDAR LAMPUNG 
PADA TANGGAL DESEMBER 2009 

W AKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS I~ 
.· TANJUNG KARANG 
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